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Ringkasan Eksekutif

Pada tahun 2021-2022, penelitian oleh tim kajian Inklusi Sosial dan Kewargaan Demokra-
tik FISIPOL UGM yang berjudul “Morality Policies and the Prospect for Inclusive  
Citizenship in Decentralized Indonesia: A Study of West Java”, dengan in-depth case  
studies di Kabupaten dan Kota Bogor serta Kabupaten dan Kota Tasikmalaya, menemu-
kan bahwa regulasi yang dibuat di tingkat nasional maupun lokal telah berkontribusi ter-
hadap hadirnya berbagai bentuk eksklusi dan diskriminasi terhadap sejumlah kelompok  
minoritas. Motif lahirnya kebijakan eksklusi cukup beragam, namun cenderung didomina-
si oleh kepentingan elektoral yang berkelindan dengan aspirasi dari kelompok-kelompok  
konservatif yang ada di level lokal. Dukungan masyarakat terhadap kebijakan eksklusi 
juga beragam dan sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan dan ekonomi, serta pe- 
ngetahuan tentang kebijakan yang ada. Hasil penelitian yang didukung oleh International 
Center for Local Democracy (ICLD) ini sejalan temuan penelitian Buehler (2016; 2017) 
dan Komnas Perempuan (2016) tentang peraturan daerah diskriminatif. Permasalahan-
nya, keberadaan eksklusi dan diskriminasi yang terlembaga dalam peraturan pemerin-
tah dapat menghambat pembangunan kesejahteraan sosial ekonomi serta berdampak 
negatif terhadap kewargaan inklusif dan kesetaraan yang berperan penting sebagai  
fondasi demokrasi. 

Guna memahami lebih lanjut tentang kebijakan eksklusi dan diskriminasi yang ter- 
lembaga di tingkat lokal, FISIPOL UGM dengan dukungan Program INKLUSI melakukan 
penelitian di Kota Makassar dan Kota Yogyakarta pada tahun 2023. Kedua kota ini di- 
pilih berdasarkan pertimbangan persinggungan isu-isu inklusi sosial, variasi spasial,  
serta perbedaan dalam tata kelola pemerintahan dan karakteristik sosial-budaya.  
Penelitian ini bertujuan untuk  (1) mengidentifikasi kebijakan eksklusif dan diskriminatif; 
(2) mengidentifikasi dampaknya terhadap kelompok marjinal; (3) memetakan aktor yang 
terlibat dalam pembuatan kebijakan; (4) merunut proses pembuatan kebijakan; dan 
(5) mengidentifikasi kondisi yang mendorong adopsi kebijakan eksklusif. Selain aspek- 
aspek di atas, penelitian ini juga menemukan bahwa karakteristik rejim lokal akan me-
nentukan seberapa ekspansif kebijakan yang bisa mendorong inklusi sosial berkembang.

Penelitian ini dilakukan dalam tiga tahap antara bulan September 2023 hingga Juni 
2024. Pertama, tahap review teks kebijakan dilakukan secara desk research. Dengan 
menggunakan kata kunci yang sesuai dengan tema penelitian, kami berhasil mereview 
50 kebijakan dari kedua kota per November 2023. Kedua, tahapan studi kasus dilakukan 
melalui wawancara informan kunci dan FGD baik secara tatap muka maupun daring.  
Secara total, kami melakukan wawancara dan berdiskusi dengan 26 (dua puluh enam) 
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informan di Kota Makassar dan 38 (tiga puluh delapan) informan di Kota Yogyakarta, 
yang berasal dari kalangan pemerintah, politisi, akademisi, aktivis mitra Program INKLUSI, 
OMS lokal, dan individu. Ketiga, tahapan survei yang dilakukan di Kota Yogyakarta pada 
Mei 20204 guna memahami persepsi terhadap kebijakan eksklusif, tingkat toleransi ter-
hadap kelompok marginal sebagai proxy untuk memahami inklusivitas di tingkat indivi-
du, serta praktik berdemokrasi di kota tersebut.

Secara ringkas, penelitian ini menemukan bahwa:

1.	 Tipe kebijakan – baik di Kota Makassar maupun Kota Yogyakarta, masih terdapat 
kebijakan eksklusif dan diskriminatif. Mayoritas kebijakan tersebut termasuk dalam  
kategori kebijakan eksklusif dan diskriminatif dengan tipe implisit dan non-implemen- 
tatif. Artinya, naskah kebijakan terlihat netral atau bahkan inklusif secara tekstual, 
namun implementasinya masih berpotensi menyebabkan eksklusi dan diskriminasi 
terhadap kelompok marginal. Ada sejumlah alasan mengapa potensi eksklusi dan 
diskriminasi tersebut tetap ada. Di Kota Makassar, adanya ketidaksesuaian antara 
mandat kebijakan dan realisasi anggaran, ketiadaan aturan turunan, kompleksitas  
dalam koordinasi antar Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) pelaksana kebijakan, 
belum terlembaganya komitmen untuk mendorong agenda kebijakan inklusi, serta 
ketidakmampuan kebijakan menangkap realitas masalah yang multi-sektoral atau 
interseksional menjadi penyebab implementasi kebijakan yang secara tekstual  
sudah inklusif masih berpotensi memunculkan eksklusi dan diskriminasi pada 
kelompok marginal. Di Kota Yogyakarta, kurangnya instrumen peraturan turunan 
dan kelembagaan teknis, kerumitan pendataan, serta problem dalam interpretasi 
aparat terhadap kebijakan menghambat implementasi yang secara tekstual sudah 
inklusif.

2.	Aktor kebijakan – pembuatan kebijakan eksklusif dan diskriminatif melibatkan 
multi-aktor, termasuk pimpinan eksekutif daerah, OPD, lembaga legislatif daerah, 
dan Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dengan peran yang bervariasi pada tiap 
tahapan kebijakan. Di Kota Makassar, Ormas dari berbagai platform dapat memi-
liki jaringan dengan politisi di lembaga legislatif dan karenanya dapat mengambil 
peran dalam proses penyusunan kebijakan. Sedangkan di Kota Yogyakarta, OMS 
pro-inklusi cukup berperan pada proses-proses agenda-setting dan penyusunan 
kebijakan, sementara kehadiran Ormas kontra-inklusi turut mewarnai implemen-
tasi kebijakan. Tidak semua kebijakan melibatkan publik meski dukungan pro-in-
klusi dari masyarakat sebenarnya dapat membantu mendorong kerja-kerja inklusi.

3.	Proses pembuatan kebijakan – keselarasan antara kepentingan para politisi di 
lembaga eksekutif maupun legislatif daerah, OPD, dan OMS mempercepat proses 
pembuatan kebijakan. Namun, kontrol yang efektif dari masyarakat sipil dan publik 
terhadap proses legislasi sangat penting untuk mencegah inisiasi kebijakan eksklusif  
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oleh para aktor kebijakan. Di tataran implementasi, potensi eksklusi dapat mem- 
besar ketika pelaksana kebijakan belum memiliki perspektif yang mendukung 
agenda inklusi.

4.	Dampak kebijakan – keberadaan kebijakan eksklusif dan diskriminatif yang bersifat 
implisit dan non-implementatif mengindikasikan adanya kesenjangan antara man-
dat dengan pelaksanaan kebijakan. Hal ini dapat menyebabkan multi-eksklusi pada 
kelompok marginal. Meskipun demikian, kesenjangan antara mandat dan pelaksana- 
an kebijakan juga dapat menghasilkan kesempatan baru bagi upaya-upaya ad-
vokasi. Hal ini dapat dikenali apabila evaluasi kebijakan inklusi menjadi salah satu 
agenda prioritas para pemangku kepentingan yang bergerak di isu-isu inklusi so-
sial.

5.	Kondisi pendorong kebijakan – keberadaan kebijakan eksklusif dan diskriminatif 
di tingkat lokal hadir karena kombinasi banyak faktor yang pada taraf tertentu di- 
pengaruhi karakter rezim di masing-masing daerah. Di Kota Makassar, rezim lokal yang 
berkarakter plural-kompromistik mendorong aktor-aktor kebijakan untuk menca-
pai kompromi melalui aliansi pragmatis antara pemerintah, politisi, dan berbagai 
Ormas – termasuk Ormas yang mendampingi kelompok marginal. Namun, di Kota  
Yogyakarta yang merupakan ibukota dari sebuah provinsi dengan desain desen-
tralisasi asimetris (keistimewaan), rezim lokalnya cenderung berkarakter formalis-
tik-deliberatif. Meski ruang partisipasi bagi OMS terbuka, kentalnya pengaruh institusi 
kraton dalam tata kelola pemerintahan memperkuat peran eksekutif dan birokrasi.  
Dalam situasi ini, keberadaan kebijakan tertentu sangat bergantung pada sejauh 
mana OMS memiliki ruang untuk mempengaruhi agenda eksekutif dan birokrasi. 
Di kedua kota, aliansi OMS dengan politisi di lembaga legislatif cenderung bersifat  
sementara karena komitmen para politisi terhadap agenda pro-inklusi masih ber-
sifat individual dan jangka pendek. Namun, di Kota Yogyakarta, kuatnya peran dan 
wewenang eksekutif membuat OMS tidak menjadikan strategi berjejaring dan ber- 
aliansi dengan partai politik dan/atau politisi di lembaga legislatif sebagai hal yang 
utama.

Dengan pemahaman yang mendalam tentang policy environment dan proses pembuat- 
an kebijakan eksklusif dan diskriminatif di tingkat lokal, kami merekomendasikan para 
pihak yang berkepentingan dapat mengambil langkah-langkah strategis berikut:

	X Pemerintah pusat disarankan untuk: (1) melakukan review dan mendorong pem-
batalan atau revisi kebijakan-kebijakan nasional yang masih berpotensi mencipta- 
kan eksklusi dan diskriminasi; (2) melakukan review dan mendorong revisi indikator- 
indikator komponen kesetaraan dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) agar 
dapat di-gunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi agenda-agenda pro- 
inklusi di tingkat nasional maupun daerah; (3) melakukan review dan mendorong 
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revisi indikator-indika-tor BPS agar dapat digunakan sebagai mekanisme pen-
dataan yang lebih terpilah berdasarkan identitas penduduk di tingkat nasio- 
nal maupun daerah; dan (4) memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas aparatur 
negara dalam pengarusutamaan perspektif GEDSI dalam proses pembuatan dan 
implementasi kebijakan di tingkat nasional serta audit GEDSI di lembaga-lembaga 
pemerintah di tingkat nasional, termasuk kebijakan pendidikan.

	X Pemerintah daerah disarankan untuk: (1) melakukan review dan mendorong revisi 
atau pembatalan kebijakan-kebijakan daerah yang masih berpotensi menciptakan 
eksklusi dan diskriminasi; (2) memastikan keberadaan mekanisme pendataan yang 
lebih terpilah di tingkat daerah; (3) memfasilitasi penerapan audit GEDSI, terutama 
untuk OPD-OPD yang tugas pokoknya berkaitan erat dengan isu-isu inklusi sosial; 
(4) memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas aparatur negara dalam pengarus- 
utamaan perspektif GEDSI dalam proses pembuatan dan implementasi kebijakan 
di tingkat daerah, termasuk kebijakan pendidikan; (5) menyelenggarakan forum  
koordinasi berkala untuk isu inklusi sosial guna mempererat kolaborasi antara OPD, 
lembaga legislatif, OMS, dan komunitas marginal.

	X Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), termasuk Mitra Program INKLUSI disaran- 
kan untuk: (1) memfasilitasi penguatan kapasitas aktivis OMS dan kelompok marginal 
dalam pemetaan isu eksklusi serta kajian proses pembuatan dan implementasi ke-
bijakan eksklusif dan diskriminatif di area kerjanya masing-masing; (2) membangun 
jejaring dengan politisi dan partai politik di lembaga legislatif, serta secara proaktif 
berupaya untuk mengkampanyekan agenda-agenda pro-inklusi ke partai politik lo-
kal; (3) memperkuat partisipasi dan monitoring implementasi kebijakan inklusi, ter-
masuk dalam proses-proses penyusunan dan distribusi anggaran; (4) memperkuat 
advokasi kebijakan berbasis penelitian yang dapat dilakukan melalui kolaborasi 
dengan perguruan tinggi atau lembaga penelitian di masing-masing kota, termasuk  
dalam proses-proses penyusunan kebijakan alternatif yang dapat ditawarkan 
kepada pemerintah daerah; dan (5) membangun dukungan publik terhadap isu  
inklusi sosial melalui acara-acara sosial-budaya, pendidikan publik, pembelajaran  
masyarakat, dsb.

	X Sekretariat Inklusi disarankan untuk: (1) memfasilitasi upaya revisi IDI sebagai  
indikator inklusi sosial di tingkat nasional maupun daerah; (2) memfasilitasi  
upaya peningkatan kapasitas aparatur negara tentang pengarusutamaan GEDSI  
dalam proses kebijakan di tingkat nasional maupun daerah dan audit GEDSI di lem-
baga masing-masing; (3) memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas partai politik 
tentang isu GEDSI di tingkat nasional maupun daerah; (4) memfasilitasi upaya pe- 
ningkatan kapasitas OMS dan kelompok marginal dalam pemetaan isu eksklusi 
serta kajian proses pembuatan, implementasi, dan advokasi kebijakan; (5) mem-
fasilitasi upaya pembuatan forum-forum multi pemangku kepentingan untuk isu 
inklusi sosial di tingkat nasional maupun daerah; dan (6) memfasilitasi upaya pen-
didikan publik terhadap isu inklusi sosial.
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Pendahuluan 



6

Mewujudkan masyarakat yang adil, setara, dan inklusif adalah salah satu tujuan utama 
dari program pembangunan berkelanjutan. Namun, upaya untuk mendorong keadilan, 
kesetaraan, dan inklusi sosial di Indonesia sering kali berbenturan dengan beragam 
bentuk eksklusi dan diskriminasi, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun negara 
melalui dan kebijakan yang dikeluarkan. Penelitian tim kajian Inklusi Sosial dan Kewarga- 
an Demokratik FISIPOL UGM di Jawa Barat, khususnya di Kabupaten dan Kota Bogor, 
serta Kabupaten dan Kota Tasikmalaya (2021-2022) menemukan bahwa eksklusi dan 
diskriminasi tersebut seringkali bersumber pada keberadaan peraturan pemerintah 
yang cenderung bersifat exclusionary terhadap kelompok marginal dengan identitas 
tertentu. Temuan riset tersebut sejalan dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh 
Buehler (2016; 2017) dan Komnas Perempuan (2016).

Keberadaan kebijakan eksklusif dan diskriminatif yang terlembaga sangat mengkhawatir- 
kan, karena tidak hanya berpotensi menghambat pembangunan kesejahteraan sosial  
ekonomi, tetapi juga memperburuk kualitas demokrasi Indonesia dan menghilang- 
kan bentuk kewarganegaraan yang inklusif. Sebagai sebuah sistem politik, demokrasi 
memiliki banyak dimensi (Coppedge, et al., 2011), dan karenanya kualitas demokrasi tidak 
bisa hanya ditentukan oleh keberadaan lembaga dan mekanisme demokrasi saja (pro-
cedural). Demokrasi yang berkualitas juga ditentukan oleh sejauh apa sistem tersebut 
mampu menjamin hak dan kebebasan sipil warganya (civil right protection), partisipasi 
yang inklusif (participatory), serta akses yang adil dan setara atas sumber daya ekonomi, 
sosial-budaya, dan politik (egalitarian). Beragam dimensi demokrasi ini juga tercermin 
dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) yang digunakan sebagai salah satu instrumen  
perencanaan pembangunan pemerintah, namun secara kuat belum memasukkan  
aspek-aspek pengukuran inklusi sosial. 

Dalam tujuan memahami keberadaan kebijakan eksklusif dan diskriminasi yang terlem-
baga, FISIPOL UGM kembali melakukan penelitian tentang proses pembuatan kebijakan 
eksklusif dan diskriminatif di Kota Makassar dan Kota Yogyakarta antara September 2023 
hingga Januari 2024, dengan dukungan dari Program INKLUSI. Secara spesifik, penelitian 
ini menjawab pertanyaan berikut:

	X Apa saja kebijakan eksklusif dan diskriminatif yang berlaku di Kota Makassar dan  
Yogyakarta, terutama sejak pelaksanaan Pilkada langsung pada tahun 2004?

	X Siapa saja aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan tersebut dan 
bagaimana prosesnya? 

	X Apa saja kondisi yang mendorong adopsi kebijakan yang bersifat eksklusif dan 
diskriminatif di tingkat lokal? 

	X Apa dampak kebijakan-kebijakan tersebut terhadap kelompok marginal?
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Selain proses pembuatan kebijakan eksklusif dan diskriminatif, penelitian ini juga be-
rupaya memahami persepsi individu tentang kebijakan eksklusif dan diskriminatif, serta 
tingkat toleransi di level individu terhadap kelompok marginal. Toleransi dapat diper-
lakukan sebagai indikator kesiapan seseorang untuk menerima (inklusi) atau menolak 
(eksklusi) kelompok yang memiliki identitas berbeda. Untuk itu, kami juga melakukan 
penelitian survei pada bulan Mei 2024 dengan pertanyaan sebagai berikut:

	X Bagaimana persepsi masyarakat terhadap kebijakan eksklusif dan diskriminatif 
yang ada di Kota Yogyakarta?

	X Bagaiaman tingkat toleransi sosial dan politik masyarakat Kota Yogyakarta terhadap  
kelompok dengan identitas yang berbeda – baik identitas gender, agama, etnis, mau- 
pun dis/abilitas?

	X Bagaimana persepsi dan kepuasan masyarakat terhadap praktik berdemokrasi di 
Kota Yogyakarta?

Penelitian-penelitian tentang inklusi sosial umumnya memberi perhatian yang lebih 
besar pada dampak sebuah tindakan eksklusi terhadap kehidupan kelompok marginal. 
Tendensi ini membuat kajian-kajian tentang policy processes dan environment sedikit 
terlupakan, pun kajian tentang kaitan antara kebijakan dengan sikap eksklusif/inklusif di 
tataran individu. Secara teoritis, penelitian tentang policy processes dan environment  
penting untuk mengisi dua kesenjangan dalam studi demokrasi, inklusi sosial, dan ke-
warganegaraan inklusif di Indonesia. Pertama, penelitian berkontribusi pada upaya  
untuk memahami mengapa demokratisasi di Indonesia belum diikuti dengan terjamin- 
nya perlindungan penuh atas kebebasan sipil dan hak kewargaan bagi seluruh kelompok 
sosial-ekonomi. Kedua, penelitian juga berkontribusi pada upaya untuk memahami va-
riasi pola eksklusi di Indonesia—terutama terkait variasi dalam bentuk dan proses pem-
buatan kebijakan eksklusif di daerah. Sementara itu, penelitian tentang sikap eksklusif/
inklusif diperlukan guna memastikan agar kerja-kerja inklusi juga menyasar pada ma- 
syarakat sebagai pihak yang seringkali menjadi pelaku eksklusi, serta memahami sejauh 
apa sikap-sikap tersebut dilanggengkan oleh proses-proses politik yang eksklusif.

Studi kami sebelumnya di Jawa Barat menemukan bahwa kebijakan eksklusif dan 
diskriminatif cenderung disahkan di daerah di mana ada “keselarasan kepentingan”  
antara empat aktor: (1) politisi yang berambisi menggunakan segala cara guna me-
menangkan pemilihan umum; (2) partai politik yang juga berupaya mengamankan suara 
mayoritas guna mempertahankan dominasi politiknya; (3) kelompok agama konservatif 
yang ingin memperkuat pengaruh mereka dalam proses pembuatan kebijakan daerah 
pasca desentralisasi, serta (4) pemilih intoleran. Temuan di atas sejalan dengan studi 
yang dilakukan oleh Pisani dan Buehler (2017). Secara praktikal, penelitian tentang policy 
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processes dan environment serta sikap eksklusif/inklusif juga dapat berkontribusi ter-
hadap kerja-kerja advokasi untuk isu inklusi di Indonesia. Pengetahuan tersebut dapat 
digunakan untuk menyusun strategi advokasi inklusi yang lebih efektif dan lintas-sektor, 
sembari memberi rekomendasi prioritas kebijakan inklusif bagi pemerintah pusat mau-
pun daerah.

Laporan ini terdiri dari tiga bagian besar—review kebijakan eksklusif dan diskriminatif di 
Kota Makassar dan Kota Yogyakarta serta analisis terhadap proses pembuatan kebija-
kan-kebijakan tersebut, dan hasil survei terkait persepsi mengenai kebijakan eksklusif, 
toleransi, serta praktik berdemokrasi di Kota Yogyakarta. Kedua kota ini dipilih dengan 
mempertimbangkan persinggungan isu di antara keduanya, variasi spasial, serta per- 
bedaan terkait tata kelola pemerintahan dan karakteristik sosial-budaya. Secara singkat, 
penelitian ini menemukan beberapa poin penting sebagai berikut:

Tipe kebijakan – baik Kota Makassar maupun Kota  
Yogyakarta masih memiliki beberapa kebijakan eksklusif 
dan diskriminatif. Namun, sebagian besar kebijakan yang 
kami temui termasuk dalam kategori kebijakan eksklusif 
dan diskriminatif dengan tipe implisit dan non-imple-
mentatif. Artinya, teks kebijakan-kebijakan ini terasa  
netral atau justru inklusif meski implementasinya masih 
berpotensi menyebabkan eksklusi dan diskriminasi ter-
hadap kelompok marginal. 

Aktor kebijakan – baik di Kota Makassar maupun Kota 
Yogyakarta, kami menemukan bahwa proses pembuatan 
kebijakan eksklusif dan diskriminatif melibatkan 
multi-aktor, mulai dari tahap agenda setting hingga im-
plementasi dan evaluasi kebijakan. Di kedua kota, empat 
aktor terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, mulai 
dari pimpinan eksekutif daerah, Organisasi Pemerintah 
Daerah (OPD), Organisasi Masyarakat Sipil (OMS), dan 
lembaga legislatif daerah. OMS yang terlibat di Kota 
Makassar beragam, mulai dari organisasi masyarakat 

(ormas) Islamis dan nasionalis, OMS lokal dan nasional, hingga organisasi internasional. 
Sementara di Kota Yogyakarta, OMS yang melakukan pendampingan dan kajian terhadap 
isu-isu inklusi memang sudah terlibat sejak inisiasi hingga perumusan kebijakan. Oleh 
karena itulah, teks kebijakan yang dihasilkan pun cukup inklusif. Permasalahan eksklusi di 
Kota Yogyakarta muncul di tataran proses legislasi yang tidak terjangkau publik dan im-
plementasi. Keterlibatan OMS yang cenderung resisten terhadap isu inklusi juga lebih 
terlihat pada proses implementasi, ketimbang inisiasi kebijakan.
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Proses pembuatan kebijakan – keselarasan antara 
kepentingan para politisi di lembaga legislatif, OPD, dan 
OMS mampu mempercepat proses pembuatan kebijak- 
an. Inisiasi kebijakan eksklusif dan diskriminatif dapat di-
gagalkan manakala terdapat kontrol yang efektif dari 
masyarakat sipil terhadap proses legislasi. Namun,  
proses legislasi inilah yang seringkali tidak terjangkau 
oleh publik. Di level implementasi, potensi eksklusi mem-
besar ketika pelaksana kebijakan yang bertanggung-
jawab atas proses pembuatan kebijakan turunan belum 
memiliki perspektif yang mendukung agenda inklusi.

Dampak kebijakan – kebijakan eksklusif dan diskrimi-
natif yang bersifat implisit dan non-implementatif 
menunjukkan adanya kesenjangan antara mandat dan 
pelaksanaan kebijakan. Hal ini dapat menyebabkan 
multi-eksklusi pada kelompok marginal. Misalnya, per- 
aturan perlindungan perempuan dan anak yang belum 
memperhatikan aspek kelas pada pelaksanaannya 
cenderung “meninggalkan” perempuan miskin atau per-
kawinan anak yang berasal dari keluarga miskin. Kondisi 
ini dapat diperparah oleh lemahnya pendataan sebagai 

basis kebijakan dan  minimnya partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan. 
Kesenjangan antara mandat dan pelaksanaan kebijakan juga dapat berkontribusi pada 
perbedaan pandangan di antara OPD terkait cakupan kebijakan. Di beberapa kasus, hal 
ini menyebabkan tanggung jawab implementasi kebijakan menumpuk di satu pihak ter-
tentu. Meskipun demikian, kesenjangan tersebut juga dapat memberikan “amunisi” baru 
bagi OPD dan OMS yang berkepentingan untuk berkolaborasi dalam advokasi kebijakan 
lanjutan.

Kondisi pendorong kebijakan - desentralisasi simetris 
di Kota Makassar melahirkan rezim lokal yang plural- 
kompromistik. Artinya, kompromi antar pemangku 
kepentingan dicapai melalui kebijakan pragmatis demi 
menjaga harmoni di akar rumput.  Di kota ini, keberadaan 
kebijakan eksklusif dan diskriminatif dimungkinkan kare-
na tiga kondisi. Pertama, pemilihan kepala daerah dan 
anggota legislatif daerah langsung mendorong politisi 
lokal untuk beraliansi dengan ormas guna mencari suara. 
Hal ini berbuntut akses yang lebih besar bagi ormas  
lokal, termasuk yang berkarakter Islamis dan nasionalis, 



10

terhadap proses legislasi. Kedua, di sisi lain, isu-isu inklusi belum terlembaga dalam plat-
form partai politik. Kesediaan untuk mendorong kebijakan-kebijakan inklusif masih ber-
gantung pada komitmen para politisi di tingkat individual. Ketiga, karena komitmen  
politisi untuk mendukung agenda inklusi masih bersifat individual, kolaborasi antara 
politisi dan OMS hanya sebatas pada proses pembuatan kebijakan.  Padahal, absennya 
kebijakan turunan dari kebijakan-kebijakan yang di atas kertas sudah inklusif adalah 
penyebab utama munculnya eksklusi dan diskriminasi di tahapan implementasi. Di Kota 
Yogyakarta, model tata kelola pemerintah lokal dipengaruhi oleh status keistimewaan. 
Desain desentralisasi asimetris melahirkan rezim lokal yang bersifat formalis-deliberatif, 
di mana karakter kultural masuk dalam tata kelola pemerintahan dan kebijakan lokal, 
termasuk di Kota Yogyakarta yang merupakan ibu kota provinsi DI Yogyakarta. Meskipun 
ruang partisipasi dalam proses kebijakan tersedia, namun unsur sosio-kultural yang  
menekankan pentingnya peran pemimpin eksekutif turut membentuk watak proses 
tersebut. Hal ini ditandai dengan kuatnya peran eksekutif dan birokrasi. Di satu sisi,  
birokrasi yang kuat dan terbuka terhadap masukan memang memberi peluang bagi OMS 
lokal untuk berkolaborasi dengan mereka, terutama pada tahapan agenda-setting dan 
proses penyusunan kebijakan. Di sisi lain, lembaga legislatif cenderung melemah. Politisi 
di lembaga legislatif daerah cenderung bekerja secara individual dan OMS lokal tidak 
memiliki insentif untuk berjejaring dengan para politisi. Kurangnya jejaring OMS lokal 
dengan politisi menyebabkan minimnya interaksi mereka dengan lembaga legislatif dan 
partai politik, yang berdampak pada absennya kontrol masyarakat sipil dalam proses 
legislasi. Hal ini berkontribusi pada berubahnya “kadar” inklusi dalam kebijakan atau 
bahkan hilangnya isu inklusi dari kebijakan yang dihasilkan. Pada tahap implementasi, 
kurangnya kebijakan turunan, kompleksitas pendataan, dan kurangnya perspektif inklusi 
dalam pelaksanaan kebijakan turut berkontribusi pada langgengnya praktik eksklusi. 
Sayangnya, pandangan bahwa kebijakan formal di Kota Yogyakarta sudah cukup inklusif 
mengakibatkan perbaikan kebijakan yang ada bukan lagi menjadi prioritas, sehingga 
praktik atau potensi eksklusi dalam implementasi kebijakan masih tetap berlangsung.

Survei dilakukan di Kota Yogyakarta sebagai tahapan awal (pilot) guna mengukur apakah 
survei serupa juga dapat direplikasi di kota-kota lainnya di masa depan.
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Kerangka Analisis 
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Seperti yang telah disinggung di bagian Pendahuluan, penelitian ini terdiri dari tiga 
fase, yakni pemetaan kebijakan eksklusif dan diskriminatif di Kota Makassar dan Kota  
Yogyakarta, yang diikuti dengan analisis terhadap proses pembuatan kebijakan-ke- 
bijakan tersebut, serta penelitian survei. Masing-masing tahap penelitian dibangun ber-
dasarkan kerangka teori masing-masing yang akan dijelaskan di bagian berikut.

Pemetaan Kebijakan Ekslusif dan Diskriminatif 

Sejalan dengan definisi yang dipakai dalam penelitian tentang kebijakan diskriminatif 
oleh Komnas Perempuan, penelitian ini memahami kebijakan eksklusif dan diskrimina-
tif sebagai kebijakan yang secara langsung maupun tidak langsung menyebabkan pem-
batasan, pengabaian, bahkan pelanggaran atas hak-hak kewargaan seseorang. Menurut 
Stokke (2017), hak kewargaan (citizenship rights) terdiri dari tiga aspek yang tidak dapat 
dipisahkan antara satu dan yang lainnya, yakni: (1) hak untuk diakui secara legal-formal 
maupun sosio-kultural sebagai anggota yang setara dari sebuah keluarga, komunitas, 
masyarakat, bahkan negara (membership); (2) hak untuk memiliki akses yang adil dan 
setara atas pemenuhan hak asasi manusia (rights) dan kesejahteraan (welfare); serta (3) 
hak untuk berpartisipasi aktif dan terwakilkan dalam proses pengambilan keputusan di 
ranah formal maupun informal (participation and representation).

Studi terkait dengan kebijakan inklusi/eksklusi di Jawa Barat dengan menggunakan  
perspektif morality-based policies (Mas’udi, dkk., 2023) menemukan ada empat tipe ke- 
bijakan eksklusif dan diskriminatif, yaitu:

a.	Kebijakan eksklusif dan diskriminatif yang eksplisit. Kebijakan dalam kategori 
ini secara jelas dan terang-terangan membatasi, mengabaikan, bahkan melang-
gar hak-hak kewargaan kelompok tertentu. Misalnya, kebijakan yang melarang ke-
beradaan kelompok minoritas agama tertentu.  

b.	Kebijakan eksklusif dan diskriminatif yang implisit. Kebijakan dalam kategori 
ini tidak secara jelas dan terang-terangan menyasar kelompok tertentu, tetapi  
sering digunakan untuk mengucilkan atau mendiskriminasi mereka. Misalnya, ke- 
bijakan tentang izin mendirikan bangunan yang sering digunakan sebagai dalih  
untuk mencegah kelompok minoritas agama mendirikan rumah ibadah.

c.	Kebijakan eksklusif dan diskriminatif di tingkat implementasi (non-imple-
mentation). Kebijakan dalam kategori ini terlihat inklusif di atas kertas, tetapi im-
plementasinya masih membatasi, mengabaikan, atau melanggar hak kewargaan 
kelompok tertentu. Misalnya, kebijakan perlindungan hak difabel yang menjamin 
keberadaan infrastruktur ramah difabel, tetapi tidak melibatkan partisipasi kelom-
pok difabel dalam perencanaan dan pembangunan infrastruktur.
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d.	Kebijakan eksklusif dan diskriminatif yang berbentuk keengganan pemerin-
tah untuk merespons tindak eksklusi dan diskriminasi yang terjadi di tengah 
warganya (consistent non-response). Misalnya, keengganan aparat hukum un-
tuk menindak pelaku kekerasan seksual secara serius.

Penelitian tersebut juga menemukan, kebijakan-kebijakan diskriminatif dapat termanifes- 
tasi dalam produk-produk hukum pemerintah daerah, yang mencakup: (1) Rencana Pem-
bangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); (2) Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda)  
atau Peraturan Daerah (Perda); (3) Peraturan, Surat Keputusan, Instruksi, atau Surat Eda-
ran Gubernur/Walikota/Bupati; serta (4) peraturan di unsur Organisasi Perangkat Daerah 
(OPD) terkait. Beberapa kebijakan eksklusif dan diskriminatif juga dapat menggunakan 
bingkai moral karena kebijakan tersebut merupakan manifestasi dari upaya negara untuk 
mengatur hal-hal yang dianggap berpotensi menjadi “ancaman” bagi “nilai atau norma 
utama” yang dianggap berlaku di masyarakat.

Proses Pembuatan Kebijakan 

Selain kategorisasi kebijakan eksklusif dan diskriminatif di daerah, penelitian ini juga 
bertujuan memahami proses pembuatan kebijakan. Secara umum, proses kebijakan 
publik sering dipahami sebagai proses siklus multi-tahap yang terdiri dari: 1) identifikasi 
masalah; 2) penyusunan agenda; 3) pengembangan kebijakan; 4) implementasi kebijak- 
an; dan 5) evaluasi kebijakan. Namun, teori yang berbasis tahapan cenderung meng-
abaikan dinamika proses pembuatan kebijakan yang kompleks (Rayner, 1984; Sabatier, 
1991; Colebatch, 2006; Jann & Wegrich, 2007). Guna menangkap kompleksitas itulah, 
kami juga meminjam konsep “aliran kebijakan” (policy streams) dari Howlett, McConnel, 
dan Perl (2015) untuk memahami bagaimana isu dan politik kebijakan mempengaruhi 
pilihan yang dimiliki oleh para aktor kebijakan selama proses pembuatan kebijakan dan 
pengambilan keputusan. 

Pendekatan yang diilustrasikan dalam Gambar 1 di bawah memungkinkan kita untuk 
memahami dua aspek dalam pembuatan kebijakan eksklusif dan diskriminatif. Pertama, 
pendekatan aliran memungkinkan kita untuk melihat bagaimana berbagai aktor poli-
tik membentuk arah proses kebijakan agar sesuai dengan kepentingan mereka. Kedua, 
pendekatan ini juga memungkinkan kita untuk memahami bagaimana faktor inter-
nal (seperti ideologi dan asimetrisme kekuasaan) serta faktor eksternal (seperti krisis) 
dapat memperumit proses pembuatan kebijakan. Kombinasi antara pendekatan tahap 
dan aliran memungkinkan kita untuk memahami proses pembuatan kebijakan eksklusif 
dan diskriminatif sebagai hasil dari “penyelarasan” berbagai faktor pada tempat dan 
waktu yang tepat. Karenanya, kita perlu memahami bagaimana “penyelarasan” dan “ke-
selarasan” tersebut terjadi agar dapat menemukan strategi yang efektif guna mengubah 
proses pembuatan kebijakan yang semula sangat eksklusif, menjadi lebih inklusif.
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Gambar 1. Proses kebijakan diadaptasi dari Howlett, McConnell, dan Perl (2015)

Selain itu, analisis tentang proses pembuatan kebijakan – termasuk kebijakan eksklusif 
dan diskriminatif di tingkat lokal berada dalam konteks rejim politik yang sedang ber- 
operasi. Karena itulah, penelitian ini juga menggunakan perspektif rezim dan politik  
lokal untuk membantu proses analisis. Rezim tidak hanya dipahami sebagai aktor pem-
buat kebijakan, tetapi juga sebagai pola-pola dasar dalam proses pembuatan kebijakan, 
seperti prinsip, nilai, norma, dan prosedur pembuatan kebijakan (Higley dan Burton da-
lam Case, 1994). Aktornya pun tidak melulu aktor negara. Performa sebuah rezim juga 
ditentukan oleh relasi antara kelompok formal dan informal yang memiliki akses terha-
dap sumber daya dan sistem kelembagaan (Stonde dalam Maruyama, 2012). Berangkat 
dari asumsi inilah, rezim lokal dapat diartikan sebagai kompleksitas yang muncul dari 
“bekerjanya berbagai institusi, sumber daya, dan strategi yang digunakan para pelaku 
politik dan perumus kebijakan lokal dalam mempengaruhi maupun merespons kebijakan 
yang menyangkut urusan publik” (Gelman & Ryzhenkov dalam Bayo, Santoso & Samadhi 
ed., 2017, 21). 

Rejim lokal cenderung bersifat kompleks dan memiliki variasi yang sangat luas. Penelitian 
tentang rejim lokal yang berkembang di Indonesia pasca desentralisasi yang dilakukan 
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oleh tim peneliti Departemen Politik dan Pemerintahan (DPP) di FISIPOL UGM berhasil 
memetakan lima tipe rezim lokal jika dilihat dari relasi antara aktor formal dan informal 
dalam politik di tingkat lokal (Bayo, Santoso & Samadhi ed., 2017). Kelima tipe tersebut 
adalah:

a.	Rezim formalis-elitis, di mana struktur formal dan elit politik sangat mendominasi 
politik lokal. Pada tipe ini, kelompok elit cenderung menggunakan struktur formal 
yang ada untuk mendapatkan popularitas publik dan diangkat menjadi bagian dari 
pemerintahan. Ketika sudah menjabat, negara dianggap hadir melalui sosok me- 
reka. 

b.	Rezim sosio-kulturalis, di mana struktur sosial-budaya dan kelompok informal 
sangat mendominasi politik lokal. Berkebalikan dari rezim formalis-elitis, struktur 
formal menduduki posisi subordinat pada tipe ini karena nilai, norma, dan budaya 
lokal adalah fondasi utama dalam tata kelola di tingkat lokal.

c.	Rezim konsosiasional, di mana politik lokal didominasi dengan hadirnya be- 
ragam kelompok kepentingan yang “sama kuatnya”. Karena itulah, kebijakan baru 
bisa berjalan ketika ada konsensus di antara kelompok-kelompok kepentingan ini. 
Partisipasi dan representasi tiap kelompok kepentingan menjadi kunci dalam pen-
capaian konsensus.  

d.	Rezim plural-kompromistik, di mana politik lokal diwarnai hadirnya masyarakat 
yang plural baik dari sisi agama, suku, dll. yang menimbulkan potensi konflik secara 
formal. Oleh karena itu, para aktor kebijakan memilih berkompromi melalui solu-
si-solusi pragmatis untuk memitigasi potensi konflik. Kompromi biasanya dilaku-
kan melalui dua cara, yakni pembagian jabatan di level elit melalui jalur elektoral 
dan membangun harmoni di akar rumput. 

e.	Rezim formalis-deliberatif, yang memiliki elemen dari keempat tipe sebelumnya. 
Pada rezim ini, unsur-unsur sosio-kultural dan aktor informal mewarnai kelembaga- 
an formal meski tidak sejauh menempatkan aktor dan lembaga formal dalam posisi  
subordinat. Dampaknya, kelembagaan formal harus menyesuaikan dengan konteks 
lokal, yang biasanya melahirkan dualitas kebijakan lokal, di mana kebijakan lokal 
tersebut harus mengakomodasi aturan dan kepentingan pusat dan lokal.

Analisis untuk memahami keberadaan dan proses pembuatan sampai dengan implemen- 
tasi kebijakan yang memiliki nuansa eksklusi dan diskriminatif di Kota Yogyakarta dan 
Kota Makassar diletakkan dalam kerangka yang mengkombinasikan antara aspek-aspek 
formulasi dan implementasi kebijakan dengan karakteristik rejim lokal di masing-masing 
daerah. Identifikasi atas rejim lokal membantu kita memetakan aktor dan relasi antar  
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aktor yang terbentuk di setiap tempat studi. Dalam konteks demokrasi, sebuah kebijakan 
bagaimanapun juga lahir sebagai cerminan negosiasi dan pertemuan antara kepenting- 
an aktor-aktor dengan respons atas konteks kebijakan. Kombinasi perspektif dinamika 
proses kebijakan dengan karakteristik rejim lokal akan membantu memberikan kerangka 
analisis yang lebih komprehensif untuk menjelaskan dinamika kebijakan yang bernuansa 
eksklusif dan diskriminatif.

Persepsi Kebijakan, Toleransi, dan Demokrasi

Seperti telah dikemukakan di atas, penelitian survei yang kami lakukan akan mengukur 
pengetahuan serta persepsi individu terhadap kebijakan eksklusif, level toleransi sebagai 
indikator sikap inklusif yang dimiliki individu, serta persepsi dan kepuasan terhadap 
praktik berdemokrasi. Kami mengukur pengetahuan (1. Ya, 0. Tidak tahu) dan persepsi 
(1. Setuju, 0. Tidak Setuju) responden terhadap kebijakan eksklusif dan diskriminatif yang 
berlaku di Kota Yogyakarta yang berhasil ditemukan selama tahap pemetaan kebijakan. 
Ketiga kebijakan tersebut adalah peraturan provinsi mengenai penanganan gelandangan 
dan pengemis (Gepeng), larangan bagi keturunan etnis Tionghoa untuk memiliki tanah 
di Yogyakarta, dan larangan melakukan demonstrasi di depan Keraton Yogyakarta. Se-
jumlah studi telah menemukan adanya keterkaitan antara politik kebijakan dan dinamika 
eksklusi-inklusi di dalam masyarakat. Kebijakan eksklusif yang dipolitisasi dapat menim-
bulkan ketegangan di kalangan pemilih (Paxton, 2022). Kompetisi antar kandidat legis-
latif, misalnya, memperburuk polarisasi berbasis etnis dan agama di Lebanon (Selsky, 
2024). Di Brazil, proses pemilihan umum sering memicu konflik antar individu di tingkat 
desa (Milmanda, 2023). Temuan-temuan ini mengindikasikan perlunya mempelajari ke- 
terkaitan antara kebijakan dan perilaku eksklusif di tingkat individu karena keberadaan 
kebijakan eksklusif dan diskriminatif ditengarai dapat menurunkan tingkat toleransi 
masyarakat (Heizmann, 2016; Shamir & Arian, 1999), yang kemudian dapat memperburuk 
pengalaman marginalisasi yang dialami kelompok rentan.

Sementara itu, toleransi sebagai proxy untuk sikap inklusif dapat diukur dalam dua 
aspek, yaitu toleransi sosial dan politik. Toleransi sosial berkaitan dengan kesediaan 
seseorang untuk mengakui hak tiap individu untuk menjalankan hidup sesuai keyakinan 
atau cara masing-masing, bertetangga dengan mereka yang berasal dari kelompok yang 
berbeda, serta hak tiap individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi. Semen-
tara itu, toleransi politik berkaitan dengan kesediaan seseorang untuk mengakui hak 
tiap individu untuk mencalonkan diri dalam proses-proses pemilihan umum serta untuk 
terlibat dalam kegiatan atau organisasi politik dan sosial. Penelitian survei yang kami 
lakukan fokus pada proses pemilihan kepala pemerintahan di tingkat lokal – mulai dari 
Ketua RT/RW sebagai unit terkecil hingga Walikota – serta pemilihan anggota legislatif 
di tingkat kota. Responden akan diminta untuk memberikan pendapat mereka tentang 
hak-hak sosial dan politik sejumlah kategori identitas yang ditentukan berdasarkan hasil 
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studi kebijakan eksklusif dan diskriminatif di tahap sebelumnya, seperti kelompok etnis 
atau agama yang berbeda dari identitas responden, kelompok penganut kepercayaan 
lokal, kelompok waria, dan kelompok penyandang disabilitas. Masing-masing pertanyaan 
memiliki empat respons jawaban dalam rentang skala 1 (Sangat Tidak Setuju) hingga 
4 (Sangat Setuju). Konsisten dengan penelitian lain yang kami lakukan, laporan survei 
ini akan menyoroti tingkat toleransi responden terhadap dua kelompok spesifik, yaitu 
transpuan (waria) dan penyandang disabilitas. Khusus untuk pertanyaan tentang pe- 
nyandang disabilitas, pertanyaan yang diajukan untuk toleransi sosial hanya berkait- 
an dengan disabilitas fisik dan mental. Sementara itu, pertanyaan yang diajukan untuk  
toleransi politik hanya berkaitan dengan disabilitas fisik.

Indikator-indikator toleransi sosial dan politik di atas lantas dipakai sebagai bahan un-
tuk membuat empat klasifikasi toleransi secara umum (Lee, 2014). Pertama, penerimaan 
penuh (full acceptance) adalah responden yang bersedia bertetangga dengan kelom-
pok yang berbeda serta mengakui hak-hak mereka untuk berpartisipasi dalam aktivitas 
atau organisasi politik. Kedua, penolakan penuh (complete non-acceptance) adalah res- 
ponden yang tidak bersedia bertetangga dengan kelompok yang berbeda serta tidak 
mengakui hak mereka untuk berpartisipasi dalam aktivitas atau organisasi politik. Ke- 
tiga, quiet coexistence adalah responden yang bersedia bertetangga dengan kelompok 
yang berbeda tetapi tidak mengakui hak-hak mereka untuk berpartisipasi dalam akti-
vitas atau organisasi politik. Keempat, respectful distance adalah responden yang tidak 
bersedia bertetangga dengan kelompok yang berbeda tetapi masih mengakui hak-hak 
mereka untuk berpartisipasi dalam aktivitas atau organisasi politik. Guna membuat kla-
sifikasi ini, kami harus mengubah skala respons jawaban menjadi dua saja, yaitu 1 (Sangat 
Setuju/Setuju) dan 0 (Sangat Tidak Setuju/Tidak Setuju).

Pengukuran persepsi praktik berdemokrasi diadaptasi dari beberapa indikator yang 
dipakai oleh Varieties of Democracy (V-Dem), khususnya yang berkaitan dengan aspek 
kebebasan sipil dan kesetaraan. Indikator-indikator tersebut tercermin dalam enam per-
tanyaan tentang: (1) kebebasan  berpendapat di muka umum; (2) hak untuk mendapatkan 
perlindungan yang sama di muka hadapan hukum; (3) hak atas kepemilikan aset/barang 
pribadi; (4) akses terhadap layanan pendidikan; (5) akses terhadap layanan kesehatan; 
dan (6) hak untuk memilih dan mempraktikkan ajaran agama atau keyakinan, termasuk 
hak membangun rumah ibadah. Penilaian terhadap praktik demokrasi dilakukan ber-
dasarkan pengetahuan responden dengan mempertimbangkan keragaman budaya di 
wilayah studi, seperti etnis, agama, bahasa,  identitas gender, serta dis/abilitas. Penilaian 
diberikan dalam empat skala kategori, mulai dari 1 (Tidak Ada) atau 4 (Semua Kelompok 
Masyarakat Memiliki Hak atau Kebebasan yang Sama) untuk masing-masing indikator. 
Dalam analisis, respons untuk keenam indikator digabungkan untuk mendapatkan nilai 
total, yang selanjutnya diubah ke dalam angka z-score. Angka z-score ini akan digu-
nakan sebagai proksi dari indeks demokrasi. Semakin tinggi nilai z-score  menunjukkan 

https://www.v-dem.net/
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tingkat kesetaraan dan kebebasan sipil yang tinggi, yang berarti semakin baik pula prak-
tik demokrasinya. Berdasarkan respons atas enam pertanyaan di atas dan pengalaman 
pribadi, responden juga diminta untuk menilai kepuasan terhadap praktik demokrasi 
dalam skala 1 (Sangat Tidak Puas) hingga 10 (Sangat Puas).

Penelitian kuantitatif yang kami lakukan juga menganalisis beberapa variabel penjelas 
lainnya yang dianggap memiliki asosiasi dengan level toleransi individu, maupun persepsi  
dan pengetahuan seseorang tentang kebijakan dan demokrasi. Misalnya, usia (tahun), 
jenis kelamin (1. Laki-laki, 0. Perempuan), status pernikahan (1. Menikah, 0. Lainnya),  
status pekerjaan (1. Bekerja, 0. Lainnya), tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan 
(tahun), kondisi ekonomi yang diukur berdasarkan penilaian responden terhadap kondisi 
keuangan rumah tangganya sejak Januari hingga Mei 2024 (1. Sangat Tidak Puas hingga 
10. Tidak Puas), dan partisipasi sosial dan politik responden yang diukur berdasarkan 
pengalaman tergabung dalam organisasi keagamaan atau partai politik (1. Ya, 0. Tidak). 
Dalam beberapa model analisis yang kami lakukan, variabel penjelas di atas juga ber-
fungsi sebagai variabel kontrol.

Data survei diberlakukan sebagai observational study yang memiliki konsekuensi da-
lam proses analisis dan interpretasi hasil. Metode analisis yang digunakan antara lain 
adalah analisis statistik deskriptif dan inferensial. Analisis statistik deskriptif mem-
berikan gambaran mengenai sebaran data seperti jumlah (frekuensi), persentase, nilai 
rata-rata, dan simpangan. Sementara itu, analisis statistik inferensial digunakan untuk 
menguji perbandingan nilai antar kelompok (bivariat), asosiasi antar variabel, dan pro- 
babilitas terjadinya sebuah kejadian (multivariabel). Penggunaan metode analisis statis-
tik deskriptif dan inferensial disesuaikan dengan tipe dan skala pengukuran masing- 
masing variabel serta tujuan analisisnya. Semua analisis dilakukan dengan menggunakan 
Program STATA (STATACorp, 2017). Seperti halnya kajian empiris yang lain, hasil analisis 
kuantitatif yang disajikan dalam laporan ini perlu dibaca dengan penuh kehati-hatian. 
Pertama, perhitungan jumlah sampel memang memungkinkan kami untuk menarik ke- 
simpulan (inferences) dari populasi yang diteliti, namun hasil penelitian tidak dapat di- 
terjemahkan sebagai gambaran populasi masyarakat Kota Yogyakarta secara umum. 
Kedua, hasil analisis menggambarkan hubungan asosiasi, bukan sebab-akibat atau 
bagaimana sebuah kejadian menyebabkan/mempengaruhi/berdampak pada sesuatu 
(kausalitas).
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Metodologi 
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Penelitian ini mengombinasikan metodologi kualitatif dan kuantitatif (mixed-method) 
dengan detail sebagai berikut.

Penelitian Kualitatif

Fase penelitian kualitatif dilakukan mulai dari Agustus 2023 hingga Januari 2024 di Kota 
Makassar, Sulawesi Selatan dan Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta. Kota-kota ini dipilih kare-
na beberapa alasan berikut:

a.	Variasi isu. Kedua kota menjadi area intervensi bagi beberapa Mitra Program  
INKLUSI untuk isu marginalisasi yang sangat beragam. Misalnya, Perkumpulan Kelu- 
arga Berencana Indonesia (PKBI) yang bergerak di bidang hak-hak seksual dan 
reproduksi anak, perempuan, dan kelompok marginal lainnya di Kota Makassar dan 
Kota Yogyakarta; ‘Aisyiyah, Sasana Inklusi dan Gerakan Advokasi Difabel (SIGAB) 
Indonesia, dan Pusat Rehabilitasi Yakkum yang bergerak di bidang pemberdayaan 
perempuan dan kelompok difabel di Kota Yogyakarta;  serta Yayasan Bursa Penge- 
tahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI) yang bergerak di bidang pembangunan 
inklusif dan pemberdayaan masyarakat sipil di Kota Makassar. 

b.	Variasi spasial. Kedua kota merepresentasikan sebaran dan karakteristik geogra- 
fis yang berbeda. Kota Yogyakarta berada di Pulau Jawa di Indonesia bagian barat, 
sementara Kota Makassar berada di Pulau Sulawesi di bagian timur Indonesia. Lo-
kasi geografis juga merepresentasikan “jarak sosiologis” yang berbeda dengan  
Jakarta sebagai pusat pemerintahan yang turut mempengaruhi besar kecilnya 
akses terhadap sumber daya sosio-ekonomi. Hal ini dapat menyebabkan per- 
bedaan dalam hal kehadiran pemerintah pusat dalam proses pembuatan kebijak- 
an daerah, kemampuan administratif lembaga birokrasi daerah, serta keberadaan 
dan kapasitas organisasi masyarakat sipil lokal (Rondinelli, McCullough & Johnson, 
1989, 77-78; Manor, 1999, 43; Bardhan, 2002, 187-189; Smith, 2004, 2-4).

c.	Variasi model pemerintahan daerah. Kedua kota berada di provinsi dengan 
model tata kelola pemerintahan daerah dan desentralisasi yang berbeda. Kota  
Yogyakarta berada di provinsi DI Yogyakarta yang berstatus sebagai daerah  
istimewa di mana pemilihan pemimpin daerah secara langsung hanya ada di ting-
kat kota/kabupaten dan desa. Hal tersebut tidak terjadi di Kota Makassar yang 
berada di Provinsi Sulawesi Selatan. Salah satu konsekuensi dari hal ini adalah per-
bedaan pola perimbangan kekuasaan di daerah, di mana lembaga eksekutif—ter-
utama di level provinsi cenderung memiliki kekuasaan yang besar dalam proses 
pembuatan kebijakan di DI Yogyakarta dibandingkan di Sulawesi Selatan.

d.	Variasi karakteristik sosio-kultural. Status keistimewaan DI Yogyakarta turut 
menjadi basis bagi pengakuan formal negara terhadap aspek adat. Hal ini men-
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ciptakan relasi yang lebih seimbang antara adat dan agama di sana. Sementara di 
Sulawesi Selatan, identitas agama secara umum terasa lebih menonjol dibanding- 
kan adat. Dinamika antara adat dan agama yang berbeda tentu turut mempe- 
ngaruhi proses pembuatan kebijakan, terutama siapa saja aktor yang dianggap 
berkepentingan dalam proses pembuatan kebijakan di tingkat daerah. 

Penelitian ini mengombinasikan beberapa metode kualitatif, yakni review teks kebijakan, 
desk research, wawancara informan kunci, dan diskusi kelompok terarah (FGD). Pada 
bulan Agustus dan September 2023, kami melakukan konsultasi desain dan instrumen 
penelitian (lihat Lampiran 1 dan 2) dengan Sekretariat INKLUSI, Mitra Program INKLUSI 
yang relevan, serta unit-unit terkait di Kementerian PPN/Bappenas, seperti Direktorat 
Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda, dan Olahraga (KPAPO), Direktorat Politik dan Ko-
munikasi (Ditpolkom), dan Direktorat Pembangunan Daerah.  Setelah itu, antara bulan 
September 2023 dan Januari 2024, kami melaksanakan pengambilan data penelitian 
berikut:

	X Review teks kebijakan dan desk research - dilakukan pada bulan September 
dan Oktober 2023 dengan mengandalkan basis data kebijakan daring, informa-
si dari Mitra Program INKLUSI, reportase berita, dan pencarian kata kunci secara 
online. Kata kunci yang digunakan adalah ragam kelompok marginal (seperti “pe- 
rempuan,” “anak,” dan “difabel”), contoh kasus terkait kelompok marginal (seperti  
“Anak Berurusan dengan Hukum,” “Perempuan Warga Binaan Pemasyarakatan,” 
serta “perempuan miskin”), aksesibilitas pelayanan publik dan kelompok marginal 
(seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan transportasi umum), identitas dan 
kelompok marginal (seperti identitas agama, suku, mayoritas, serta minoritas), dan 
partisipasi kelompok marginal.  Jenis kebijakan yang didapat beragam, mulai dari 
Undang-Undang, Peraturan Daerah (Perda) Provinsi, Perda Kota, Rencana Pem- 
bangunan Jangka Menengah (RPJMD), Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda), 
Peraturan Gubernur, Peraturan Walikota (Perwal), dan Peraturan Wakil Gubernur.  
Kami berhasil melakukan review terhadap 50 kebijakan dari kedua kota per  
November 2023. Detail kebijakan dapat dilihat di Lampiran 3. 

	X Studi kasus - berdasarkan hasil review teks kebijakan, kami kemudian memilih 
mendalami beberapa isu kebijakan di masing-masing kota. Proses pendalaman 
studi kasus kebijakan dilakukan melalui wawancara informan kunci dan FGD se-
cara tatap muka maupun daring. Kami memulai wawancara dengan Mitra Program 
INKLUSI dan organisasi masyarakat sipil (OMS) lainnya yang relevan guna me-
metakan aktor kebijakan mana saja yang harus kami hubungi. Secara total, kami 
mewawancarai dan berdiskusi dengan 26 (dua puluh enam) informan dari Kota 
Makassar dan 38 (tiga puluh delapan) informan dari Kota Yogyakarta yang berasal 
dari kalangan pemerintah, politisi, akademisi, aktivis Mitra Program INKLUSI, OMS 
lokal, dan individu. Detail info demografis informan dapat dilihat di Lampiran 4.
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Penelitian Kuantitatif

Proses pengumpulan data penelitian kuantitatif dilakukan melalui survei terhadap 500 
responden berusia 18-64 tahun yang dipilih secara acak (random) dari wilayah studi 
di Kota Yogyakarta. Wawancara dilakukan secara langsung dengan proses pencatatan 
melalui Computer Assisted Personal Interview (CAPI). Pemilihan sampel dilakukan se-
cara bertingkat mulai dari wilayah kecamatan (kemantren) yang memang dipilih untuk 
menggambarkan variasi karakteristik masyarakat dalam hal ekonomi, pendidikan, sosial, 
dan budaya (purposive sampling). Lalu, proses randomisasi dilakukan pada level kelura-
han di bawah kecamatan terpilih, dan pada level Rukun Warga (RW) di bawah kelurahan 
terpilih. Sampling frame dibuat berdasarkan hasil listing semua populasi di level RW yang 
memenuhi kriteria responden yang selanjutnya dipilih secara random sebagai subjek 
penelitian ini. Perhitungan jumlah sampel dilakukan dengan mempertimbangkan estima-
si jumlah target populasi dalam wilayah studi, tingkat kepercayaan (95%), margin of error 
(5%) dan distribusi respons (50%).

Dengan mempertimbangkan standar etika untuk penelitian dengan subjek manusia, 
berikut adalah langkah-langkah yang kami lakukan untuk memenuhi standar terse-
but. Pertama, sebelum wawancara dimulai, peneliti membacakan lembar persetujuan 
(consent form) kepada calon responden. Kedua, proses wawancara dilakukan setelah 
mendapatkan persetujuan dari calon responden. Ketiga, informasi mengenai identitas 
responden disimpan dalam program database yang hanya diketahui oleh peneliti uta-
ma, data programmer, dan data editor. Terakhir, guna menjaga kerahasiaan informasi 
tersebut, semua data dibuat anonim (de-identification), termasuk informasi yang se-
cara spesifik merujuk pada lokasi responden.   

Tabel 1 di bawah menunjukkan karakteristik responden yang cukup bervariasi. Rata-rata 
responden menempuh pendidikan selama 11,4 tahun dengan standar deviasi (SD) 2, 4. 
Angka ini lebih tinggi dibandingkan rerata nasional (9,13) dan provinsi (10,16) pada tahun 
2023. Secara umum, responden cukup puas dengan kondisi keuangan rumah tangga 
mereka dengan median 7 dan interquartile range (IQR) 5 - 8. Secara statistik, persepsi 
mengenai kepuasaan terhadap kondisi ekonomi memiliki tingkat kemiringan negatif yang 
artinya hanya sedikit sekali responden yang merasa tidak puas dengan kondisi per- 
ekonomian mereka. 

https://www.bps.go.id/id/statistics-table/2/MTQyOSMy/rata-rata-lama-sekolah-penduduk-umur-15-tahun-ke-atas-menurut-provinsi.html
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Tabel 1. Karakteristik Responden (n=500)

Median (IQR) Mean (SD) %

Usia 37 (22,5 - 50)

Jenis kelamin: laki-laki 43

Menikah 52

Aktivitas utama: bekerja 65

Pendidikan terakhir yang ditamatkan

- Tidak sekolah/Tamat SD 11

 - SMP 12

 - SMA 55

 - Diploma/Universitas 22

Pernah menjadi simpatisan salah satu organ-
isasi keagamaan

28

Pernah menjadi simpatisan salah satu partai 
politik

21

Lama pendidikan 11, 4 (2,4)

Kepuasan terhadap kondisi ekonomi saat ini 7 (5 - 8)
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Studi Kasus tentang 
Proses Pembuatan 
Kebijakan Eksklusif 
di Tingkat Daerah

PERNIKAHAN

PEKERJAAN

PENDIDIKAN

AGAMA

PERATURAN
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Kota Makassar Mewujudkan “Kota Dunia” untuk Semua, Tugas Siapa?

Makassar merupakan kota multi-etnis yang menjadi 
pusat kegiatan industri, pemerintahan, pendidikan, jasa 
angkutan barang dan penumpang, hingga kesehatan di 
Kawasan Timur Indonesia (Purwanto, 2022). Data Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kota 
Makassar (2023) menyebutkan bahwa daerah ini di-
huni oleh 1.474.393 jiwa. Sekitar 89% warga Makassar 
memeluk agama Islam (Disdukcapil Sulsel, 2023). Ter-
dapat empat etnis yang mendominasi dari segi popu-
lasi di Kota Makassar, yakni Bugis, Makassar, Mandar, 
dan Toraja. Menurut Sensus Penduduk 2010, Bugis, 
Makassar, dan etnis asal Sulawesi lainnya masuk ke da-
lam 20 peringkat besar suku dengan jumlah penduduk 
paling banyak di Indonesia (BPS, 2017). Etnis Tionghoa 
yang telah datang berdagang sejak abad ke-13 juga 
ada di Makassar (Pranata, 2024). Selain itu, peran stra- 
tegis kota ini turut menarik minat pendatang dari suku 
lain di Indonesia, seperti Jawa, Sunda, serta Minang. 

Di satu sisi, kehadiran kelompok-kelompok baru turut mencairkan dinamika ke- 
masyarakatan di Kota Makassar. Pada awalnya, masyarakat Sulawesi Selatan memiliki 
stratifikasi sosial yang cukup ketat (Mattulada, 1998), di mana status istimewa biasanya 
disematkan pada suku Bugis-Makassar yang memiliki keturunan bangsawan. Seiring 
dengan modernisasi, status istimewa dalam masyarakat Sulawesi Selatan bergeser dari 
identitas kebangsawanan yang berbasis suku ke gelar akademik (Haris, 2017). Dampak-
nya, setiap orang – apapun sukunya sebenarnya memiliki kesempatan yang sama untuk 
meraih gelar akademik, mengumpulkan kapital ekonomi dan sosial, dan mengisi jabatan 
politik.

Namun, perkembangan di atas tidak serta merta menyelamatkan Kota Makassar dari 
konflik antaretnis. Konflik antara kelompok etnis Tionghoa dan Bugis-Makassar, misalnya, 
terjadi sejak tahun 1965 hingga 1997 (Juditha, 2015). Setelah Reformasi, konflik ini masih 
ada meski tidak separah seperti saat Orde Baru. Banyak pihak, termasuk masyarakat  
sipil, berupaya memperbaiki relasi antara kelompok Tionghoa dan Bugis-Makassar 
(Kaco & Pababari, 2023). Di ranah politik, partisipasi orang Tionghoa dalam pemilihan 
umum (Pemilu) di tingkat daerah mulai berkembang, khususnya dalam pemilihan legis- 
latif (Barelly, Kambo & Muhammad, 2022). Perkembangan tersebut dapat dilihat dari 
munculnya beberapa calon legislatif (caleg) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 
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Kota Makassar, DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) 
RI yang beretnis Tionghoa pada Pemilu 2019. Di Kota Makassar, hal ini dapat dibaca  
sebagai perkembangan positif mengingat besarnya dominasi etnis Bugis-Makassar dalam  
birokrasi (Fitriani, 2018; Haris, 2017). 

Kota Makassar pertama kali mengadakan pemilihan legislatif pada tahun 2004. Pada 
Pemilu 2004 hingga 2014, partai Golongan Karya (Golkar) mendominasi (Purwanto, 
2022). Kondisi berubah saat Pemilu 2019 ketika Partai Nasional Demokrat (NasDem), 
Partai Demokrat, dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) meraih kursi ter-
banyak di DPRD Kota Makassar (Makassarmetro, 2019). Selain itu, pemilu legislatif juga 
menjadi medan persaingan caleg yang mengincar kursi Dewan Perwakilan Daerah (DPD). 
Sejak tahun 2004, sebanyak 20 nama terpilih menjadi senator. Salah satunya adalah  
Abdul Waris Halid, adik dari Wakil Ketua Umum (Waketum) Golkar Nurdin Halid (Alim, 
2024). Selain itu, Abdul Aziz Qahar Mudzakkar yang merupakan anak Abdul Kahar 
Mudzakkar, pemimpin gerakan Darul Islam/Tentara Islam Indonesia (DI/TII) di Sulawesi 
Selatan, juga pernah menjabat sebagai anggota DPD sebanyak tiga kali (Matanasi, 2018).  
Kursi DPD tidak sepi peminat di tiga pemilu terakhir (Rahman, 2023). Sebagai gambaran, 
ada 42 orang yang memperebutkan jatah kursi senator di Pemilu 2019.

Sementara itu, pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung di Kota Makassar per-
tama kali diadakan tahun 2008. Pasangan politikus Ilham Arief Sirajuddin serta Supomo 
Guntur yang diusung partai Golkar terpilih sebagai Walikota dan Wakil Walikota Makassar  
untuk periode 2009-2014. Selanjutnya, posisi walikota Makassar dijabat oleh Mohammad  
Ramdhan “Danny” Pomanto – seorang akademisi dan politisi yang diusung oleh Partai  
Demokrat dan Partai Bulan Bintang (PBB) untuk periode 2014-2019 serta Partai  
Nasdem, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Partai Gelora, dan PBB untuk periode 
2020-2024. Terpilihnya Danny Pomanto diwarnai dengan “perang” simbol etnik sebagai 
konsekuensi heterogenitas etnisitas di sana. Pada pemilihan walikota tahun 2013, ba- 
nyak banner kampanye yang lekat dengan nuansa etnisitas, seperti “100% Makassar dan 
asli lokal” (Syaf, 2017). Hal ini tak dapat dihindari karena identitas etnis memiliki peran 
penting dalam politik lokal. Di Kota Makassar, ada banyak paguyuban daerah yang ber- 
ubah menjadi mesin politik pada masa pemilu (Haris, 2017). Dalam kasus Danny Pomanto, 
pada saat itu ia memang menjadi salah satu calon yang tidak berasal dari etnis dominan 
karena berdarah Gorontalo (Syaf, 2017). Namun, politik identitas di Kota Makassar hanya 
tampak pada momen-momen pemilu dan tidak pernah menimbulkan konflik terbuka. 

Danny Pomanto jugalah yang memulai inisiatif untuk menjadikan Kota Makassar sebagai 
kota inklusif. Lewat visi-misinya, ia ingin mewujudkan Makassar sebagai kota dunia yang 
nyaman untuk semua (Fatir, 2013). Tagline “Makassar Kota Dunia” yang diusungnya pada 
Pilkada 2013 dapat dibaca sebagai respons Danny Pomanto terhadap politik identitas 
di masa kampanye (Syaf, 2017). Misi yang sama juga ia gaungkan kembali ketika ber- 
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kampanye pada tahun 2020. Setelah terpilih kembali, Danny berusaha mewujudkan 
visi misi tersebut dengan menaruh perhatian pada perlindungan dan pemenuhan hak 
kelompok marginal, terutama penyandang disabilitas (Ba’Ka, 2023). 

Kebijakan Eksklusif dan Diskriminatif di Kota Makassar

Upaya pemerintah kota untuk menjadikan Makassar sebagai kota inklusif menarik untuk 
dikaji lebih lanjut, terutama karena perlindungan dan pemenuhan hak belum sepenuh- 
nya dirasakan oleh semua kelompok marginal di kota tersebut. Kami juga menemukan 
beberapa kebijakan yang cenderung bersifat eksklusif dan diskriminatif di kota ini.

Sejak Pilkada langsung dilaksanakan di Indonesia tahun 2004, sebanyak 225 peratur-
an daerah (Perda) di tingkat provinsi dan kota, 290 peraturan gubernur (Pergub) 667 
peraturan walikota (Perwal), empat dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD), dua rancangan peraturan daerah (Ranperda), satu surat edaran Sekre- 
tariat Daerah (Sekda), dan satu rancangan peraturan walikota (Ranperwal) diterbitkan 
dan diusulkan di Kota Makassar. Kami memilih melakukan pemeriksaan mendalam atas 
30 peraturan di level kota dan provinsi yang menjadikan kelompok marginal sebagai sub-
jek kebijakan. Hasilnya, kami menemukan bahwa kebijakan eksklusif dan diskriminatif di 
Kota Makassar didominasi kebijakan yang secara eksplisit mengeksklusi kelompok mar-
ginal tertentu1 dan kebijakan yang di atas kertas inklusif tetapi berpotensi menyebabkan 
eksklusi pada tataran implementasinya (non-implementation)2. Kebijakan eksklusif tipe 

1	 Surat Edaran Sekretariat Daerah Kota Makassar Nomor 400/402/Kesra/IX/2019 perihal Himbauan Mewaspadai dan 
Mengantisipasi Penyebaran Syiah; Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Anti-LGBT; Rencana Pemban-
gunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 Kota Makassar.

2	  Rancangan Peraturan Daerah Kota Makassar tentang Penyelenggaraan Kota Layak Anak; Peraturan Daerah Kota Makas-
sar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak; Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2019 tentang 
Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan; Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 6 Tahun 
2013 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas; Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 7 Tahun 2015 ten-
tang Penyelenggaraan Bantuan Hukum; Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pembinaan 
Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen di Kota Makassar; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
Nomor 4 Tahun 2013 tentang Sistem Perlindungan Anak; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 5 Tahun 
2016 tentang Perlindungan dan Pelayanan bagi Penyandang Disabilitas; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan 
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 
Tahun 2016 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah; Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Sela-
tan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang; Peraturan Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pencegahan dan Penghapusan Perdagangan (Trafiking) Perempuan dan 
Anak; Rancangan Peraturan Walikota Makassar tentang Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak; Peraturan Gu-
bernur Sulawesi Selatan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Kawasan Industri sebagai Zona Bebas Pekerja Anak; Peraturan 
Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 31 Tahun 2021 tentang Strategi Daerah Pencegahan Perkawinan Anak; Peraturan 
Walikota Makassar Nomor 80 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 
tentang Perlindungan Anak; Peraturan Walikota Makassar Nomor 2 Tahun 2017 tentang Kota Layak Anak; Peraturan Wa-
likota Makassar Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pendewasaan Usia Perkawinan; Peraturan Walikota Makassar Nomor 11 
Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak; Peraturan Walikota Makassar Nomor 54 Tahun 2015 tentang 
Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Eksploitasi Seksual pada 
Anak Kota Makassar; Peraturan Walikota Makassar Nomor 90 Tahun 2015 tentang Sistem Perlindungan Anak; Peraturan 
Walikota Makassar Nomor 71 Tahun 2016 tentang Pusat Pelayanan Kesejahteraan Anak Integratif Kota Makassar; Pera-
turan Walikota Makassar Nomor 61 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Makassar 
Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas; Peraturan Walikota Makassar Nomor 90 
Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif; Peraturan Walikota Makassar Nomor 76 Tahun 2013 tentang 
Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif; Peraturan Walikota Makassar Nomor 37 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan 
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eksplisit cenderung menyasar minoritas agama dan gender. Misalnya, dalam surat eda-
ran Sekretariat Daerah Nomor 400/402/Kesra/IX/2019, para camat se-Kota Makassar di-
himbau untuk mengajak masyarakat mewaspadai ajaran Syi’ah terutama terkait peraya- 
an hari Asyura, tidak memberikan peluang bagi penyebaran ajaran Syi’ah, serta ber- 
tindak tegas dalam menangani pemeluk ajaran Syi’ah yang dianggap aliran menyimpang. 
Menurut Nuruddin (2021), surat edaran ini berpotensi memperparah kelompok minoritas 
agama ini.  

Sementara itu, kebijakan eksklusif tipe non-implementation cenderung menyasar pen-
yandang disabilitas, anak, perempuan, serta masyarakat miskin. Kebijakan-kebijakan 
ini secara umum dapat dikategorikan sebagai kebijakan inklusif karena bertujuan me- 
lindungi dan memenuhi hak kelompok marginal. Misalnya, Perda Kota Nomor 6 Tahun 
2013 tentang Pemenuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas menjamin pemenuhan hak 
penyandang semua ragam disabilitas oleh pemerintah, swasta, serta masyarakat (Pas-
al 2-5 dan Pasal 6). Akan tetapi, berdasarkan wawancara kami dengan OMS lokal yang 
bergerak untuk advokasi hak disabilitas, penyandang disabilitas psikososial masih me-
nemui hambatan dalam mengakses bantuan kesehatan, seperti psikiater, di Puskesmas.

Dari kebijakan-kebijakan eksklusif dan diskriminatif yang kami temukan di Kota Makassar,  
kami akhirnya memilih tiga kebijakan di tingkat kota untuk dianalisis secara men- 
dalam, yakni Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang  
Perlindungan Anak, Peraturan Daerah (Perda) Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2019  
tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan, dan Rancangan 
Peraturan Daerah (Ranperda) Kota Makassar tentang Anti-LGBT.

Perda Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2018 tentang Perlindungan Anak atau Perda 
Perlindungan Anak adalah bentuk komitmen paling tinggi pemerintah daerah terhadap 
perlindungan dan pemenuhan hak anak di Kota Makassar. Dalam peraturan ini, anak 
didefinisikan sebagai individu berusia di bawah 18 tahun (termasuk anak di dalam kandung- 
an) yang haknya harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Perlindungan tersebut men-
cakup penanganan cepat, pendampingan psikososial, pemberian bantuan sosial bagi 
anak dari keluarga tak mampu, serta pemberian perlindungan dan pendampingan se-
lama proses peradilan (Pasal 13 Ayat 3). Perda ini juga mengatur perlindungan anak dari 
kekerasan, eksploitasi, perlakuan salah, dan penelantaran (Pasal 28) serta perlindung- 
an anak dengan kondisi khusus, seperti anak penyandang disabilitas, anak yang di- 
eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak kelompok minoritas, serta Anak yang 
Berhadapan dengan Hukum (ABH). Di tataran implementasi, Perda Perlindungan Anak 
memandatkan adanya koordinasi lintas sektoral, kolaborasi dengan pihak ketiga, serta 
pembinaan sebagai bagian dari upaya  implementasi kebijakan. 

Pembinaan Anak Jalanan, Gelandangan, Pengemis, dan Pengamen; Peraturan Walikota Makassar Nomor 37 Tahun 2015 
tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah di Kota Makassar.
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Meskipun demikian, Perda Perlindungan Anak hanya membahas soal perkawinan anak 
di dua pasal. Pasal 9 Ayat 2 menyatakan bahwa orang tua wajib mencegah perkawinan 
anak, sementara Pasal 34 Ayat 1 menyebutkan setiap orang dilarang melaksanakan per-
kawinan anak. Saat ini, Pemerintah kota (Pemkot) Makassar memang sudah menerbitkan 
aturan turunan yang mengatur perkawinan anak, yakni Perwal Nomor 64 Tahun 2019 
tentang Pendewasaan Usia Pernikahan. Namun, kebijakan ini tidak mengatur soal pen- 
cegahan, deteksi dini, dan penanganan masalah yang menyebabkan maraknya perka- 
winan anak. Tanpa ada aturan teknis terkait hal-hal ini, Perda Perlindungan Anak belum 
mampu sepenuhnya melindungi anak dari potensi eksklusi dan diskriminasi.

Perda Kota Makassar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Pengarusutamaan 
Gender (PUG) dalam Pembangunan atau Perda PUG merupakan kebijakan yang dibuat  
guna mewujudkan kesetaraan serta keadilan gender dalam berbagai aspek pembangun- 
an (Pasal 3). Peraturan ini merujuk kepada setidaknya 20 peraturan terkait di tingkat 
daerah dan nasional, termasuk Perda Perlindungan Anak. Menurut Perda PUG, pengarus- 
utamaan gender semestinya dilakukan pada setiap tahapan kebijakan pembangunan, 
mulai dari perencanaan hingga pelaporan (Pasal 18 Ayat 2). Pengarusutamaan gender 
dapat ditegakkan dengan melakukan analisis gender atas pembagian peran dan kerja 
antara laki-laki dan perempuan, akses dan kontrol laki-laki dan perempuan terhadap 
sumber daya pembangunan, partisipasi laki-laki dan perempuan dalam proses pem- 
bangunan, manfaat pembangunan yang dinikmati laki-laki dan perempuan, serta tingkat 
ketimpangan dalam pola hubungan antara laki-laki dan perempuan (Pasal 18 Ayat 5).

Pelaksanaan Perda PUG juga perlu melibatkan banyak pihak. Di level Organisasi Peme- 
rintah Daerah (OPD), pengarusutamaan gender dapat dilakukan dengan memastikan ke-
beradaan unit atau pejabat OPD yang bertugas memfasilitasi penyusunan rencana kerja 
dan anggaran pembangunan yang responsif gender, melaksanakan pelatihan pengarus- 
utamaan gender untuk seluruh pejabat dan staf pemerintah daerah, serta mendorong 
pelaksanaan analisis gender pada kebijakan, program, dan kegiatan unit-unit kerja  
(Pasal 17 Ayat 1). Sementara itu, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), 
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A), serta Badan Penge-
lolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) yang tergabung dalam Tim Teknis Anggaran 
Responsif Gender wajib melakukan pemantauan dan evaluasi kebijakan (Pasal 8). 

Banyaknya aktor negara yang terlibat dalam implementasi Perda PUG terkadang menyulit- 
kan proses koordinasi dan kolaborasi. Di samping itu, implementasi Perda PUG juga 
mensyaratkan adanya pemahaman akan konsep gender, kesetaraan dan keadilan gen-
der, serta diskriminasi gender di kalangan pemerintah daerah (Pemda). Tanpa koordinasi 
yang baik dan pemahaman yang menyeluruh tentang konsep pengarusutamaan gender, 
Perda PUG yang tampak inklusif di atas kertas justru berpotensi menimbulkan eksklusi 
pada kelompok rentan, terutama perempuan, dalam pelaksanaannya.
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Ranperda Kota Makassar tentang Anti-LGBT sempat menyedot perhatian publik di 
Kota Makassar setelah ramai diberitakan di media daring pada awal tahun 2023. Wa-
cana menerbitkan Ranperda Anti-LGBT muncul setelah peraturan serupa disahkan di 
Bogor dan Garut, Jawa Barat. Berdasarkan wawancara kami dengan OMS yang bergerak 
di bidang hak kesehatan reproduksi, pengesahan Ranperda Anti-LGBT berpotensi mem-
perparah eksklusi dan diskriminasi yang dialami komunitas transpuan, terutama kare-
na peraturan ini direncanakan akan mencantumkan larangan bagi kelompok transpuan 
untuk secara terang-terangan “berkampanye” di ruang publik (Kassa, 2023). Meskipun 
demikian, hingga akhir 2023, naskah akademik Ranperda Anti-LGBT belum dibuat sebab 
ketiadaan payung hukum di tingkat nasional. Terlebih, hak untuk berkumpul dan berseri-
kat adalah hak asasi semua individu yang dijamin secara jelas dalam UUD RI 1945.

Keberadaan inisiatif untuk mengesahkan peraturan yang mendiskriminasi minoritas 
gender juga menimbulkan banyak pertanyaan karena visi-misi Pemkot untuk menjadi- 
kan Makassar sebagai kota untuk semua. Visi ini juga tertuang dalam dokumen Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) tahun 2021-2026 yang disahkan melalui Per-
da Nomor 5 Tahun 2021, Namun sayangnya, penjelasan visi RPJMD 2021-2026 menyata- 
kan bahwa visi kota untuk semua hanya mencakup identitas berdasarkan jenjang umur, 
jenis kelamin, disabilitas, dan status sosial. Jenis kelamin pun masih diasumsikan sebagai 
identitas biner sehingga berpotensi mengesampingkan komunitas transpuan. 

Peta Aktor dan Proses Kebijakan

Di Kota Makassar, penelitian ini menemukan empat aktor penting dalam perumusan dan 
implementasi kebijakan eksklusif. Pertama, politisi yang berhasil terpilih menjadi anggota 
lembaga legislatif. Mereka cenderung bersedia untuk terlibat dalam perumusan kebijak- 
an eksklusif demi mempertahankan suara dari kelompok Muslim di kompetisi elektoral 
di masa depan. Karena ambisi elektoral itu pulalah, isu-isu marginalisasi belum dapat 
menjadi bagian dari platform partai. Keterlibatan politisi dalam inisiasi kebijakan inklusif 
cenderung berbasis pada inisiatif dan kepentingan pribadi. Kedua, ormas konservatif 
berbasis Islam. Adanya relasi elektoral dengan politisi memungkinkan ormas Islam kon-
servatif membangun akses dengan anggota lembaga legislatif yang menjadi prasyarat 
bagi keterlibatan mereka dalam proses pembuatan kebijakan. Ketiga, Organisasi Masya- 
rakat Sipil (OMS) yang memiliki sumber daya dan akses atas lembaga eksekutif dan legis- 
latif. Keempat, birokrasi yang terdiri dari OPD di Kota Makassar, baik yang tugas pokok- 
nya berkaitan langsung dengan kelompok marginal maupun tidak, seperti OPD di bidang 
perencanaan dan penganggaran kebijakan pembangunan. 

Riset kami di Jawa Barat menunjukkan bahwa inisiatif proses pembuatan kebijakan eks- 
klusif dan diskriminatif bisa bermula dari pemimpin eksekutif, lembaga legislatif, maupun 
kelompok kepentingan. Sejalan dengan hal tersebut, kami menemukan bahwa kebijakan 
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eksklusif dengan tipe eksplisit di kota Makassar cenderung diinisiasi oleh ormas sebagai 
kelompok kepentingan. Sementara itu, kebijakan yang eksklusif di tataran implementasi 
cenderung diinisiasi oleh lembaga legislatif dengan dorongan dari OPD terkait dan/atau 
OMS yang relevan. 

Misalnya, usulan untuk membuat Ranperda Anti-LGBT disampaikan ormas Islam kon-
servatif, Brigade Muslim Indonesia (BMI), kepada DPRD Kota Makassar. Pendekatan 
moralitas menjadi dasar yang dipakai BMI untuk mendorong Ranperda ini. Berdasar-
kan wawancara yang kami lakukan, BMI merasa gerakan yang dilakukan oleh komunitas 
transpuan sudah sistemik dan tidak tersentuh hukum. Wacana ini disambut oleh salah 
satu pimpinan di DPRD dan pimpinan eksekutif di Kota Makassar. Usulan tentang Ran-
perda ini mulai digaungkan di DPRD Kota Makassar oleh politisi dari fraksi Partai Keadilan 
Sejahtera (PKS) sejak tahun 2022. Pada tahun 2023, Ranperda ini masuk ke dalam pro-
gram legislasi daerah (Prolegda) sehingga menjadi prioritas pembahasan. Kami me-
nemukan bahwa penyusunan Ranperda ini dilakukan secara terburu-buru dan hanya 
melibatkan sedikit aktor. Rapat Dengar Pendapat (RDP) hanya dihadiri oleh BMI, Karang 
Taruna Kota Makassar, dan beberapa pihak lainnya yang mendukung inisiatif pembuatan 
peraturan ini. Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Sulawesi Selatan yang 
memang aktif mengurus permasalahan yang dihadapi kelompok transpuan justru tidak 
diundang. Kebijakan senada di Kota Bogor3 yang dianggap bersemangat membina, alih-
alih mendiskriminasi, selalu dijadikan referensi dalam proses-proses ini:

quote_open_roundel Kalau Walikota sih, dengan Kepolisian sih, sepakat sih LGBT kita buatkan Per-
da (terkait larangan penyelenggaraan acara konser oleh komunitas LGBT). 
Tetapi, saya ingin Perdanya seperti Bogor. Ya, bukan diskriminatif, bukan. 
Makanya banyak orang-orang saya sampaikan ketika saya diwawancara kita 
mau buat Perda, Perda yang…ya itu merangkul, membina. Bukan perda yang 
penghakiman, diskriminatif, tinggalkan. quote_close_roundel
Wawancara dengan salah satu anggota legislatif Kota Makassar, 2023

Inisiatif Ranperda Anti-LGBT mendapat penolakan dari OMS, beberapa unit di dalam 
pemerintah daerah sendiri, seperti dari Kelompok Kerja (Pokja) HIV/AIDS Kota Makassar,  
Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM di Sulawesi Selatan, serta beberapa  
akademisi – bahkan mereka yang terlibat dalam pembuatan draft naskah akademik. 
Menariknya, meskipun PKBI Sulawesi Selatan dan kelompok transpuan tidak dilibatkan 
dalam RDP, mereka tetap berupaya mencari celah untuk melakukan lobi pada DPRD Kota 
Makassar. Relasi pertemanan memungkinkan proses lobi bisa terjadi. Mereka yang me-
nolak berargumen bahwa Ranperda ini tidak hanya diskriminatif, tetapi juga tidak me- 
miliki basis kebijakan yang kuat di level nasional. 

3	 Perda Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Perilaku Penyimpangan Seksual (P4S).
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Pada akhirnya, proses lobi yang dilakukan PKBI Sulawesi Selatan, Badan Perencanaan 
Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota Makassar, dan organisasi lain yang tergabung da-
lam Pokja HIV/AIDS mampu menggeser problem yang disasar Ranperda, dari aktivitas 
transpuan di ruang publik ke penanganan isu kesehatan yang juga dialami oleh kelom-
pok transpuan. Argumennya, Ranperda yang mendiskriminasi kelompok transpuan ha- 
nya akan menimbulkan kontroversi. Oleh karena itu, pembuat kebijakan perlu mengalih-
kan perhatian ke problem kesehatan masyarakat yang lebih riil, yaitu penanganan penu-
laran HIV/AIDS di Kota Makassar:

quote_open_roundel Jadi, sekarang kendalanya adalah sudah masuk Prolegda 2023, tetapi ini  
enggak bisa diusulkan sebagai Perda karena naskahnya sampai sekarang 
belum selesai. Ini merupakan bentuk advokasi kita semua. Jadi, daripada 
mengeluarkan Perda LGBT, ya berbicara pada beberapa komunitas bukan 
menjadi masalah yang besar bagi Kota Makassar, maka kita berusaha untuk 
mempengaruhi teman-teman di DPRD untuk lebih baik kita mendorong ke 
arah HIV-nya. Ini menjadi masalah yang juga bukan hanya menimpa kelom-
pok waria, tapi juga menimpa kelompok lain. quote_close_roundel
Wawancara dengan PKBI Sulawesi Selatan, 2023

Komisi D DPRD Kota Makassar yang bertanggung jawab atas proses legislasi Rnaperda se-
jauh ini menyetujui usulan perubahan tersebut dan telah berkomitmen untuk mengerja- 
kan Ranperda Pelayanan HIV/AIDS terlebih dahulu. Lebih jauh lagi, DPRD Kota Makas-
sar dan Pokja HIV/AIDS juga telah mendiskusikan pasal mana saja yang bisa menga-
komodasi kebutuhan komunitas transpuan terkait penanganan HIV/AIDS (Wawancara  
dengan Bappeda Kota Makassar, 2023). Strategi pembingkaian ulang problem kebijakan 
oleh OMS dan OPD terkait nampaknya efektif untuk menghentikan proses pembuatan 
kebijakan eksklusif dan diskriminatif.

Perda PUG dan Perda Perlindungan Anak diusulkan oleh lembaga legislatif guna meres- 
pons advokasi yang dilakukan OMS dan OPD terkait. Perda PUG mulai diproses sejak 
awal tahun 2018. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Perlindungan Perempuan dan Anak 
(PPA) menjadi aktor penting dalam proses agenda setting. Bersama OMS yang relevan, 
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) menggunakan alasan  
capaian pembangunan guna menggarisbawahi pentingnya pengesahan Perda PUG. DP3A 
menyatakan bahwa Perda PUG disahkan sebagai upaya untuk meraih Anugerah Parahita 
Ekapraya yang merupakan penghargaan tertinggi Kota Layak Anak (KLA) dari pemerin-
tah pusat (Doelbeckz, 2021). Hal ini tentunya sesuai dengan visi pemerintah yang ingin 
mendorong Makassar menjadi Kota Inklusi.

Proses diskusi Perda PUG melibatkan unsur masyarakat, yakni fasilitator gender seka-
ligus gender champion dari Sulawesi Selatan (Wawancara dengan UPTD PPA, 2023). Se-
lanjutnya, Ranperda diusulkan oleh DPRD Kota Makassar lewat hak inisiatif (Wawancara 
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dengan DP3A, 2023). DPRD menyambut baik usulan tersebut dengan membentuk pani-
tia khusus (Pansus), yang diketuai oleh politisi dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) 
dengan anggota dari Partai Demokrat dan Gerindra (BKM, 2019). Elemen pemerintah juga 
terlibat aktif dalam proses perumusan kebijakan. UPTD PPA secara terus-menerus me-
nekankan pentingnya inisiatif kebijakan ini. Beberapa elemen akademisi, seperti Lemba-
ga Studi Kebijakan Publik (LSKP) dan Presidium Nasional Koalisi Perempuan Indonesia,  
turut berperan sebagai penulis naskah akademik dan fasilitator gender (Wawancara 
dengan DP3A, 2023). 

Sayangnya, terlepas dari naskah kebijakan yang sudah bersifat inklusif, Perda PUG me- 
nyimpan potensi eksklusi pada tataran implementasi karena tidak semua aktor konsisten 
mengawal isu pengarusutamaan gender di Kota Makassar setelah Perda PUG disahkan 
pada tahun 2019. Beberapa anggota DPRD yang terlibat dalam proses pembuatan kebi-
jakan memiliki prioritas kebijakan yang berbeda setelah gagal terpilih lagi di Pemilu 2019 
atau pindah ke komisi lain yang memiliki fokus kebijakan berbeda. Menariknya, hal ini 
membuka peluang bagi politisi dari partai lain untuk menangkap  isu pengarusutamaan 
gender sebagai salah satu isu politik yang mereka usung. Misalnya, pada tahun 2022, 
politisi dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) tampak gencar mendorong sosialisasi 
Perda PUG, meski mereka tidak terlibat dalam proses pembuatannya (Ilahi, 2022).

Sementara itu, Perda Perlindungan Anak dibuat berdasarkan inisiatif dari Komisi D 
DPRD Kota Makassar dengan dorongan dari DP3A (wawancara dengan DP3A, 2023). Se-
lain politisi dari Partai Gerindra, Pansus Perda Perlindungan Anak juga beranggotakan 
politisi dari PKS, Partai Nasdem, Partai Hanura, dan Kepala DP3A (Makassarmetro, 2018). 
Pada saat itu, relasi personal antara politisi di DPRD dan Kepala DP3A turut memper- 
lancar proses agenda setting.

Proses pembuatan Perda Perlindungan Anak di Kota Makassar juga melibatkan OMS lo-
kal maupun organisasi internasional yang bekerja untuk isu hak anak, seperti Yayasan 
Bursa Pengetahuan Kawasan Indonesia Timur (BaKTI), Lembaga Bantuan Hukum (LBH) 
Makassar, LBH Asosiasi Perempuan Indonesia untuk Keadilan (APIK), Yayasan Swadaya 
Mitra Bangsa (Yasmib), Lembaga Perlindungan Anak (LPA), dan United Nations Children’s 
Funds (UNICEF). DP3A dan LPA bahkan terlibat dalam penulisan naskah akademik Per-
da ini. Keterlibatan dan kolaborasi antaraktor kunci inilah yang mempercepat proses 
perumusan kebijakan. Apalagi, Perda ini turut membantu upaya untuk meraih predikat 
Kota Layak Anak. Ketua Pansus, Lisdayanti Sabri, mengatakan bahwa “salah satu syarat 
yang harus dipenuhi untuk mendapatkan predikat Kota Layak Anak itu harus ada Perda. 
Makanya, kita dorong supaya Perda ini bisa lahir” (SindoNews, 2018a). Hal ini turut di- 
benarkan dalam wawancara kami dengan DP3A. 

Perda Perlindungan Anak hanya memerlukan empat rapat pansus selama sembilan bulan 
hingga akhirnya disahkan (SINDONews, 2018a; SINDONews, 2018b). Hal ini menunjukkan 

https://daerah.sindonews.com/artikel/makassar/7582/ranperda-perlindungan-anak-makassar-tahap-finalisasi
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bahwa kemampuan aktor kebijakan untuk membuat wacana kebijakan alternatif serta 
adanya insentif kebijakan berkontribusi terhadap pembentukan momentum kebijakan 
(Brazeley, 2006). Pertentangan wacana kebijakan terlihat dalam pembahasan inisiatif 
Ranperda Anti-LGBT. Namun, pada kasus ini, ketiadaan insentif di level nasional berhasil 
membuat para pemangku kebijakan mengurungkan niatnya untuk mengesahkan per- 
aturan yang berpotensi mengucilkan dan mendiskriminasi kelompok minoritas gender. 
Di sisi lain, kombinasi dari wacana alternatif dan keberadaan insentif kebijakan yang te-
pat mampu mendorong proses perumusan Perda PUG dan Perlindungan Anak. 

Pentingnya peran multi-aktor dalam proses pembuatan kebijakan di Kota Makassar 
merupakan perwujudan dari watak rezim pluralistik-kompromistik. Kondisi sosio-politik 
di Kota Makassar sangat plural. Desentralisasi membuka pintu partisipasi dan advokasi 
berbagai kepentingan di ranah eksekutif maupun legislatif yang dapat dilihat dari proses 
pembuatan ketiga peraturan di atas. Keran partisipasi yang terbuka mendorong hadir- 
nya upaya untuk mencapai kompromi kebijakan antara aktor formal dan informal. Insen-
tif untuk mempercepat tercapainya kompromi membesar ketika terdapat pertemuan 
kepentingan antara aktor formal dan informal. Hal ini tampak, misalnya, pada proses 
pembuatan Perda Perlindungan Anak dan PUG. Kebijakan yang merupakan hasil kompro-
mi para aktor yang terlibat dapat disahkan dengan cepat karena ada titik temu antara 
kepentingan politik para politisi atau birokrat pengusulnya dan kepentingan advokasi 
masyarakat sipil. Dalam konteks Ranperda Anti-LGBT, penggeseran isu dari LGBT ke HIV/
AIDS dapat dibaca sebagai kompromi pragmatis untuk mempertemukan kepentingan 
elektoral para politisi di lembaga legislatif, harmoni sosial, dan kepentingan untuk meng-
hindari persekusi yang lebih parah terhadap kelompok transpuan. Kompromi pragmatis 
melalui proses agenda-setting berbeda dengan kompromi pragmatis yang menekankan 
pada pembagian jabatan yang jamak dilakukan di daerah lain dengan karakteristik rezim 
lokal serupa (Bayo, Santoso & Samadhi ed., 2017). Di Kota Makassar, upaya untuk men-
dorong kompromi pragmatis telah menciptakan ruang renegosiasi kebijakan dan disemi- 
nasi diskursus kebijakan tandingan yang mampu menghentikan proses pembuatan ke-
bijakan eksklusif dan diskriminatif.

Selain strategi pengupayaan kompromi pragmatis yang berbeda, hal menarik lain dari 
proses pembuatan kebijakan di Kota Makassar terkait dengan aspek temporalitas. Per-
temuan atau keselarasan kepentingan yang mendorong pengesahan peraturan ternyata 
bersifat sementara (temporary). Hal ini disebabkan karena inisiatif kebijakan cenderung 
berasal dari individu, bukan institusi. Di satu sisi, situasi ini memang memunculkan celah 
bagi wacana alternatif yang bertujuan mencegah pengesahan kebijakan eksklusif dan 
diskriminatif yang bersifat eksplisit seperti Ranperda Anti-LGBT. Di sisi lain, situasi ini 
juga menghambat implementasi peraturan yang di atas kertas sudah bersifat inklusif 
seperti Perda Perlindungan Anak dan PUG. Misalnya, kami menemukan bahwa politisi 
pendukung kedua Perda hanya aktif melakukan advokasi pada tahun 2018 saja. Per- 
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gantian posisi atau Pemilu menjadi sumber utama hilangnya dukungan atas inisiatif ke-
bijakan tertentu. Ketiadaan dukungan dari lembaga legislatif bagi OPD pelaksana kedua 
Perda tersebut lantas memunculkan masalah yang dapat memperbesar potensi eksklusi 
di tataran implementasi yang sayangnya tidak diperhitungkan dalam proses pembuatan 
kebijakan. 

Dinamika Implementasi Kebijakan 

Eksklusi di tataran implementasi terjadi karena banyak hal, termasuk distorsi antara 
mandat kebijakan dan realisasi anggaran, ketiadaan aturan turunan, kompleksitas da-
lam koordinasi antarOPD pelaksana, belum terlembaganya komitmen untuk mendorong 
agenda kebijakan inklusi, atau bahkan ketidakmampuan kebijakan itu sendiri untuk 
menangkap realitas masalah yang multi-sektoral atau interseksional. Beragam tantang- 
an implementasi ini juga sejatinya menunjukkan karakter rezim di Kota Makassar yang 
bersifat plural-kompromistik. Visi Kota Makassar menjadi kota dunia menggambarkan 
pengakuan terhadap keberagaman politik, budaya, dan sosial yang ada. Namun, melalui 
ketiga Perda di atas, kita juga melihat bahwa kompromi-kompromi untuk mewujudkan 
kota inklusi masih berada di tataran perumusan kebijakan. 

Alokasi anggaran sebagai bentuk komitmen pemerintah  terhadap kebijakan-ke- 
bijakan inklusi memang mulai ada, meski memerlukan pengawalan yang ketat di tataran  
implementasinya. Misalnya, setelah disahkan pada akhir 2018, pemerintah langsung 
menganggarkan anggaran untuk implementasi Perda Perlindungan Anak pada 2019. 
Sayangnya, anggaran ini termasuk salah satu yang dipotong ketika pandemi COVID-19 
melanda, APBD Pokok Kota Makassar awalnya menganggarkan 11,26% di tahun 2019 teta-
pi turun menjadi 7,38% di tahun 2020 (Yasmib, UNICEF & BaKTI, 2020). Kebijakan yang 
gagal melihat perkawinan anak sebagai proses sosial juga nampak pada realisasi angga-
ran. Anggaran Perlindungan Anak di Kota Makassar paling banyak digunakan untuk pena- 
nganan dibandingkan dengan pencegahan. Misalnya, pada tahun 2020, realisasi ang-
garan “penanganan” perlindungan anak di Kota Makassar sebesar 94,92% sementara  
program “pencegahan” hanya 3,60% (Yasmib, UNICEF & BaKTI, 2020). Angka ini menun-
jukkan jika mindset implementasi masih fokus pada respons reaktif, belum tindakan 
proaktif untuk menjamin perlindungan anak. Selain itu, meskipun anggarannya sudah 
ada, anggaran kebijakan inklusif belum tentu diturunkan ke dalam mata anggaran dan 
program yang inklusif pula. Salah satu contohnya adalah alokasi anggaran perlindungan 
anak di tingkat provinsi ke Dinas Sosial. Pada tahun 2020, ada alokasi anggaran peng- 
adaan bibit tanaman yang cukup besar (Yasmib, UNICEF & BaKTI, 2020). Hal ini ten-
tu menimbulkan pertanyaan terkait relevansinya terhadap perlindungan anak. Adanya 
potensi distorsi antara mandat kebijakan, alokasi anggaran, dan realisasi anggaran di 
lapangan tentu memperbesar potensi eksklusi dan diskriminasi di tataran implementasi 
kebijakan. 
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Ketiadaan aturan-aturan turunan tentang koordinasi dan ketersediaan data juga 
menghambat implementasi Perda Perlindungan Anak, di mana perlindungan anak belum 
dapat menjangkau dampak sosial dari perkawinan anak. Misalnya, ketiadaan data mem-
persulit upaya-upaya untuk mendorong pemenuhan hak dasar anak-anak yang telah 
menikah:

quote_open_roundel Ketersediaan data di pemerintahan, kemudian juga antarpemerintah daerah  
dengan lembaga struktural, itu kan kadang juga masih persoalan, kemu- 
dian belum lagi kita bicara tentang bagaimana di pencegahannya, kemudian 
pencegahannya mulai dari deteksi dini sampai, misalnya, ketika akan terjadi 
perkawinan, misalnya, perlu ada dispensasi atau tidak, kemudian sampai di 
penanganan pasca perkawinan. Jadi, kelihatan bahwa, dari proses program 
ini kelihatan bahwa selama ini memang kita masih banyak bekerja di isu ke-
tika anak akan menikah. quote_close_roundel
Wawancara dengan Yasmib, 2023

Lemahnya koordinasi antarOPD menjadi salah satu tantangan tersendiri pada tataran 
implementasi kebijakan. Misalnya, terkait Perda PUG, DP3A telah melakukan banyak pro-
gram dan inovasi untuk pengarusutamaan gender selama lima tahun terakhir. Salah satu 
inovasi kebijakan tersebut adalah program “Shelter Warga” yang merupakan hasil ko-
laborasi antara DP3A dan OMS terkait. Shelter Warga merupakan layanan penanganan 
kekerasan terhadap perempuan dan anak di level kelurahan. Saat ini, 85 dari 143 kelu-
rahan di Kota Makassar sudah memiliki “Shelter Warga”. OMS akan membantu dengan 
memberikan penanganan pertama pada korban kekerasan dan bertindak sebagai para-
legal jika diperlukan. Sayangnya, tumpang tindih dengan OPD lain masih terjadi karena 
lemahnya koordinasi antarlembaga. Misalnya, program layanan paralegal juga diberikan 
oleh Sekretariat Daerah (Sekda) Kota Makassar (Wawancara dengan pejabat di Sekda 
Kota Makassar, 2023). Koordinasi antara DP3A dan Sekda belum terjalin hingga saat ini. 
Di sisi lain, tidak semua warga bisa mengakses program “Shelter Warga.” Keterbatasan 
dana menjadi salah satu hambatan yang sering menghambat pelaksanaan program 
“Shelter Warga” di tingkat kelurahan (Wawancara dengan Shelter Warga di salah satu 
kelurahan di Kota Makassar, 2023). Jika koordinasi antarOPD terjadi, hambatan dana 
mungkin dapat diatasi melalui resources-pooling. Koordinasi antara pelaksana kebijakan 
karenanya menjadi suatu keharusan agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan 
baik dan tidak menimbulkan eksklusi baru. Tetapi hal tersebut tampaknya masih sulit 
terjadi di Kota Makassar:

quote_open_roundel Dari segi koordinasi, jadi kami memang perlu, masih perlu…. Mulai dari kasus 
perencanaannya ini, sudah harus jadi mainstream juga terkait dengan PUG di 
semua OPD-OPD. Jadi, memang masih perlu juga koordinasi, sinergi, dan ko
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laborasi karena kami yakin nggak semuanya bisa dikerjakan oleh kami sendiri, 
butuh sinergi dengan beberapa OPD. Nah, kalau kami kerja sendiri kayaknya 
sesuatu yang cukup sulit. Jadi, memang perlu koordinasi. Ini yang sangat 
diperlukan saat ini. quote_close_roundel
Wawancara dengan DP3A, 2023

Koordinasi yang belum optimal bisa juga terlihat dari bagaimana anggaran didistri-
busikan. Ada perbedaan distribusi anggaran pelaksana Perda Perlindungan Anak di level 
provinsi dan kota. Di level provinsi, ada empat OPD yang mendapatkan anggaran per-
lindungan anak, yakni Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian 
Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3A-DALDUK KB), Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, 
dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil). Sementara itu, di level kota, 
empat OPD yang juga mendapat distribusi anggaran perlindungan anak adalah DP3A, 
Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, serta Disdukcapil. Dinas Kesehatan hanya terlibat di level 
provinsi, sementara Dinas Pendidikan hanya dilibatkan di level kota. Perbedaan instansi  
yang dilibatkan di level provinsi dan kota ini tentu menimbulkan pertanyaan tentang  
proses penentuan instansi pemerintah yang terlibat, dasar yang digunakan untuk pelibat- 
an instansi-instansi tersebut, dan kelancaran koordinasi di antara mereka.

Lemahnya pelembagaan komitmen terhadap agenda inklusi menyebabkan peng- 
awalan terhadap implementasi kebijakan yang di atas kertas sudah inklusif terlalu ber-
gantung pada komitmen pribadi dari aktor-aktor kebijakan. Hal ini turut mempengaruhi 
strategi advokasi yang dilakukan oleh OMS. Mendekati legislator perempuan, misal- 
nya, menjadi strategi yang umum diambil dalam kerja-kerja advokasi kebijakan terkait 
perlindungan perempuan dan anak. Hal ini wajar karena perempuan diasumsikan lebih 
berkepentingan terhadap isu tersebut. Namun, ketergantungan pada komitmen pribadi 
membuat OPD pelaksana kebijakan dan OMS harus melakukan sosialisasi berulang kali, 
terutama setelah Pemilu, guna memastikan keberlanjutan program dan anggaran:

quote_open_roundel Jadi, memang pendekatan persuasifnya ini perlu ke [anggota] dewan perem-
puan bahwa kami masih butuh seperti ini untuk anggaran. Jadi, mindset-nya 
itu ketika monev pun, juga kami ikut terbantu…perlu pendekatan persuasif ke 
[anggota] dewannya supaya mereka juga lebih paham. Yang repotnya lagi nih, 
nanti kalau misalkan terpilih anggota dewan baru berarti kami juga berupaya 
untuk mendorong lagi sebenarnya, mulai lagi dari awal. Apalagi, kalau misal-
kan yang terpilih ini tidak paham sama sekali atau hanya setengah-setengah 
saja. Ini juga yang kami perlu mendorong lagi agar mereka punya pemaham- 
an yang sama terkait dengan strategi. quote_close_roundel
Wawancara dengan DP3A, 2023
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Hal ini juga diakui oleh LBH APIK yang ikut mengawal isu implementasi Perda PUG sedari 
awal. Lembaga legislatif sangat berperan penting sehingga membangun ulang jaringan 
selalu diperlukan guna memastikan berjalannya implementasi kebijakan (Wawancara 
dengan LBH Apik, 2023). 

Permasalahan terkait institusionalisasi komitmen juga dialami dalam implementasi Per-
da Perlindungan Anak. Meski Perda sudah disahkan, angka perkawinan anak masih tinggi  
karena proses implementasi yang belum maksimal (Wawancara dengan LBH APIK, 2023). 
Pada tahun 2022, Pengadilan Tinggi Agama (PTA) di Makassar menerima 2.663 per- 
mohonan dispensasi usia perkawinan (Herlina, 2023). Angka tersebut belum mencakup  
perkawinan anak yang tidak didaftarkan yang diduga meningkat setelah diadopsi- 
nya Perda Perlindungan Anak. Guna mengatasi tren tersebut, DP3A membentuk UPTD 
PPA, membuat program pencegahan kekerasan seksual, dan membangun “Shelter War-
ga” yang berperan dalam penggagalan perkawinan anak. Sayangnya, program ini masih 
mengalami tantangan berupa institusionalisasi program dan komitmen:

quote_open_roundel Jadi, sebenarnya kesulitannya kalau untuk Kota Makassar, semuanya nggak 
semudah membalikan telapak tangan ya, karena ini kan kerja-kerja volunteer, 
kerja relawan. Jadi, doktrin dari awalnya adalah bahwa nggak ada uang di 
dalam sini, yang ada adalah amal jariyah. Ketika membantu orang maka itu 
akan mempermudah hidup kamu. Apalagi orang yang mengalami kekerasan, 
baik perempuan maupun anak. quote_close_roundel
Wawancara dengan DP3A, 2023

Selain ketiga permasalahan di atas, sebuah kebijakan yang di atas kertas bersifat inklusif  
dapat melahirkan eksklusi pada tataran implementasi karena kebijakan itu sendiri  
gagal menangkap realitas masalah yang kompleks, multi-sektoral, bahkan interseksi- 
onal. Perda PUG, misalnya, belum bisa menangkap permasalahan spesifik yang dihadapi 
perempuan dan anak di sektor kesehatan, seperti kecenderungan perempuan dan anak 
terpapar dampak buruk dari rokok:

quote_open_roundel Kami pun juga, tidak hanya di anggota dewannya, melalui CSO juga dan be-
berapa pemerhati perempuan juga, menyampaikan bahwa ini sudah harus 
ada Perda KTR (Kawasan Tanpa Rokok). …karena jangan sampai dengan ti-
dak adanya kawasan tanpa rokok, orang semua mau memakai apapun itu 
lingkungan kita untuk orang merokok. Akhirnya, anak yang tidak tahu apapun 
bisa terpapar. Lanjutan dari Perda itu juga kami mendorong untuk Perda ASI 
Eksklusif. Walaupun saat ini juga masih sementara revisi juga untuk ASI Eks- 
klusif. Kalau Perda KTR kami juga saat ini juga kami menyampaikan ke Dinas 
Kesehatan ya yang terkait, bahwa itu sudah harus direvisi. quote_close_roundel
Wawancara dengan DP3A, 2023
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Selain itu, implementasi Perda PUG pun dianggap belum memperhatikan perempuan  
miskin, terutama dalam hal kebutuhan mereka akan akses yang lebih baik terhadap 
layanan ekonomi, pendidikan, dan kesehatan (Wawancara dengan Yasmib, 2023). 

Meskipun masih dalam proses pembuatan, Ranperda Anti-LGBT juga dikhawatirkan 
akan mempersulit aktivitas kelompok transpuan di ruang publik hingga melanggar hak  
asasi mereka untuk bebas berekspresi dan berpendapat. Ranperda mewajibkan kelompok  
transpuan untuk mendaftarkan perkumpulannya di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 
(Bakesbangpol) untuk memperoleh izin kegiatan. Masalahnya, tidak mudah bagi komuni-
tas transpuan untuk melakukan hal tersebut (Wawancara dengan PKBI, 2023).

Dampak dan Evaluasi Kebijakan 

Kelemahan-kelemahan dalam tataran implementasi yang sudah dijabarkan di atas ber-
potensi menyebabkan beberapa hal. Pertama, perdebatan tentang ruang lingkup kerja 
OPD pelaksana kebijakan. Kedua, penumpukan eksklusi dan diskriminasi yang dialami 
oleh kelompok marginal. Namun, di sisi lain, kedua hal ini juga dapat membuka jalan baru 
bagi aktor pro-inklusi untuk membangun koalisi yang lebih multi-sektoral dan intersek-
sional.

Lemahnya koordinasi, misalnya, menyebabkan pemerintah tidak satu suara tentang apa 
yang dimaksud dengan pengarusutamaan gender itu sendiri. Berdasarkan wawancara 
kami dengan DP3A, sebagian besar unit pemerintah di Makassar cenderung memahami 
gender dalam arti sempit, yaitu gender sebagai identitas kelamin atau sebagai apapun 
yang berurusan dengan representasi perempuan. Pandangan ini menyebabkan keenggan- 
an beberapa OPD untuk terlibat dalam agenda-agenda pengarusutamaan gender yang 
tidak berhubungan dengan representasi perempuan, seperti penanganan kekerasan 
terhadap perempuan. Korban kekerasan sering tidak mendapatkan perhatian karena 
OPD-OPD terlalu  fokus pada pengupayaan representasi yang berimbang antara laki-la-
ki dan perempuan dalam program mereka. Misalnya, program PUG milik Dinas Tenaga 
Kerja (Disnaker) Makassar hanya fokus pada penyelenggaraan pelatihan barista dengan 
peserta yang seimbang antara laki-laki dan perempuan (wawancara dengan Disnaker 
Kota Makassar, 2023), alih-alih program memastikan tidak ada kekerasan terhadap pe- 
rempuan di tempat kerja, misalnya.

Ketidakmampuan kebijakan perlindungan anak menangani problem kelas juga berakibat 
pada penumpukan eksklusi dan diskriminasi pada anak perempuan miskin yang menikah 
pada usia dini, misalnya. UPTD PPA menyatakan bahwa perkawinan anak cenderung me-
langgengkan kemiskinan karena anak yang menikah dini cenderung tidak dapat menyele-
saikan sekolah formal dan mendapatkan pekerjaan yang layak. Masalahnya, pemenuhan 
hak dasar pasca perkawinan, seperti hak mengakses layanan pendidikan dan kesehatan, 
hak atas penghidupan yang layak, dan hak administrasi penduduk adalah salah satu hal 
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yang justru kurang diatur dalam Perda Perlindungan Anak. Menariknya, celah inilah yang 
justru digunakan oleh DP3A dan Yasmib untuk mendorong pengesahan Perwal Strate-
gi Daerah (Strada) untuk Pencegahan Perkawinan Anak di Kota Makassar (Wawancara 
dengan Yasmib, 2023). Walikota Makassar pun mendukung inisiatif ini sepenuhnya.  
Perwal tersebut juga menggarisbawahi pentingnya kerja lintas sektor, di mana DP3A  
tidak lagi menjadi satu-satunya aktor kunci yang berkewajiban mengawal implementasi 
Perda Perlindungan Anak. 

Kota Yogyakarta Menyoal Komitmen Inklusi Sosial yang Belum Tuntas

Kota Inklusif?

Sebagai kota pendidikan dan destinasi pariwisata, Kota 
Yogyakarta memiliki karakter demografi yang hetero-
gen. Kota ini memiliki jumlah penduduk sebanyak 
455.535 jiwa (BPS, 2023) atau 11,18% dari seluruh pen-
duduk provinsi DI Yogyakarta. Sementara itu, luas 
wilayahnya hanya 32,50 km2 atau hanya 1,04% dari ke-
seluruhan wilayah provinsi (BPS, 2023). Berdasarkan 
data dari situs Pemkot Yogyakarta, mayoritas pen-
duduk Kota Yogyakarta beragama Islam (82,92 persen), 
disusul Katolik (10,23 persen), Kristen (6,40 persen), 
Hindu (0,13 persen), Buddha (0,31 persen), dan lainnya 
(0.01 persen). Sekalipun tidak terdapat data pasti ten-
tang komposisi etnis penduduk di Kota Yogyakarta, na-
mun profilnya sebagai pusat destinasi pendidikan di 
Indonesia mengindikasikan keberadaan masyarakat 
yang heterogen secara etnis.

Kota Yogyakarta memiliki karakteristik unik sebagai ibukota provinsi DI Yogyakarta, di 
mana tradisi lokal dipadukan dengan prinsip-prinsip demokrasi dalam tata kelola  
pemerintahan. Status keistimewaan DI Yogyakarta yang diperoleh melalui Undang-Un-
dang (UU) No. 3 tahun 1950 memiliki akar filosofis dan sejarah politis yang mendalam 
(Azizah & Kurniadi, 2010),4 Status keistimewaan ini menjadi lebih kuat ketika pemerin-
tah pusat pada era 2000-an mulai menerapkan desain desentralisasi asimetris untuk  
beberapa provinsi dengan alasan-alasan yang bervariasi. Melalui Undang-Undang  
Keistimewaan No. 13 Tahun 2012, Provinsi DI Yogyakarta bukan hanya mengukuhkan  

4	 Keistimewaan masih sebatas pada ketentuan gubernur dan wakil yang dipegang oleh Sri Sultan Hamengku Buwono 
dan Adipati Paku Alam. Dalam tulisan ini, alasan filosofis merujuk pada pengakuan negara atas keterbukaan Sultan dan 
warganya menerima kemajemukan sehingga dikaitkan dengan kohesivitas sosial yang mendukung pembentukan na-
tion-building di awal kemerdekaan. Sedangkan, aspek kesejarahan-politis dikaitkan dengan inisiatif dan kesukarelaan 
Sultan dan Paku Alam untuk menyerahkan entitas mereka sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia 
(NKRI) sejak awal kemerdekaan. 
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status keistimewaan terkait jabatan kepala daerah, tetapi juga memberikan kewenangan 
khusus bagi Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat untuk menata lembaga pemerintahan 
daerah dan mengatur urusan kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang.

Status keistimewaan menjadikan DI Yogyakarta sebagai satu-satunya provinsi di  
Indonesia yang tidak menggelar pemilihan gubernur secara langsung. Sultan Hamengku 
Buwono dan Adipati Paku Alam secara ex-officio ditetapkan sebagai kepala daerah. Ke-
beradaan keduanya dalam pemerintahan formal tidak sekedar mencerminkan kearif- 
an lokal, melainkan juga memungkinkan integrasi nilai-nilai budaya dan tradisi ke da-
lam sistem pemerintahan daerah. Hal ini tercermin dari semangat Pemerintah Provinsi 
dalam memperkuat citra DI Yogyakarta sebagai “city of philosophy,” di mana konsepsi 
kosmologi Jawa yang menekankan prinsip-prinsip harmoni antar unsur kehidupan di- 
pakai juga dalam pemerintahan, termasuk dalam melakukan intervensi kebijakan terha-
dap tantangan dan dinamika yang terjadi di seluruh wilayahnya (Purwadi, Widyastuti & 
Suryanti 2016, 14-17). 

Dalam kerangka desentralisasi khusus tersebut, pemilu legislatif di tingkat provinsi dan 
kabupaten/kota serta pemilu kepala daerah di tingkat kabupaten/kota tetap diseleng-
garakan sesuai dengan peraturan yang berlaku di tingkat nasional. Saat UU Keistime-
waan mulai diberlakukan pada tahun 2012, Partai Golongan Karya (Golkar) dimana Sultan 
bergabung hingga tahun 2012, hanya menempati urutan ketiga dalam perolehan kursi 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat provinsi (BPS, 2012). Demikian juga, 
Partai Nasional Demokrat dimana Sultan kemudian bergabung hingga tahun 2021, hanya 
mendapatkan lima dari 55 kursi DPRD di tingkat provinsi saat Pemilu 2019 (Hadi, 2019). 
Sejak Pemilu 2019, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) selalu memenangkan 
kursi terbanyak di DPRD Provinsi. Dominasi PDIP juga terjadi di DPRD di tingkat kota. Pada 
Pemilu 2019, PDI-P mendapatkan 13 dari 40 kursi, sementara Golkar hanya mendapat- 
kan empat kursi. Partai lainnya yang mendapatkan kursi di DPRD Kota adalah Partai 
Amanat Nasional (PAN) sebanyak enam kursi, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebanyak 
lima kursi, Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) sebanyak lima kursi, Partai Nasional 
Demokrat sebanyak empat kursi, Partai Demokrat sebanyak dua kursi, dan Partai Per- 
satuan Pembangunan (PPP) sebanyak satu kursi (BPS, 2020). Meskipun demikian, sela-
ma tiga periode terakhir, pemilihan kepala daerah di Kota Yogyakarta selalu dimenang-
kan oleh Haryadi Suyuti yang berasal dari Partai Golkar. Pada Pemilu tahun 2006, Haryadi 
memegang posisi wakil walikota yang ia menangkan bersama walikota petahana, Herry 
Zudianto dari PAN. Selanjutnya, selama dua periode berturut-turut, Haryadi memenang-
kan pemilu sebagai walikota Yogyakarta.5 Proses pemilu tentu berpotensi menghasilkan 
kekuatan politik yang berpotensi mengurangi dominasi Gubernur-Sultan. Namun, ke-
hadiran prinsip-prinsip harmoni dan hierarki sosial ala Jawa masih mempengaruhi watak 

5	 Untuk periode 2011-2016, Haryadi berpasangan dengan Imam Priyono dan diusung oleh Partai Golkar dan PDI-P. Se-
mentara itu, untuk periode 2017-2022, Haryadi berpasangan dengan Heroe Poerwadi dan diusung oleh lima partai 
yaitu Partai Golkar, PAN, PKS, Partai Gerindra, dan Partai Demokrat (Ertanto, 2021). 
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dan dinamika politik di DI Yogyakarta. Pada umumnya, politisi di DI Yogyakarta tunduk 
pada hierarki sosial yang menempatkan Gubernur-Sultan dalam posisi yang lebih tinggi. 
Meskipun Sri Sultan Hamengku Buwono X dikenal sebagai sosok yang terbuka terha-
dap berbagai pandangan atau usulan, hierarki sosial tetap menjadi faktor yang mempe- 
ngaruhi dinamika politik (Azizah & Akbar, 2017, 347-348). Oleh karenanya, meski pemilu 
dimenangkan partai politik yang tidak berafiliasi dengan Gubernur-Sultan, pertentang- 
an terbuka antara partai politik dan pemimpin eksekutif nyaris tidak pernah muncul di 
publik. 

Dengan mengamati peran aktor-aktor dalam proses kebijakan di atas, karakter rezim 
lokal di Kota Yogyakarta dapat diklasifikasikan sebagai rezim formalis-deliberatif. Dalam 
proses kebijakan, kehadiran institusi sosial-kultural telah melahirkan proses pembuatan 
kebijakan kota yang senantiasa mempertimbangkan posisi Gubernur-Sultan dan tun-
tutan untuk menjaga harmoni. Namun di sisi lain, elite politik dan birokrasi di tingkat kota 
juga tetap dituntut untuk mengakomodasi aspirasi masyarakat sebagai bentuk komit-
mennya terhadap prinsip-prinsip demokrasi.

Di tengah peta politik demikian, Pemerintah Kota Yogyakarta, terus menunjukkan komit-
mennya terhadap inklusi melalui inisiatif-inisiatif seperti program Kota Layak Anak atau 
Kecamatan Inklusi. Pemerintah kota, dalam hal ini Organisasi Perangkat Daerah (OPD), 
saling bermitra dengan sejumlah Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) pegiat isu-isu inklu-
si. Bagi kalangan OMS, OPD yang memegang peran penting dalam kebijakan merupakan 
mitra strategis untuk advokasi. Banyaknya OMS yang berinteraksi dengan OPD tidak ha-
nya memperkuat kesepakatan umum tentang inklusi, namun juga semakin mengukuh-
kan peran OPD sebagai aktor penting dalam kebijakan inklusi. Sebagaimana data yang 
dihimpun oleh Bappeda Kota Yogyakarta, setidaknya terdapat 203 organisasi kema- 
syarakatan dengan berbagai lingkup kerja yang menandakan tingginya minat dan perha-
tian masyarakat untuk isu-isu publik (Bakesbangpol, 2023). Berbagai kelompok minori-
tas, termasuk transpuan, mengakui bahwa Kota Yogyakarta pada dasarnya adalah kota 
yang mampu menyediakan ruang hidup yang cukup nyaman bagi mereka (FGD dengan 
perwakilan komunitas, 2023). 

Kebijakan Eksklusif dan Diskriminatif di Kota Yogyakarta

Berbagai situasi di atas berkontribusi pada indeks demokrasi provinsi yang baik. DI  
Yogyakarta memperoleh Indeks Demokrasi Indonesia tertinggi di Indonesia dengan skor 
85,62 pada tahun 2022 (BPS, 2022). Kota Yogyakarta juga tampil sebagai pemerintah 
daerah yang aktif menerbitkan kebijakan formal yang jauh dari kesan eksklusi. Dari tiga 
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), 204 Peraturan Daerah (Per-
da), 1.628 Peraturan Walikota (Perwal), 151 Keputusan Walikota (Kepwal), 10 Surat Edaran 
Walikota, dan 1 Keputusan Sekretaris Daerah (Setda) yang telah diterbitkan sejak tahun 
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2004, hampir tidak ada kebijakan yang judul maupun isinya bernada eksklusif. Beberapa 
kebijakan bahkan terasa inklusif karena bertujuan melindungi dan memenuhi hak kelom-
pok rentan. 

Hasil peninjauan kebijakan oleh tim peneliti menghasilkan beberapa temuan. Hanya ter-
dapat satu kebijakan eksklusif yang secara eksplisit mendiskriminasi kelompok etnis 
minoritas, yaitu Instruksi Wakil Kepala Daerah DIY No. K.898/I/A/1975 tentang Penye- 
ragaman Policy Pemberian Hak atas Tanah kepada Warga Negara Indonesia Non-Pribumi. 
Meskipun begitu, terdapat 20 kebijakan lain di tingkat kota dan provinsi yang berkenaan 
dengan kelompok marginal cenderung tergolong dalam kebijakan eksklusif yakni tujuh 
kebijakan tipe implisit6 dan 13 kebijakan non-implementasi7. Temuan ini juga terkonfirmasi  
dalam wawancara dan FGD yang kami lakukan dengan aktor-aktor OMS, birokrasi,  
akademisi, dan beberapa individu dari kelompok minoritas. Mereka sepakat bahwa ke- 
bijakan-kebijakan formal di Kota Yogyakarta memang tidak menyertakan teks yang se-
cara eksplisit menunjukkan unsur diskriminasi atau eksklusi, namun hal ini tidak lantas 
menutup ruang bagi adanya tindak eksklusi pada tataran implementasi kebijakan. 

Meskipun demikian, praktik eksklusi dan diskriminasi terhadap kelompok rentan tetap 
terjadi. Kota ini menjadi saksi penggerebekan pondok pesantren waria oleh organisasi 
masyarakat intoleran (Ulya, 2016), penyerangan terhadap gelaran pemutaran film ten-
tang kekerasan politik masa lalu (Syaifullah, 2015), pembubaran paksa kegiatan kelompok 
minoritas keyakinan (Sucahyo, 2012), serta pelarangan demonstrasi di titik-titik strate-
gis di pusat kota (Setyono, 2021). Pemerintah Kota Yogyakarta juga masih meninggal-
kan kelompok-kelompok minoritas yang dianggap sensitif, seperti kelompok minoritas 
gender, dari program-program reguler pemerintah. Karenanya, studi tentang kebijakan 
eksklusif di Kota Yogyakarta tetap relevan untuk dilakukan.

Dalam studi kasus kebijakan eksklusif dan diskriminatif kali ini, kami memilih tiga ke-
bijakan untuk dianalisis. Tiga kebijakan tersebut adalah Peraturan Daerah (Perda) Kota 
Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-

6	 UU Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan DIY; Perdais DIY Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Peman-
faatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten; Perdais DIY Nomor 2 Tahun 2017 tentang Tata Ruang Tanah Kasultanan 
dan Tanah Kadipaten; Pergub DIY Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan Penyampaian Pendapat di 
Muka Umum Pada Ruang Terbuka; Peraturan Daerah DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Gelandangan dan Pengemis; 
Peraturan Gubernur DIY Nomor 7 Tahun 2023 tentang Jaminan Kesehatan Semesta; Raperda DIY Pendanaan Pendi-
dikan (Pungutan untuk Wali Murid dalam Biaya-Biaya Pendidikan).

7	 Perda DIY Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Penghormatan; Perlindungan, dan Pemenuhan Hak Penyandang 
Disabilitas; Perda DIY Nomor 3 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan bagi Peserta Didik Penyandang Dis-
abilitas, Memiliki Potensi Kecerdasan, dan/atau Bakat Istimewa; Pergub DIY Nomor 50 Tahun 2017 tentang Sistem 
Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Khusus Bagi Penyandang Disabilitas; Perda Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 
tentang Pemajuan, Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas; Perwal Nomor 60 Tahun 2018 ten-
tang Pedoman Pendataan Penyandang Disabilitas; Perwal Nomor 16 Tahun 2017 tentang Komite Perlindungan dan Pe-
menuhan Hak-Hak Penyandang Disabilitas; Perwal Nomor 47 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi; 
Perda Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kota Layak Anak; Perwal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pencegahan 
Perkawinan Anak; Perwal Nomor 39 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan Berbasis 
Gender; Perwal Nomor 62 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Bagi Korban Kekerasan Berbasis 
Gender Dan Trafficking; Perwal Nomor 106 Tahun 2016 tentang Penanggulangan HIV dan AIDS; Peraturan Walikota Yog-
yakarta Nomor 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendataan Keluarga Miskin di Kota Yogyakarta.
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hak Penyandang Disabilitas; Peraturan Walikota (Perwal) Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 
2019 tentang Pencegahan Perkawinan Anak; dan Perda Provinsi D.I. Yogyakarta No. 1 Ta-
hun 2014 tentang Gelandangan dan Pengemis (Perda Gepeng). Meskipun Perda Gepeng 
merupakan kebijakan di tingkat provinsi, implementasinya tetap melibatkan pemerintah 
kota/kabupaten, termasuk Pemerintah Kota (Pemkot) Yogyakarta. 

Pertama, Perda Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pemajuan, Perlindung- 
an dan Pemenuhan Hak-hak Penyandang Disabilitas atau Perda Disabilitas yang  
merupakan bentuk komitmen tertinggi untuk menjamin dan melindungi hak penyandang 
disabilitas di Kota Yogyakarta. Kelompok disabilitas sendiri merupakan kelompok rentan 
yang paling diprioritaskan di Kota Yogyakarta. Sebanyak delapan peraturan termasuk 2 
(dua) Peraturan Gubernur (Pergub), 2 Perda Provinsi, 1 Perda Kota, dan 3 Perwal dibuat 
untuk menjamin pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas. 

Sebelum Perda Disabilitas terbit, Kota Yogyakarta telah memiliki Perwal Nomor 47 Ta-
hun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusi. Kemudian, secara berturut-turut, 
muncul tiga Perwal yang masih berlaku sampai saat ini, yaitu Perwal Nomor 60 Tahun 
2018 tentang Pedoman Pendataan Penyandang Disabilitas; Perwal Nomor 16 Tahun 2017 
tentang Komite Perlindungan dan Pemenuhan Hak-hak Disabilitas; dan Kepwal Nomor 
207 Tahun 2017 tentang Penetapan Lokasi Kecamatan Percontohan Kota Inklusi di Kota 
Yogyakarta. 

Komitmen pemerintah melalui Perda Disabilitas ditunjukkan dalam beberapa hal, terma-
suk pengakuan penyandang disabilitas sebagai kelompok rentan, terbelakang, dan/atau 
miskin. Perda tersebut merinci lima bentuk disabilitas yang diakui, yaitu disabilitas fisik, 
intelektual, mental, dan sensorik, serta menegaskan perlunya pengarusutamaan penyan-
dang disabilitas di berbagai level, termasuk di bidang perlindungan hukum, pendidikan, 
pekerjaan, kewirausahaan dan koperasi, kesehatan, politik, keagamaan, keolahragaan, 
pariwisata dan seni budaya, serta kesejahteraan sosial, infrastruktur, permukiman, dan 
layanan publik. Perda Disabilitas juga memasukkan layanan kebencanaan, rehabilitasi, 
konsesi, pendataan, serta perlindungan penyandang disabilitas dari berbagai tindakan 
diskriminasi, penelantaran, penyiksaan, dan eksploitasi. Perda tersebut bahkan menja-
min pembentukan komite khusus, Rencana Aksi Daerah (RAD), Kecamatan Inklusi, hing-
ga penghargaan bagi mereka yang berjasa dalam upaya pemajuan, perlindungan, dan 
pemenuhan hak-hak disabilitas. Namun, di tengah semangat inklusi yang begitu kuat, 
potensi eksklusi muncul karena ketiadaan aturan turunan yang menghambat implemen-
tasi Perda No. 4 Tahun 2019. Misalnya, aturan turunan guna menjamin akses pendidikan, 
kesehatan, dan layanan publik lainnya, perlindungan hukum, juga lapangan pekerjaan di 
sektor formal. 

Kedua, Perwal Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pencegahan Per- 
kawinan Anak yang diterbitkan sebagai respons atas meningkatnya kasus perkawinan 
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anak di Kota Yogyakarta. Perwal ini mencantumkan upaya-upaya pencegahan perkawin- 
an anak melalui sinkronisasi kebijakan dengan program Kota Layak Anak, sosialisasi dan 
penguatan kelembagaan, serta pendampingan dan penguatan bagi anak yang meng- 
ajukan dispensasi perkawinan. Perwal ini juga mengatur tentang mekanisme pengaduan, 
pemantauan dan evaluasi. Semua upaya ini dilakukan berdasarkan asas non-diskrimi- 
nasi, kepentingan anak, hak hidup dan kelangsungan hidup anak, perkembangan dan 
penghargaan terhadap anak, serta partisipasi anak (Pasal 2). Perwal ini juga menegaskan 
perlunya melindungi anak dari tindak kekerasan, putus sekolah, kemiskinan, serta kemati- 
an ibu dan bayi. Guna mencapai tujuan-tujuan yang ditetapkan, Perwal ini juga menga-
tur peran serta orangtua, anak, masyarakat, media massa, serta pemangku kepentingan 
dalam pencegahan perkawinan anak. 

Namun, Perwal Nomor 7 Tahun 2019 menyimpan ironi tersendiri. Ketentuan yang menga-
tur tentang pelibatan unsur kearifan lokal dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan 
(Pasal 4 Ayat 1; Pasal 7 Ayat 5) dapat membuka ruang bagi hadirnya pihak-pihak – seperti 
anggota keluarga atau tokoh masyarakat – yang mendorong penggunaan cara pandang 
yang cenderung memperlemah agency anak. Mereka mungkin memiliki standar norma 
atau moral tertentu yang justru mendorong pengajuan dispensasi perkawinan dan kare-
nanya mendukung adanya praktik perkawinan anak. Di sisi lain, Perwal Nomor 7 Tahun 
2019 belum menjamin dan melindungi hak anak yang menikah untuk menyelesaikan 
pendidikan dasar. Perwal hanya mencantumkan bahwa pemerintah daerah berkewajiban 
untuk memenuhi hak anak untuk mengikuti wajib belajar dua belas tahun (Pasal 9 Poin i) 
tanpa mencantumkan mekanisme yang dapat dilakukan guna memastikan anak terse-
but betul-betul menamatkan pendidikannya. Karena itulah, Perwal ini masih berpotensi 
membiarkan anak – khususnya anak perempuan – yang telah menikah kehilangan ke- 
sempatan bersekolah. 

Selain itu, secara tekstual, Perwal Nomor 7 Tahun 2019 cenderung fokus pada  pena- 
nganan kasus perkawinan anak, alih-alih pencegahannya. Kebijakan ini, misalnya, tidak 
menyertakan ketentuan hukuman pidana bagi pihak yang memaksakan perkawinan anak. 
Hal terjauh yang tercantum dalam Perwal ini adalah mewajibkan lembaga yang relevan 
untuk menindaklanjuti pengaduan pemaksaan perkawinan anak dengan mengacu pada 
ketentuan yang berlaku (Pasal 10 ayat 4). Lembaga yang dimaksud antara lain Forum 
Perlindungan Korban Kekerasan (FPKK), Unit Pelaksana Teknis - Pusat Pelayanan Terpadu 
Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT - P2TP2A), Lembaga Konsultasi Kesejahteraan 
Keluarga (LK3), dan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS). Namun demikian, 
ketiadaan sanksi mengesankan kebijakan ini tidak memiliki daya paksa untuk mencegah 
perkawinan anak. 

Ketiga, Perda Provinsi DI Yogyakarta No. 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandang- 
an dan Pengemis atau Perda Gepeng yang cenderung dibuat untuk keperluan penataan  
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lingkungan perkotaan meski Perda ini juga mencantumkan pemberdayaan gelandang 
dan pengemis sebagai salah satu tujuannya (Pasal 3). Perda Gepeng menyatakan bahwa 
tujuan tersebut perlu diwujudkan melalui berbagai upaya yang bersifat preventif, koersif, 
rehabilitatif, dan integratif. Perda juga menjamin pengutamaan asas-asas kemanusiaan 
dan keadilan (Pasal 2). Pada tataran implementasi, Perda Gepeng mengatur pemba-
gian kerja antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) dan Pemerintah Kabupaten/Kota (Pem- 
kab/Pemkot). Pemprov bertanggung jawab atas upaya preventif dan rehabilitasi, seperti 
pembinaan di Rumah Perlindungan Sosial (RPS). Sementara itu, upaya koersif seperti  
penjangkauan dan penertiban menjadi tugas OPD yang berwenang dalam penyelenggara- 
an ketentraman dan ketertiban umum (Pasal 9), yaitu Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol 
PP) yang berada di bawah wewenang Pemkab/Pemkot. 

Merujuk pada teks kebijakan, ada beberapa ketentuan di dalam Perda Gepeng yang ber-
potensi menyebabkan eksklusi. Pertama, Pasal 5 mendefinisikan gelandangan sebagai 
anggota masyarakat tanpa Kartu Tanda Penduduk (KTP), tanpa tempat tinggal yang 
pasti/tetap, tanpa penghasilan yang tetap, serta tanpa rencana hari depan anak-anak-
nya maupun dirinya. Definisi ini sangat mudah dilekatkan pada transpuan, terutama  
mereka yang berprofesi sebagai pekerja jalanan. Padahal, persoalan kepemilikan identitas  
kependudukan, kesulitan mencari pekerjaan tetap dan tempat tinggal, serta ketiadaan 
rencana masa depan adalah rentetan masalah yang muncul karena identitas transpuan 
yang belum diterima secara formal dan sosio-kultural.

Kedua, Pasal 6 mendefinisikan pengemis sebagai anggota masyarakat dengan mata 
pencaharian yang bergantung pada belas kasihan orang lain, berpakaian kumuh, com-
pang-camping dan tidak sewajarnya, berada di tempat-tempat umum, serta memper-
alat untuk merangsang belas kasihan orang lain. Lagi-lagi, istilah “berpakaian yang tidak 
sewajarnya” berpotensi menghadirkan penggunaan standar moral tertentu untuk meng-
hakimi kelompok transpuan jalanan.

Ketiga, Perda Gepeng juga memiliki beberapa ketentuan yang kontradiktif. Misalnya, 
ketentuan tentang upaya koersif membenarkan penggunaan paksaan dan kekerasan 
yang berseberangan dengan asas non kekerasan yang diatur di Pasal 2. Begitu pula  
dengan sanksi berupa hukuman kurungan enam minggu dan/atau denda. Sanksi ini mem-
batasi pilihan hukum para masyarakat jalanan yang jarang memiliki kapasitas ekonomi 
untuk membayar denda.

Keempat, Perda Gepeng juga tidak memberi penjelasan tentang peran serta masyarakat 
dalam implementasi kebijakan. Ketiadaan penjelasan ini dapat memberi celah bagi or-
mas intoleran untuk menggunakan kekerasan pada kelompok marginal atas nama pene- 
gakan peraturan.
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Peta Aktor dan Proses Kebijakan

Dengan berbagai potensi eksklusi di atas, maka penting untuk merunut kemba-
li bagaimana peraturan-peraturan tersebut dirumuskan, dinamika implementasinya,  
hingga dampaknya pada kelompok marginal melalui pemetaan aktor-aktor kebijakan. 
Berdasarkan studi kasus Kota Yogyakarta, terdapat empat aktor yang berperan besar 
dalam proses pembuatan kebijakan. 

Pertama, Gubernur-Sultan yang memiliki pengaruh terhadap prioritas agenda kebijak- 
an dan implementasinya di Kota Yogyakarta. Sekalipun sinkronisasi kebijakan antara  
pemerintah kota dan provinsi merupakan salah satu standar umum dalam birokrasi  
Indonesia, namun kuatnya pengaruh institusi kultural dalam birokrasi lokal mewarnai 
relasi antara pemerintah kota/ kabupaten dengan provinsi. Sehingga, pola hubungan 
yang pada umumnya bersifat legal-formal bergeser menjadi sosio-kultural dengan ba-
sis evaluasi tersendiri. Kondisi ini berpotensi membatasi pilihan, proses, dan cakupan 
kebijakan di level kota. 

Kedua, birokrasi Pemkot Yogyakarta. Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupa-
kan aktor utama sekaligus intermediary dalam proses kebijakan. Dalam hubungannya  
dengan provinsi, perannya sebagai implementator kebijakan provinsi turut mempengaruhi  
prioritas kebijakan Pemerintah Kota (Pemkot). Salah satu narasumber dari OPD di Kota 
Yogyakarta menjelaskan bahwa, secara umum, Kota Yogyakarta merencanakan dan me-
nata kebijakannya dengan mempertimbangkan keberadaan kebijakan pada level provinsi.  
Pemkot tidak akan membuat kebijakan yang bertentangan dengan provinsi, meskipun 
Pemkot tetap dapat membuat kebijakan yang belum diatur di provinsi. OPD juga biasa 
berada di antara dua posisi: di antara eksekutif dengan legislatif; dan di antara eksekutif 
dengan masyarakat sipil. Dalam perannya sebagai mitra lembaga legislatif, OPD cen- 
derung menjalin interaksi langsung dengan individu politisi di Dewan Perwakilan Rakyat 
Daerah (DPRD) dalam rangka sinkronisasi agenda setting kebijakan dan penyerapan  
anggaran Dewan. Dalam perannya sebagai penjaga teknokrasi kebijakan, OPD memfasili- 
tasi pembentukan komite-komite kebijakan untuk mempertemukan berbagai pihak ter-
masuk menjaring masukan dari masyarakat. 

Ketiga, Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) dan beragam kelompok, aliansi, atau kaukus 
yang mereka dirikan. Di Kota Yogyakarta, OMS selama ini melakukan advokasi dengan 
berjejaring dengan birokrasi guna mempengaruhi proses agenda-setting dan imple-
mentasi kebijakan. Terkadang, OMS di Kota Yogyakarta juga berupaya mempengaruhi 
proses kebijakan melalui jejaringnya dengan individu politisi tertentu di DPRD, meski jalur 
advokasi ini sering terlewatkan karena proses legislasi yang cenderung tertutup. 

Keempat, anggota Dewan atau politisi di lembaga legislatif. Selama proses penelitian 
ini, anggota Dewan teridentifikasi sebagai aktor kebijakan yang paling sulit dihubungi. 
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Wawancara dengan beberapa OMS juga mengungkapkan kecenderungan OMS untuk 
memilih menjalin hubungan dengan birokrasi, daripada lembaga legislatif. Selain karena 
OPD yang dianggap terbuka dengan berbagai masukan, OMS juga melihat bahwa pola 
kerja politisi dalam isu inklusi cenderung bersifat individual sehingga tidak selalu ter-
jangkau oleh advokasi yang terorganisir. Karenanya, beberapa pihak beranggapan bahwa 
DPRD Kota seringkali bekerja tanpa pelibatan masyarakat sipil. Kalaupun ada, pelibatan 
tersebut dimungkinkan terjadi karena terdapat jejaring individual dengan politisi, alih-
alih kepartaian. 

Ketiga kebijakan yang kami teliti juga menempuh proses perumusan yang berbeda-be-
da. Perda Kota Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2019 dapat dikatakan terbit melalui proses 
yang lengkap, namun lambat melalui jalur kolaborasi antara DPRD Kota dan koalisi OMS. 
Kebijakan ini baru terbit lima tahun setelah audiensi antara Forum Penguatan Hak-Hak 
Penyandang Disabilitas (FPHPD) dengan Komisi D DPRD Kota pada 2014. Lambatnya 
proses kebijakan disebabkan karena DPRD Kota merasa harus menunggu pengesahan 
UU Nomor 8 Tahun 2016 untuk keperluan sinkronisasi substansi kebijakan:

quote_open_roundel Tahun 2014 Kota Yogyakarta sudah memiliki Komite Disabilitas, [...] lebih mirip 
forum SKPD yang ditambahkan perwakilan organisasi disabilitas. [...] Kita ter-
lambat karena menunggu UU Nomor 8 Tahun 2016 selesai dibuat. Bersamaan 
dengan desakan berbagai pihak, Pemkot sepakat untuk jalan lebih dulu, Di-
nas dan Komite Disabilitas [...] menyusun draft Raperda. Di luar pemerintah-
an, terdapat OMS disabilitas dari luar Kota Yogyakarta yang memiliki pro-
gram untuk penyusunan kebijakan dan telah membuka komunikasi ke Ketua 
DPRD, sehingga terjadilah pembahasan untuk membandingkan dua draft 
yang sudah ada. Prosesnya berjalan lama dengan berbagai pola konsultasi, 
ada yang melibatkan masyarakat dan organisasi disabilitas, ada juga yang 
hanya anggota Dewan dengan Pemkot dan Komite Disabilitas. Pada akhirnya, 
Rancangan Perda Disabilitas selesai dibuat, meskipun masih ada beberapa 
substansi yang bolong. quote_close_roundel
Wawancara dengan Ketua OMS disabilitas Kota Yogyakarta, 2023

Proses kebijakan juga sempat terhambat karena ditolaknya naskah Ranperda oleh Biro 
Hukum Sekretariat Daerah Provinsi DIY pada tahun 2017. Saat itu, naskah Ranperda belum 
dianggap menyertakan aspirasi dari jaringan disabilitas dan hanya menyalin ketentu- 
an UU Nomor 8 Tahun 2016. Setelah berbagai protes dan desakan dari masyarakat sipil, 
Panitia Khusus (Pansus) Ranperda Disabilitas akhirnya dibentuk dan berhasil mengantar- 
kan Ranperda hingga disahkan oleh DPRD Kota pada 1 Maret 2019. 

Sementara itu, Perwal Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Anak 
hadir atas inisiasi dari pemerintah kota. Walikota Yogyakarta saat itu menyatakan bahwa 
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kebijakan ini dikeluarkan sebagai respons atas banyaknya permintaan dispensasi usia 
perkawinan karena alasan kehamilan tak diinginkan. Sepanjang 2017 hingga 2018, Pemkot  
Yogyakarta menerima 59 pengajuan dispensasi usia perkawinan (adminwarta, 2018). Ini-
siasi kebijakan ini menariknya muncul setelah gagalnya advokasi masyarakat sipil yang 
tergabung dalam Koalisi 18+ untuk  judicial review atas UU Nomor 1 tahun 1974 tentang 
Perkawinan (Koalisi Perempuan Indonesia, 2017). Pemberian dispensasi perkawinan pada 
anak dianggap sebagai legalisasi negara atas perkawinan anak yang tidak menyelesaikan 
akar penyebab perkawinan anak, seperti alasan ekonomi, kehamilan tak diinginkan, atau 
lainnya (PKBI, 2015; Gusriandini, 2016). 

Perda Provinsi DI Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelandang- 
an dan Pengemis juga diinisiasi oleh Pemprov melalui beberapa OPD, termasuk Dinas 
Sosial dan Satpol PP, pada tahun 2007. Kala itu, aktivis OMS menentang keras Ranperda 
Gepeng yang muncul hampir bersamaan dengan Ranperda tentang Penanggulangan HIV/
AIDS karena kedua Ranperda dianggap menempatkan kelompok jalanan sebagai sum-
ber persoalan sosial. Kedua Ranperda mengkategorikan kelompok masyarakat jalanan 
sebagai Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang berpotensi memper-
parah marginalisasi daripada mengutamakan aspek perlindungan kelompok miskin kota. 
Pada saat itu, Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI) Yogyakarta, Lembaga 
Bantuan Hukum (LBH) Yogyakarta, dan sejumlah OMS lainnya lantas membentuk Aliansi 
Jogja untuk Keberagaman sebagai wadah advokasi untuk kelompok jalanan dan miskin 
kota yang mengalami multi-eksklusi, seperti transpuan dan perempuan pekerja seks. 
Penolakan terhadap Ranperda Gepeng tidak terbatas pada lobbying di tataran legislatif, 
tetapi juga melibatkan aksi protes dan demonstrasi:

quote_open_roundel Raperda Gepeng di tahun 2007 [...] getol di DPRD karena punya hubungan 
dekat [catatan: dengan seorang anggota dewan]. Jadi, bisa pakai jalur lobi 
di dalam, tetapi waktu itu mass action kenceng banget antara tahun 2007-
2010. Termasuk dari litigasi dan non-litigasi. [...] Salah satu manajer [catatan: 
di OMS] bisa menggandeng ibu [catatan: politisi perempuan berpengaruh] It 
worked! Ranperda Gepeng berhasil digagalkan. quote_close_roundel
Wawancara dengan akademisi-aktivis, 2023

Setelah keberhasilan pada tahun 2010, masyarakat sipil dikejutkan oleh terbitnya Per-
da Gepeng tahun 2014. Bagi sebagian dari mereka, terbitnya perda merupakan akibat 
dari melemahnya advokasi imbas dari berkurangnya dukungan dari lembaga donor serta 
mengendurnya jejaring dengan politisi dan pejabat birokrasi. Advokasi masyarakat sipil 
juga disebutkan menurun setelah bermunculan kekerasan oleh ormas, misalnya kasus 
pembubaran diskusi buku Allah, Liberty, and Love karya Irshad Manji di Kantor Yayasan 
Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKiS) pada 9 Mei 2012 (Michellia & Hajar, 2012).8 Selain 

8	 Misalnya, penyerangan fisik pada diskusi buku Allah, Liberty, and Love karya Irshad Manji di Yogyakarta, 9 Mei 2012 
(Michellia dan Hajar, “Selenggarakan Diskusi Irshad Manji, Kantor LKiS Diserang”).
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itu, proses perumusan kebijakan yang tertutup membuat beberapa aktivis OMS merasa 
kecolongan: 

quote_open_roundel Proses legislasi  [...] tahun 2014 dimunculkan kembali dengan komposisi 
pengusul yang berbeda dengan tahun 2006. Kami kecolongan karena gagal 
mengawal isu dan kebijakan yang masih sama dengan Ranperda Gepeng di 
tahun 2006. quote_close_roundel
Wawancara dengan aktivis transpuan, 2023

Setelah terbitnya Perda Gepeng tahun 2014, beberapa OMS yang terdiri dari LBH  
Yogyakarta, PKBI DIY, Save Streets Children, Ikatan Waria Yogyakarta (IWAYO) membentuk 
Kaukus Perda Gepeng dan menggelar aksi protes (Natalia, 2015). Mereka juga melakukan 
audiensi dengan DPRD Provinsi untuk menuntut diterbitkannya peraturan turunan yang 
dapat mencegah terjadinya kekerasan pada anggota masyarakat yang ditangkap (Hu-
mas DPRD DIY, 2015). Secara individual, aktivis OMS juga mendekati jejaring mereka di 
birokrasi daerah terlebih setelah implementasi Perda Gepeng ternyata cenderung ber-
sifat koersif, diskriminatif, serta sarat stigmatisasi terhadap kelompok transpuan: 

quote_open_roundel Perda ini sebetulnya tidak ada pasal-pasal yang mengkriminalisasi. Namun, 
pemahaman orang-orangnya [catatan: aparat] saja yang terbatas. Tapi, saya 
sendiri saja ditahan satu bulan di camp assessment karena mengamen. 
Makanya, saya bilang ke [...catatan: pejabat dinas] untuk memberikan angga-
ran Desa Menanti [catatan: program] kepada kami saja daripada solusi yang 
diberikan tidak menuntaskan masalah secara komprehensif. Namun, beliau 
tidak menyetujuinya akibat posisinya sebagai pejabat publik. quote_close_roundel
Wawancara dengan aktivis transpuan, 2023

Dinamika Implementasi Kebijakan

Kebijakan di Kota Yogyakarta yang secara tekstual menunjukkan komitmen inklusi juga 
tampak pada alokasi penganggarannya. Sejak 2021 atau tahun kedua setelah diterbit-
kannya Perda Disabilitas, Pemkot telah memasukkan nomenklatur penyandang disabili- 
tas pada komponen anggaran rehabilitasi sosial dasar untuk kelompok rentan9 di  
anggaran Dinas Sosial Tenaga Kerja dan Transmigrasi10. Pemkot juga telah memasukkan 

9	  Komponen anggaran untuk Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Ter-
lantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial meliputi alokasi untuk: (1) keperluan dasar seperti penye-
diaan permakanan, sandang, dan alat bantu; (2) pemberian pelayanan reunifikasi keluarga; (3) pemberian bimbingan 
fisik, mental, spiritual, dan sosial; pemberian bimbingan sosial kepada keluarga; (4) fasilitasi pembuatan Nomor Induk 
Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak; (5) pemberian akses ke layanan pendidikan 
dan kesehatan dasar; dan (6) pemberian layanan kedaruratan; pemberian pelayanan penelusuran keluarga pemberian 
layanan rujukan.

10	 Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2020, Perda Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2021, Perda Kota Yogyakarta No-
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pembiayaan untuk unit-unit pendukung, seperti Unit Pelaksana Teknis (UPT) Layanan 
Disabilitas Bidang Pendidikan dan Resource Center mulai tahun 2022 dan Unit Layanan 
Disabilitas Ketenagakerjaan mulai tahun 2023. Komitmen anggaran serupa juga ada di 
Dinas Pendidikan yang menyertakan nomenklatur pembiayaan untuk literasi inklusi so-
sial. Di luar itu, beberapa OPD juga tampak menyertakan pembiayaan inklusi meskipun 
tidak selalu memunculkannya sebagai nomenklatur. Misalnya, dalam mata anggaran Di-
nas Kesehatan, Dinas Pekerjaan Umum, Bappeda, dan lainnya (Wawancara dengan OPD, 
2024). Dari sisi besaran alokasi, keberadaan unit-unit pendukung inklusi sempat mem-
perbesar anggaran untuk kebijakan inklusif di Dinas Sosial dan Ketenagakerjaan pada ta-
hun 2022 dan 2023. Namun, pembiayaan untuk rehabilitasi sosial mengalami penurunan 
pada 2024 mungkin karena “diambilnya” sejumlah agenda pembiayaan untuk kelom-
pok rentan oleh pemerintah di level yang lebih tinggi untuk keperluan-keperluan tahun 
pemilu (wawancara dengan OPD, 2024). Meskipun demikian, di tengah keberadaan ke-
bijakan dan anggaran yang cukup inklusif, pelaksanaan kebijakan inklusif di Kota Yogya-
karta tetap berpotensi menimbulkan eksklusi karena beberapa masalah, seperti kurang- 
nya instrumen peraturan turunan dan kelembagaan teknis, kerumitan pendataan, serta 
problem dalam interpretasi aparat terhadap kebijakan. 

Kurangnya instrumen peraturan turunan dan kelembagaan teknis menghambat im-
plementasi kebijakan dan memperbesar potensi eksklusi. Sebagai ilustrasi, berdasarkan 
wawancara yang kami lakukan dengan OMS dan OPD yang bekerja untuk isu disabili- 
tas, Komite Disabilitas dan Biro Hukum Tata Pemerintahan menyatakan baru bekerja 
pasca pandemi untuk meninjau Perda Disabilitas dan menentukan agenda kerja. Hal ini 
berujung pada keterlambatan pembentukan kelembagaan pendukung Perda Disabilitas. 
Pada sektor pendidikan, Unit Layanan Disabilitas (ULD) baru berdiri tahun 2022. Karena- 
nya, ULD belum populer untuk dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat yang se-
mestinya bisa mendapatkan rekomendasi jenis pendidikan yang sesuai dengan ragam 
disabilitasnya. Pihak sekolah juga belum memiliki literasi yang cukup tentang hak disabili- 
tas. Akibatnya, banyak sekolah hanya bersedia menerima anak dengan disabilitas sen-
sorik dan fisik. Situasi ini diperburuk dengan keterbatasan guru pendamping, kurikulum, 
metode belajar, dan infrastruktur sekolah yang belum sesuai dengan kebutuhan anak 
dengan disabilitas. Alhasil, peserta didik dengan disabilitas terpaksa mengundurkan diri 
dari sekolah umum. 

Kurangnya instrumen peraturan turunan dan kelembagaan teknis juga dapat disebab-
kan oleh keberadaan pasal yang bertentangan. Misalnya, dalam rangka pelaksanaan Per- 
wal  Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pencegahan Perkawinan Anak, Dinas Pemberdayaan 
Perempuan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana 
(DP3AP2KB) Kota Yogyakarta telah mengagendakan sejumlah program turunan termasuk 
mendukung program Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM), menye-

mor 5 Tahun 2022, Perda Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2022, dan Perda Kota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2023. 
Seluruhnya memiliki judul tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di setiap tahunnya.
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diakan layanan psikolog melalui Puskesmas, menyelenggarakan edukasi dan sosialisasi 
kepada remaja mengenai ketahanan keluarga, mempromosikan pembentukan Kampung 
Ramah Anak, Kelurahan Ramah Anak, serta Kemantren Ramah Anak. Namun, imple-
mentasi kebijakan pencegahan perkawinan anak tidak dapat berjalan maksimal karena 
penyertaan aturan tentang mekanisme dispensasi usia perkawinan, terutama setelah 
adanya penyederhanaan prosedur pengajuan dispensasi usia perkawinan pada Februari 
2022 (Raditya, 2022). 

Lebih lanjut, Perwal belum menyediakan mekanisme untuk memastikan terpenuhinya 
hak-hak dasar anak yang menikah. Padahal, anak perempuan yang menikah, terutama 
karena kehamilan yang tidak diinginkan, cenderung meninggalkan sekolah formal. Kon-
sekuensinya, mereka yang ingin menyelesaikan jenjang pendidikan dasar harus meng- 
ambil skema pendidikan nonformal. Permasalahannya, praktik mengundurkan diri dari 
sekolah ini secara umum diterima sebagai solusi ‘kekeluargaan’ atau ‘kearifan lokal’: 

quote_open_roundel Bukan karena sekolahnya menolak, tidak. Tapi anaknya sendiri dan orang  
tuanya yang kemudian menarik diri karena perubahan-perubahan [catatan: 
perubahan tubuh karena kehamilan] tadi. Itu juga takut bullying di sekolahan. quote_close_roundel
FGD dengan perwakilan komunitas, 2023

Karena kecenderungan tersebut, mekanisme lain yang sebenarnya bisa dijajaki sebagai 
solusi untuk menjamin pendidikan anak yang sudah menikah tidak pernah didiskusikan: 

quote_open_roundel Tidak bersekolah secara fisik tidak berarti harus dikeluarkan. [...] Anak-anak 
seperti ini bisa [...] tidak bersekolah tapi tetap statusnya murid sekolah di situ 
dan diajar secara privat jarak jauh dan sebagainya. Bisa. Seperti anak-anak 
narkoba itu ya [...] Harusnya itu ada treatment khusus yang masuk kate-
gori rehabilitasi tapi tidak sama tentu proses rehabilitasinya dengan kategori 
narkoba. [...] Statusnya masih murid di SMA X, tapi belajarnya tidak dikelas. 
Dalam proses belajar itu dia bisa dititipkan ke Dinas Pendidikan, Dinas Sosial. 
Itu bisa [...] tapi dugaan saya tidak mudah prosedurnya. quote_close_roundel
Wawancara dengan Kepala Ombudsman RI Perwakilan Provinsi D.I. Yogyakarta, 2023

Kerumitan pendataan juga menghambat implementasi peraturan yang di atas kertas 
bersifat inklusif. Dalam kasus Perda Disabilitas, misalnya, pendataan jumlah dan jenis 
penyandang disabilitas memerlukan koordinasi antara Pemkot dan OMS. Tanpa pen-
dataan yang baik, negara tidak dapat mengupayakan penyediaan alat bantu secara op-
timal, memeratakan akses, membangun sarana dan prasarana yang sesuai kebutuhan, 
serta menyediakan prosedur layanan yang memadai. Lemahnya pendataan juga ber-
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dampak pada terhambatnya mobilitas penyandang disabilitas di ruang publik dan par-
tisipasi mereka di proses-proses kebijakan atau aktivitas publik. 

Kalaupun peraturan turunan dan lembaga teknis sudah didirikan, sebuah kebijakan ber-
potensi menciptakan eksklusi dan implementasi karena permasalahan interpretasi 
aparat pelaksana peraturan turunan tersebut. Hal ini terjadi, misalnya, pada imple-
mentasi Perda Gepeng. Secara formal, Perda Gepeng menggunakan istilah Rumah Per-
lindungan Sosial (RPS) sebagai sarana pembinaan dan perlindungan bagi gelandangan 
dan pengemis sebelum mendapat pelayanan lanjutan. Namun, RPS atau camp assess-
ment tersebut pada praktiknya menimbulkan banyak kontroversi berbagai perlakuan  
tidak manusiawi maupun stigmatisasi terhadap mereka yang ditangkap. 

Setelah berbagai protes tentang praktik-praktik yang tidak humanis, Pemprov mener- 
bitkan Pergub DIY Nomor 37 Tahun 2017 yang berisi tata laksana pelaporan, pener- 
tiban, penjangkauan hingga penanganan masalah gelandangan dan pengemis. Melalui 
peraturan ini, Pemprov menekankan bahwa keterlibatan Satpol PP hanya terbatas pada 
penertiban dengan waktu pelaksanaan yang tentatif, paling sedikit tiga kali dalam satu 
bulan. Kebijakan turunan tersebut memang mengendurkan potensi kekerasan terhadap  
masyarakat jalanan dan miskin kota. Sayangnya, Pergub tidak membebaskan mereka 
dari ancaman penangkapan. Pelibatan unsur masyarakat juga berpotensi menciptakan 
eksklusi, apalagi ketika desakan dari masyarakat datang dari kelompok intoleran:

quote_open_roundel Memang ada beberapa peristiwa yang terjadi, gesekan itu. [...] Tapi di sisi 
lain itu juga, kadang-kadang masyarakat menginginkan itu. Ada sebagian  
masyarakat, kalau masyarakat menginginkan itu [catatan: transpuan dan 
pengamen jalanan] ditertibkan. quote_close_roundel
Wawancara pejabat Satpol PP, 2023

Guna merespons berbagai praktik kekerasan yang terjadi, beberapa elemen dari kelom-
pok transpuan mengubah strategi advokasi karena mereka meyakini bahwa pengalam- 
an kekerasan terjadi karena kurangnya pengetahuan aparat yang berwenang tentang  
komunitas transpuan. Mereka lantas, mengubah strategi komunikasi dengan aktor peme- 
rintah guna membuka ruang-ruang negosiasi. Alhasil, penangkapan dan razia terhadap 
transpuan relatif menurun. Transpuan juga mulai dilibatkan dalam proses-proses kebi-
jakan di Musrenbang Kelurahan dan Kecamatan, bahkan di Rapat Paripurna DPRD DIY. 
Mereka juga sekarang sudah masuk sebagai penerima bantuan usaha/sosial dari Dinas 
Sosial. Beberapa kelompok bahkan memperoleh peluang ekonomi dan pengakuan yang 
selama ini diharapkan:
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quote_open_roundel Ada semacam bargaining position saat itu yang salah satu hasilnya ada-
lah ditunjuknya Yayasan Kebaya sebagai mitra dari Dinsos untuk pengadaan 
makanan untuk shelter. Selain itu, secara resmi Kebaya ditunjuk sebagai  
shelter ODHIV. Semenjak saat itu komunitas transpuan sering berdialog  
dengan pemerintah kota, utamanya OPD terkait untuk saling berbagi peran. quote_close_roundel
Wawancara dengan aktivis transpuan senior, 2023

Namun, capaian baik di atas masih meninggalkan catatan. Menurut salah satu narasum-
ber yang kami wawancarai, menurunnya tindakan represif terhadap kelompok transpuan 
juga terjadi di tengah vakumnya kegiatan-kegiatan edukasi publik tentang hak-hak mi-
noritas gender. Di sisi lain, kondisi pandemi sepertinya mengalihkan perhatian ormas 
intoleran dari para kelompok marginal, termasuk kelompok transpuan. Berdasarkan 
wawancara kami dengan salah satu transpuan, kebijakan-kebijakan inklusif yang sudah 
ada, hanya bisa menyentuh sebagian kelompok transpuan saja, terutama mereka yang 
tergabung di OMS yang established. Karenanya, masih banyak transpuan yang memilih 
berusaha sendiri untuk mendapatkan layanan pemerintah dan mengamankan dirinya 
dari masyarakat yang belum sepenuhnya menerima keberadaan mereka.

Dampak dan Evaluasi Kebijakan 

Tiga kebijakan di atas menunjukkan bahwa eksklusi masih terjadi, sekalipun kebijakan 
yang ada menjanjikan inklusi. Hingga penelitian ini dilakukan, masing-masing pemangku 
kebijakan masih berfokus pada prioritas kerja masing-masing. Keberadaan Perda Dis-
abilitas cenderung dianggap sebagai penanda bahwa urusan perlindungan hak disabili-
tas sudah selesai. Alhasil, penyandang disabilitas dan OMS pendampingnya saat ini ma-
sih berkutat menyelesaikan permasalahan-permasalahan “klasik,” seperti keterbatasan 
akses pendidikan, pekerjaan, transportasi, kesehatan, alat bantu kesehatan, dan partisi-
pasi pada sektor publik lainnya. 

Demikian halnya dengan Perwal Kota Yogyakarta Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pence-
gahan Perkawinan Anak. Kebijakan ini belum efektif mengendalikan laju permintaan dis-
pensasi usia perkawinan. Dalam Laporan Data Gender dan Anak tahun 2022, DP3AP2KB 
Kota Yogyakarta mencatat 56 pasangan yang mengajukan dispensasi usia perkawinan 
dimana 54 diantaranya disetujui. Sekitar 90% pengajuan berlatar belakang Kehamilan 
yang Tidak Diinginkan (KTD). Pengadilan Agama Kota Yogyakarta memiliki data yang ber-
beda. Pada tahun 2022, Pengadilan Agama Kota Yogyakarta menerima 65 anak yang 
mengajukan dispensasi, terdiri atas 22 laki-laki dan 43 perempuan. Sementara itu, Komi-
si Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID) Kota Yogyakarta mencatat adanya 71 ka-
sus perkawinan anak pada tahun 2022. Terlepas dari pendataan yang berbeda-beda, 
seluruhnya menunjukkan peningkatan pengajuan dispensasi usia perkawinan, terutama 
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jika dibandingkan dengan data sebelum pengesahan Perwal. Temuan ini ironis karena 
berkebalikan dengan program Kota Ramah Anak yang telah dipopulerkan untuk banyak 
keperluan, termasuk bisnis dan pariwisata di Yogyakarta. Hal ini juga mengindikasikan 
bahwa terdapat skala prioritas yang berbeda antara kebijakan terkait anak yang satu 
dan yang lainnya.

Berbeda dengan dua kebijakan lainnya, Perda Gepeng yang sempat menciptakan kontro- 
versi dalam proses perumusan dan penerapannya justru telah mendorong evaluasi yang 
berujung pada perbaikan kebijakan. Dorongan perbaikan dan kontrol telah dilakukan ter-
utama terkait mekanisme penanganan masyarakat yang dikategorikan sebagai gelan-
dangan dan pengemis, perbaikan infrastruktur penampungan (camp assessment), dan 
lahirnya Pergub yang mengatur tata laksana penanganan pada tahun 2017. 

Rezim kebijakan formalis-deliberatif di Kota Yogyakarta memang berhasil menerbitkan 
kebijakan yang secara tekstual inklusif. Meskipun terdapat ruang partisipasi bagi ber- 
bagai pemangku kepentingan dalam proses kebijakan, namun beberapa tahapan kebijak- 
an cenderung tertutup dan karenanya menciptakan celah yang memungkinkan proses- 
proses kebijakan berlangsung tanpa pengawasan. Keterbatasan ini  pada akhirnya mem-
buka peluang bagi munculnya eksklusi pada tataran implementasi kebijakan.

Kesimpulan… 

Dari hasil studi kasus di atas, dapat disimpulkan bahwa kebijakan eksklusif dan 
diskriminatif di dua kota bisa dikategorikan dalam tipe implisit dan non-implemen-
tatif. Artinya, keberadaan kebijakan eksklusif dan diskriminatif tidak selalu termanifes-
tasi dalam teks kebijakan yang eksplisit. Kebijakan yang seringkali bahkan mencantum-
kan kata-kata “perlindungan” dan “pencegahan” dapat menyimpan berbagai potensi 
eksklusi dan diskriminasi, terutama dalam ranah implementasinya. Di Kota Makassar, 
potensi eksklusi masih ada dalam implementasi beberapa peraturan tentang perlin- 
dungan anak dan pengarusutamaan gender. Sementara di Kota Yogyakarta, potensi  
eksklusi masih ada dalam implementasi beberapa kebijakan tentang pencegahan per-
kawinan anak, penanganan gelandangan dan pengemis, serta hak penyandang disabilitas.

Kebijakan-kebijakan yang dikaji dalam penelitian ini secara umum melibatkan aktor mul-
tipihak, baik pada tahap inisiasi (agenda setting), formulasi, hingga implementasi kebi-
jakan. Namun, keterlibatan masing-masing aktor muncul dalam derajat yang berbeda 
pada setiap tahapan kebijakan. Tahapan legislasi atau formulasi kebijakan biasanya 
menjadi tahapan yang cenderung eksklusif karena hanya melibatkan aktor-aktor 
dari lembaga eksekutif dan legislatif, dan kurang melibatkan aktor non-pemerin-
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tah. Oleh karena itu, pengawalan isu inklusi sosial di tahapan legislasi sangat bergantung 
pada komitmen politisi yang duduk di lembaga legislatif daerah maupun pada pejabat 
eksekutif yang memiliki komitmen terhadap isu-isu inklusi. Jejaring dengan politisi di 
lembaga legislatif, maupun dengan aktor di birokrasi, menjadi kunci agar OMS dapat 
memasukkan agenda inklusi sosial ke proses perumusan kebijakan. Permasalahan- 
nya, komitmen politisi di lembaga legislatif dan eksekutif sangat rentan berubah karena 
agenda inklusi belum menjadi bagian dari platform partai politik, tetapi masih menjadi 
bagian dari komitmen individual masing-masing politisi. Akibatnya, proses advokasi ke-
bijakan sering mengalami kemacetan manakala politisi yang bersangkutan tidak terpilih 
lagi. Partai politik sebagai “rumah” para politisi juga pasti melakukan kalkulasi tentang se-
jauh apa agenda inklusi akan bermanfaat secara elektoral. Akibatnya, setiap kali proses 
pergantian politik terjadi, OMS yang mengusung agenda inklusi harus mengulangi proses 
advokasi kebijakan dari awal, mulai dari mengidentifikasi politisi mana yang dapat diajak 
bekerja sama, menyelaraskan visi dan misi, hingga mengagendakan tahapan advokasi.

Keberadaan kebijakan eksklusif dan diskriminatif dengan tipe implisit dan non-imple-
mentatif juga dapat memperdalam multi-eksklusi yang dialami kelompok marginal, 
terutama mereka yang memiliki identitas berlapis (intersectional). Ada banyak faktor 
yang menjadi penyebab membesarnya potensi eksklusi. Di Kota Makassar misalnya, 
ada ketidaksesuaian antara mandat kebijakan dan realisasi anggaran, ketiadaan aturan 
turunan, kompleksitas dalam koordinasi antar OPD pelaksana kebijakan, belum terlem-
baganya komitmen untuk mendorong agenda kebijakan inklusi, atau bahkan kelemahan 
dari kebijakan yang ada dalam menangkap realitas masalah yang multi-sektoral atau 
interseksional. Hal ini menjadi penyebab mengapa implementasi kebijakan yang se-
cara tekstual sudah inklusif masih berpotensi memunculkan eksklusi dan diskriminasi 
pada kelompok marginal. Sementara di Kota Yogyakarta, kurangnya instrumen peraturan 
turunan dan kelembagaan teknis, kerumitan pendataan, serta problem dalam interpre-
tasi aparat terhadap kebijakan menghambat implementasi kebijakan yang secara teks- 
tual sudah inklusif.

Potensi eksklusi bisa diminimalisir dengan memprioritaskan evaluasi kebijakan. Evaluasi  
memungkinkan para pemangku kepentingan memetakan derajat implementasi, serta 
mencari ruang dalam kebijakan yang dapat dimanfaatkan untuk mendorong upaya per-
baikan. Namun evaluasi kebijakan belum menjadi agenda prioritas karena sejumlah 
alasan. Di Kota Yogyakarta, pola kerja kaukus yang bersifat sukarela ditambah kesibuk- 
an para pemangku kepentingan menyebabkan penangguhan proses evaluasi kebijakan. 
Sementara itu, upaya evaluasi dan revisi kebijakan di Kota Makassar sering menemui 
kendala karena ketiadaan jejaring dan aliansi dengan politisi yang posisinya tidak terlalu 
terpengaruh dengan siklus elektoral. 
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Selain mekanisme formal, dukungan bagi perbaikan kebijakan juga dapat diperoleh dari 
publik. Dalam kasus Perda Gepeng di Kota Yogyakarta misalnya, upaya OMS untuk meng- 
organisir dukungan publik yang dikombinasikan dengan lobi pada politisi dan pemerin-
tah mampu mendorong pembuatan kebijakan turunan yang memperkecil potensi eks- 
klusi. Sayangnya, tidak semua OMS dan kelompok marginal memiliki kapasitas yang sama 
untuk mengorganisir gerakan pro-inklusi yang melibatkan publik yang lebih luas.

Mengapa pemerintah daerah mengesahkan kebijakan eksklusif dan diskriminatif? Dua 
studi kasus menunjukkan bahwa konteks rezim lokal turut berperan menghadirkan 
kondisi pendorong kebijakan. Kebijakan eksklusif dan diskriminatif di Kota Makas-
sar muncul karena Pemilu mendorong politisi lokal untuk beraliansi dengan organisasi 
kemasyarakatan lokal dan organisasi agama untuk kepentingan mendulang suara. Hal 
ini memberikan akses yang besar kepada ormas dalam proses legislasi. Ketika agenda 
yang diusung ormas-ormas tersebut adalah agenda yang bersifat exclusionary, maka 
politisi dan pemerintah memiliki insentif elektoral yang cukup besar untuk meloloskan- 
nya. Kondisi ini diperparah dengan belum terlembaganya isu-isu inklusi dalam plat-
form partai politik dan politisi lokal. Persoalan komitmen politisi yang belum terlembaga 
juga ditemukan di Kota Yogyakarta. Namun, di Kota Yogyakarta, hal ini ditambah dengan  
model tata kelola pemerintah lokal yang menempatkan lembaga eksekutif daerah se-
bagai teknokrat yang mengambil peran kuat dalam proses kebijakan sehingga kebijakan 
yang didorong akan sangat bergantung pada kepentingan lembaga eksekutif. Selain itu, 
status keistimewaan yang memberikan wewenang besar pada Pemerintah Provinsi da-
lam beberapa aspek telah menjadi enabling factor untuk penguatan kebijakan. Situasi 
ini sebenarnya dapat dimanfaatkan untuk menghentikan praktik eksklusi dan diskrimi-
nasi yang berada pada tataran implementasi kebijakan. Dalam kasus implementasi Per-
da Gepeng, misalnya, “intervensi kebijakan” yang dilakukan oleh Pemprov telah berhasil 
membantu memperkecil potensi eksklusi dan diskriminasi terhadap orang dalam situasi 
jalanan yang terkena razia dan penertiban oleh Satpol PP.

Temuan lain yang muncul dalam penelitian ini terkait perbedaan pola advokasi antara 
Kota Makassar dan Kota Yogyakarta. Di Kota Makassar, OMS yang berkolaborasi dengan 
OPD mampu menembus lembaga eksekutif dan legislatif karena sirkulasi pejabat ekseku-
tif dan legislatif cenderung terbuka. Sementara itu, di Kota Yogyakarta, rejim keistimewa- 
an yang berada di level provinsi menghadirkan sirkulasi kekuasaan dan wewenang 
pejabat eksekutif dan legislatif yang berbeda. Karakter rezim formalistik-deliberatif  
telah membuat birokrasi menjadi aktor sentral dalam proses kebijakan. Mereka berperan 
sebagai perantara yang menghubungkan masukan dari masyarakat sipil, eksekutif, dan 
legislatif. Birokrasi menjadi mitra paling strategis bagi OMS. Kelemahannya, OMS cen- 
derung memiliki jalur terbatas dengan lembaga legislatif yang menyebabkan beberapa 
agenda advokasi tidak mendapat pengawalan yang memadai.
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Pengetahuan dan Persepsi mengenai Kebijakan Eksklusif 

Seperti yang dijelaskan di bagian sebelumnya, penelitian kuantitatif ini menyoroti kebijak- 
an yang bersifat eksklusif dan diskriminatif bagi sebagian kelompok masyarakat di Kota 
Yogyakarta, yaitu Peraturan Provinsi DIY Nomor 1 Tahun 2014 tentang Penanganan Gelan-
dangan dan Pengemis (Perda Gepeng), Instruksi Gubernur DIY Nomor K.898/I/A/75 yang 
berisi larangan bagi keturunan Tionghoa untuk memiliki tanah di Yogyakarta, dan Per- 
aturan Gubernur DIY Nomor 1 Tahun 2021 yang berisi larangan berdemonstrasi di depan 
Keraton Yogyakarta.

Perda Gepeng pada awalnya didesain dengan maksud melindungi dan memberdayakan 
kelompok gelandangan dan pengemis (Pasal 1 Ayat 1), mencegah terjadinya pergelandang- 
an dan pengemisan (Pasal 3 Poin a), dan menjaga ketertiban umum (Poin d). Kebijakan 
ini juga mengatur sanksi bagi individu maupun lembaga yang memberikan uang dan/
atau barang bagi gelandangan dan pengemis di tempat umum dalam bentuk hukuman 
pidana dan/atau denda (Pasal 22 dan 25). Namun, seperti yang telah dibahas di bagian 
Studi Kasus, implementasi Perda Gepeng berpotensi mengeksklusi dan mendiskriminasi 
kelompok transpuan serta kelompok masyarakat miskin yang hidup dan bekerja di jala-
nan.

Instruksi Gubernur DIY Nomor K.898/I/A/75 mengatur hak kepemilikan tanah bagi 
keturunan Tionghoa di DI Yogyakarta yang dianggap sebagai warga “non-pribumi.” Peng- 
aturan tenurial di DI Yogyakarta tidak lepas dari beberapa konteks sejarah, antara lain 
terbentuknya Kesultanan Yogyakarta melalui Perjanjian Giyanti pada tahun 1755 dan  
peraturan kepemilikan lahan berdasarkan hukum Belanda Rijksblaad tahun 1918. Aturan 
ini  menyebutkan bahwa semua tanah yang tidak memiliki bukti hak milik  (eigendom) 
sebagaimana diatur di dalam Agrarische Wet tahun 1870 akan dianggap sebagai tanah 
swapraja atau tanah milik raja (Lestarini, 2018). Pengembalian tanah milik “non-pribu-
mi” ini disebut juga sebagai keputusan politik Sultan pada waktu itu untuk melindungi 
hak warga pribumi dari penguasaan tanah oleh warga keturunan Tionghoa yang sela-
ma masa penjajahan Belanda dianggap memiliki privilese lebih besar daripada warga 
pribumi (Khairunnisa & Putra, 2023). Walaupun instruksi tersebut dikeluarkan sejak  
tahun 1975 dan beberapa kali mengalami judicial review (Nachrawi, 2024), peraturan ini  
masih berlaku hingga saat ini, dan bahkan disinggung dalam Nomor 13 Tahun 2012 tentang  
Keistimewaan Yogyakarta. 

Kebijakan yang terakhir berhubungan dengan kebebasan berpendapat di muka umum. 
Larangan berdemonstrasi di depan Keraton Yogyakarta adalah salah satu poin dalam  
Peraturan Gubernur (Pergub) DIY Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pengendalian Pelaksanaan 
Penyampaian Pendapat di Muka Umum pada Ruang Terbuka (Pemprov DIY, 2021). Salah satu  
tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban dan ketentraman umum, serta kenyamanan  
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masyarakat (Pasal 3). Walaupun secara umum masyarakat berhak menyampaikan 
pendapat di muka umum, namun aktivitas tersebut tertutup untuk kawasan tertentu 
(Pasal 5), termasuk Istana Negara Gedung Agung, Kraton Kasultanan Ngayogyakarta  
Hadiningrat, Kraton Kadipaten Pakualaman, serta kawasan Kotagede dan Malioboro 
dengan radius 500 (lima ratus) meter dari pagar atau titik terluar area-area tersebut. 
Meskipun kebijakan ini terasa tidak bersifat eksklusif atau diskriminatif secara langsung, 
namun sterilisasi kawasan tersebut dari proses-proses ekspresi warga berpotensi men-
ciderai hak kebebasan berekspresi warga, termasuk mereka yang berasal dari kelompok 
marginal.

Hasil survei menunjukkan bahwa, dibandingkan dua kebijakan lainnya, mayoritas res- 
ponden (80%) mengetahui adanya kebijakan yang melarang pemberian sedekah bagi 
gelandangan, pengemis dan pengamen di tempat umum (Perda Gepeng). Sementara 
itu, hanya 53% responden yang mengetahui adanya kebijakan yang melarang keturunan 
Tionghoa memiliki tanah di Yogyakarta dan hanya 37% responden yang mengetahui 
adanya larangan melakukan demonstrasi di depan Keraton Yogyakarta. Namun demikian,  
terlepas dari pengetahuan responden atas kebijakan-kebijakan tersebut, sebagian be-
sar dari mereka menyetujui keberadaannya. Sebaran jumlah responden berdasarkan 
persilangan antara pengetahuan dan persepsi mereka terhadap masing-masing kebijak- 
an di atas dapat dilihat pada gambar-gambar di bawah ini.

Gambar 2. Pengetahuan dan persepsi mengenai Perda Gepeng
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Gambar 3. Pengetahuan dan persepsi mengenai larangan bagi keturunan Tionghoa  untuk memiliki 
tanah di DI Yogyakarta
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Gambar 4. Pengatahuan dan persepsi mengenai larangan berdemonstrasi di depan Keraton Yogyakarta
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Penelitian ini menemukan variasi dalam karakteristik sosiodemografi responden 
yang mendukung ketiga kebijakan di atas (Lampiran 5). Dengan mengontrol berbagai  
variabel lain di dalam model, pendidikan dan kepuasaan terhadap perekonomian  
rumah tangga memiliki asosiasi positif terhadap dukungan atas Perda Gepeng. Semen-
tara itu, kami menemukan adanya karakteristik individu yang secara statistik berasosiasi 
dengan pembatasan kepemilikan lahan bagi keturunan Tionghoa. Dalam konteks larang- 
an berdemonstrasi di depan Keraton Yogyakarta, responden laki-laki cenderung tidak 
menyetujui pembatasan tersebut dibandingkan perempuan.  
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Tingkat Toleransi terhadap Transpuan dan Penyandang Disabilitas

Gambar 5 di bawah menunjukkan hasil klasifikasi sikap toleransi responden terhadap 
kelompok transpuan atau waria. Menariknya, data tersebut menunjukkan bahwa sikap 
responden terpecah dalam tiga kelompok besar dengan proporsi yang hampir sama 
banyaknya. Sekitar 30% responden menolak keberadaan waria secara penuh (complete 
non-acceptance). Sementara itu, sekitar 30% responden yang lain menerima waria da-
lam kehidupan sosial, tetapi tidak mengakui hak politik mereka (quiet co-existence). 
Temuan ini juga tercermin dari Gambar 6 yang menyoroti persetujuan responden atas 
hak waria untuk mencalonkan diri dalam pemilihan umum (Pemilu) serta terlibat da-
lam kegiatan atau organisasi politik dan sosial. Penolakan terbesar terkait dengan keter- 
libatan kelompok waria sebagai kandidat dalam pemilihan umum (86%).

Gambar 5. Tingkat toleransi terhadap kelompok transpuan (waria)
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Gambar 6. Tingkat pengakuan hak politik kelompok transpuan (waria)
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Toleransi terhadap kelompok penyandang disabilitas dapat dilihat dari Gambar 7 yang 
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menunjukkan penerimaan sebagian besar responden (74%) terhadap penyandang dis-
abilitas. Selain itu, survei ini juga menemukan variasi dalam pengakuan atas hak politik 
bagi kelompok penyandang disabilitas (Gambar 8).  Mayoritas responden memang men-
dukung penyandang disabilitas untuk terlibat dalam kegiatan atau organisasi sosial (91%) 
dan politik (74%). Namun, hanya 59% responden yang menyetujui pencalonan kelompok 
penyandang disabilitas sebagai kandidat dalam Pemilu.

Gambar 7. Tingkat toleransi terhadap kelompok penyandang disabilitas
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Gambar 8. Tingkat pengakuan hak politik kelompok penyandang disabilitas
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Tabel 2 di bawah menunjukkan asosiasi antara berbagai karakteristik individu dengan 
pengakuan hak politik transpuan dan penyandang disabilitas, khususnya dalam hal pen-
calonan dalam Pemilu. Secara statistik, tidak ditemukan asosiasi yang signifikan antara 
variabel-variabel tersebut dengan pengakuan hak politik waria. Sementara itu, pen- 
didikan adalah prediktor yang secara statistik berasosiasi positif dan signifikan terhadap 
pengakuan hak politik kelompok penyandang disabilitas.  Artinya, semakin tinggi level 
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pendidikan maka semakin besar pula kemungkinan seorang individu mengakui hak poli-
tik kelompok penyandang disabilitas. 

Tabel 2. Karakteristik individu sebagai prediktor pengakuan hak politik kelompok waria  

dan penyandang disabilitas

Persepsi mengenai Praktik Demokrasi

Pada umumnya, responden dalam sampel menilai positif praktik demokrasi yang terjadi 
di wilayah studi. Hal ini ditandai dengan pernyataan bahwa hampir sebagian besar atau 
semua kelompok masyarakat memiliki kebebasan berpendapat di muka umum, hak un-
tuk mendapatkan perlindungan yang sama di mata hukum, hak atas kepemilikan barang/
aset pribadi, hak untuk mendapatkan akses terhadap layanan pendidikan dan keseha-
tan, serta hak untuk memilih dan mempraktikkan ajaran agama atau keyakinan, termasuk 
dalam membangun rumah ibadah. Detail mengenai sebaran nilai frekuensi dan proporsi 
masing-masing indikator tersebut dapat dilihat dalam Lampiran 6. Secara agregat, in-
deks demokrasi z-score ini memiliki distribusi nilai median 0,18 (IQR -0.29-0.66), de- 
ngan tingkat kemiringan negatif. Konsisten dengan penilaian responden terhadap praktik 
demokrasi di daerah, penilaian atas kepuasan responden terhadap praktik demokrasi 
menunjukkan sebaran nilai cenderung positif dengan median 8 (IQR 7-8). Penelitian ini 
menemukan korelasi positif antara penilaian praktik demokrasi dan kepuasan atas prak-
tik demokrasi (r=0,316, p<0,0001).

Waria Penyandang Disabilitas

Odds Ratio P>z Odds Ratio P>z

Usia 1.009 0.291 1.017 0.094

Jenis kelamin: laki-laki 1.095 0.652 1.249 0.319

Menikah 0.666 0.085 1.047 0.859

Bekerja 1.176 0.438 0.872 0.547

Pendidikan (tahun) 1.012 0.786 1.239** 0.000

Kepuasan kondisi ekonomi saat ini 1.036 0.456 1.061 0.251

Simpatisan salah satu ormas kea-
gamaan

1.287 0.238 1.167 0.535

Simpatisan salah satu partai poli-
tik

1.318 0.259 0.989 0.969

Konstanta 0.236** 0.035 0.091** 0.002

Catatan:  ** p<0.05
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Tabel 3. Hasil analisis regresi mengenai kepuasan responden terhadap praktik demokrasi di daerah

Tabel 3 adalah hasil analisis regresi linear berganda yang menunjukkan tingkat kepuasan 
responden terhadap praktik demokrasi di wilayah studi. Model 1 menunjukkan asosiasi 
antara berbagai karakteristik individu sebagai prediktor tingkat kepuasan tersebut. Hasil 
analisis menunjukkan bahwa kepuasaan terhadap kondisi perekonomian saat ini secara 
positif dan signifikan berasosiasi dengan tingkat kepuasan terhadap praktik demokrasi. 
Selanjutnya, Model 2 dan 3 mengukur asosiasi antara indeks demokrasi dan kepuas- 
an terhadap praktik demokrasi. Sebagai prediktor tunggal (Model 2), indeks demokrasi 
memiliki asosiasi yang positif dengan kepuasan praktik demokrasi (β 0,551). Hasil yang 
konsisten juga ditemukan ketika memasukkan berbagai variabel kontrol lain di dalam 
Model 3. Grafik nilai koefisien predictive margin untuk Model 3 dapat dilihat dalam  
Lampiran 7.  
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Berdasarkan hasil penelitian kuantitatif di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal. 
Pertama, pengakuan hak kewargaan dimulai dari negara. Proporsi masyarakat dalam 
sampel yang mengetahui adanya berbagai kebijakan eksklusif cukup bervariasi, namun 
sebagian besar menyetujui adanya kebijakan tersebut. Persetujuan warga atas kebi-
jakan eksklusif secara implisit memberi dukungan terhadap kebijakan yang mem-
batasi hak kewargaan kelompok tertentu. Hal ini memang dapat menjadi penanda 
adanya bias terhadap perilaku yang tidak demokratis (Krishnarajan, 2023). Meskipun 
demikian, perlu dicatat bahwa kebijakan diskriminatif tidak serta merta menyebabkan 
eksklusi. Ada banyak mekanisme yang perlu dieksplorasi guna menjelaskan bagaimana 
keberadaan kebijakan eksklusif dan diskriminatif dapat menyebabkan perilaku eksklu-
sif di tingkat masyarakat. Kebijakan tentang penanganan gelandangan dan pengemis 
mendapat dukungan dari responden yang berpendidikan lebih tinggi atau merasa lebih  
puas atas kondisi perekonomian mereka. Hal ini juga dapat mengindikasikan bahwa, 
menurut kelompok ini, kebijakan yang bersifat pro-poor adalah tanggung jawab negara, 
bukan individu. Kebijakan larangan memiliki tanah untuk kelompok keturunan Tionghoa 
secara hukum telah mengeksklusi mereka dari kesetaraan hak untuk memiliki proper-
ti. Walaupun sebagian besar responden menyetujui kebijakan tersebut, namun hal ini 
tidak serta merta mengeksklusi kelompok keturunan Tionghoa dari aktivitas ekonomi 
dan kehidupan sosial. Kebijakan yang membatasi lokasi menyuarakan pendapat di muka 
umum juga mendapat persetujuan dari sebagian besar responden. Walaupun demikian, 
penolakan atas pembatasan tersebut lebih banyak datang dari laki-laki, yang umum-
nya memiliki pengalaman lebih banyak dalam menyuarakan pendapat di muka umum 
dibandingkan perempuan (Dodson, 2015; Grasso & Smith, 2022).     

Kedua, sikap toleransi sosial dan politik bervariasi berdasarkan kelompok yang dinilai. 
Penerimaan sosial terhadap sebuah kelompok tidak selalu dibarengi dengan peng- 
akuan hak politik atas kelompok tersebut. Minimnya pengakuan warga terhadap 
hak sosial dan politik kelompok waria dan penyandang disabilitas memang menunjuk-
kan keberadaan eksklusif dan diskriminatif terhadap kedua kelompok tersebut. Namun  
demikian, survei ini juga menemukan bahwa penerimaan sosial juga tidak lantas ber- 
ujung pada pengakuan hak-hak politik. Hal ini mungkin dapat dijelaskan oleh konstruksi 
sosial tentang keberadaan kelompok transpuan (waria) di masyarakat, yang seringkali 
dikaitkan dengan “penyimpangan” dari norma-norma gender dan moralitas yang berlaku 
secara umum (Toomistu, 2022). Pengakuan atas hak politik penyandang disabilitas juga 
masih minim, dan survei ini menemukan bahwa pendidikan berkontribusi terhadap 
pengakuan hak politik kelompok penyandang disabilitas. Hal ini konsisten dengan 
temuan penelitian yang dilakukan sebelumnya (Mas’udi et al., 2023) yang secara umum 
menemukan bahwa tingkat toleransi memang berasosiasi negatif dengan kemungkinan 
seorang individu memilih kandidat berdasarkan kesamaan agama, etnis, jenis kelamin 
dan identitas partai saat pemilu (Lampiran 8). 
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Ketiga, penilaian positif terhadap praktik demokrasi berkorelasi positif sekaligus menjadi 
prediktor bagi kepuasan terhadap praktik demokrasi di daerah. Dalam konteks sosio- 
demografi, kepuasan terhadap praktik demokrasi di daerah tidak lepas dari pe-
nilaian positif masyarakat terhadap kondisi perekonomian mereka. 

Secara umum, penelitian ini menunjukkan bahwa tantangan pengakuan hak kewargaan 
berada di level negara dan level komunitas. Dengan demikian pengarusutamaan ker-
ja-kerja inklusi sebagai bagian dari upaya mendorong pengakuan hak kewargaan tetap 
menjadi tanggung jawab bersama. Pada level makro, perlu ada upaya serius untuk meng-
hapus kebijakan eksklusif dan diskriminatif, dan menggantinya dengan kebijakan inklusif 
yang menjamin pengakuan serta pemenuhan hak-hak kewargaan semua orang, apapun 
identitasnya. Pada level mikro, perlu ada upaya pembelajaran yang secara serius dituju- 
kan untuk meningkatkan penerimaan publik terhadap kelompok marginal. Hal ini perlu 
dilakukan tidak hanya melalui pendidikan formal, tetapi juga informal.
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Rekomendasi  
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Berbekal kesimpulan di atas, penelitian ini merekomendasikan beberapa hal sebagai 
berikut.

Untuk Pemerintah Pusat

a.	Membentuk tim khusus di Bappenas untuk melakukan review kebijakan sebagai 
basis untuk mendorong pembatalan atau revisi kebijakan-kebijakan nasional yang 
masih berpotensi menciptakan eksklusi dan diskriminasi. Proses review terhadap 
kebijakan tipe eksplisit adalah yang paling urgen, namun secara bertahap review 
kebijakan juga harus mencakup kebijakan-kebijakan eksklusif dan diskriminatif 
yang bertipe implisit dan non-implementatif.

b.	Meninjau ulang indikator-indikator dalam Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) agar 
dapat digunakan sebagai alat monitoring dan evaluasi implementasi agenda  
kebijakan pro-inklusi di tingkat nasional maupun daerah. Sebagai contoh, indikator 
kinerja badan legislatif dalam instrumen IDI perlu dipertajam agar dapat digunakan 
untuk menangkap gejala awal inisiasi kebijakan eksklusif dan diskriminatif. Dalam 
proses review, perlu juga melibatkan unit pemerintah yang relevan di tingkat na-
sional dan daerah, sehingga indikator IDI akan mampu menangkap perkembangan 
di lapangan.

c.	Meninjau kembali indikator-indikator yang dipakai Badan Pusat Statistik (BPS) agar 
dapat menangkap data penduduk yang semakin terpilah berdasarkan identitas- 
nya. Ketiadaan dan kesulitan pencatatan data terpilah menjadi salah satu hal yang 
menghambat implementasi kebijakan inklusif. Penggunaan mekanisme pendataan 
dan pelaporan BPS diharapkan dapat membuat proses pencatatan dan pelaporan 
data yang mampu menangkap realitas di lapangan, efisien, dan transparan. Dalam 
prosesnya, akan sangat ideal apabila proses peninjauan indikator BPS melibatkan 
perwakilan komunitas marginal dan OMS pendampingnya. 

d.	Memfasilitasi upaya-upaya peningkatan kapasitas aparatur negara dalam peng- 
arusutamaan perspektif GEDSI dalam proses pembuatan dan implementasi kebi-
jakan di tingkat nasional, melalui kolaborasi dengan lembaga pendidikan tinggi atau 
OMS yang menggeluti isu inklusi sosial. Jika perspektif GEDSI di kalangan aparatur 
negara di sudah mulai terbangun, selanjutnya perlu didorong adanya audit GEDSI 
di lembaga-lembaga pemerintah secara berkala.
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Untuk Pemerintah Daerah

a.	Seperti halnya di tingkat nasional, Bappeda perlu membentuk tim khusus untuk 
melakukan review kebijakan sebagai basis untuk mendorong pembatalan atau re-
visi kebijakan-kebijakan daerah yang masih berpotensi menciptakan eksklusi dan 
diskriminasi. Review terhadap kebijakan tipe eksplisit adalah yang paling urgen, 
namun secara bertahap review juga harus mencakup kebijakan-kebijakan eksklu-
sif dan diskriminatif yang bertipe implisit dan non-implementatif.

b.	Memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan daerah dalam 
pengarusutamaan perspektif GEDSI dalam proses pembuatan dan implementasi 
kebijakan di tingkat daerah, yang dalam prosesnya bisa  berkolaborasi dengan lem-
baga pendidikan tinggi atau OMS yang menggeluti isu inklusi sosial. Potensi eks- 
klusi dan diskriminasi pada level implementasi sering terjadi karena adanya perbe-
daan pemahaman, keterbatasan anggaran, hingga lemahnya kapasitas pelaksana  
kebijakan di lapangan. Guna mengurangi gap tersebut, peningkatan kapasitas OPD 
sangat diperlukan. Setelah perspektif GEDSI terbangun di kalangan pemerintah 
daerah, selanjutnya bisa didorong adanya audit GEDSI di lembaga-lembaga pe-
merintah daerah secara berkala. 

c.	Menyelenggarakan forum para pemangku kepentingan yang melibatkan unsur  
pemerintah, legislatif, OMS – termasuk lembaga pendidikan tinggi, dan perwakilan 
kelompok marginal guna mempermudah koordinasi dan kolaborasi dalam me- 
majukan isu-isu inklusi sosial.

Untuk Organisasi Masyarakat Sipil (OMS),  
termasuk OMS Mitra Program INKLUSI:

a.	Memperkuat kapasitas aktivis OMS dan kelompok marginal dalam melakukan pe-
metaan isu eksklusi serta penguatan pengetahuan terkait proses pembuatan dan 
implementasi kebijakan di area kerjanya masing-masing. 

b.	Memperkuat partisipasi dan pengawasan kebijakan inklusif di setiap tahapan, mu-
lai dari agenda-setting, perumusan, hingga implementasi kebijakan, termasuk da-
lam penyusunan dan alokasi anggaran.

c.	Memperkuat jejaring dengan politisi dan partai politik, baik dengan melibatkan 
mereka dalam kaukus advokasi maupun membentuk aliansi untuk memperkuat 
agenda-agenda inklusi. Melalui pelibatan dan engagement ini, politisi dan partai 
politik perlu diyakinkan bahwa isu inklusi sosial adalah isu strategis yang dapat 



71

digunakan untuk memperoleh dukungan elektoral dan memperkuat legitimasi  
mereka di mata publik.

d.	Memasukkan partisipasi dalam proses pembuatan dan pengawasan kebijak- 
an dalam program inklusi sosial yang sudah ada. Meskipun OMS telah memiliki  
beragam program untuk menangani dampak kebijakan eksklusif, keterlibatan aktif 
dalam proses pembuatan dan pengawasan kebijakan tetap diperlukan. Hal ini juga 
berguna untuk memperkuat kanalisasi kerja-kerja OMS ke dalam proses kebijak- 
an. OMS juga dapat mengajak pejabat pemerintah dan politisi untuk memperkuat  
literasi tentang isu-isu inklusi sosial.

e.	Memperkuat advokasi kebijakan berbasis data yang dapat dilakukan melalui  
kolaborasi penelitian bersama lembaga perguruan tinggi atau lembaga-lemba-
ga penelitian di masing-masing daerah. Hasil dari penelitian tersebut juga dapat 
digunakan untuk menyusun kebijakan alternatif yang dapat ditawarkan kepada  
Pemerintah Daerah.

f.	 Memperkuat kapasitas aktivis OMS dan kelompok marginal dalam membangun 
dukungan publik terhadap isu inklusi sosial melalui acara-acara sosial-budaya 
yang terbuka untuk publik, diskusi di ruang publik, pembelajaran masyarakat, dst. 
Kapasitas ini diperlukan agar kelompok marginal dan OMS pendampingnya dapat 
berperan sebagai aktor kunci dalam pembentukan gerakan atau aliansi untuk in-
klusi sosial di area kerjanya masing-masing yang melibatkan publik yang lebih luas.

Untuk Sekretariat INKLUSI

a.	Memfasilitasi upaya untuk meninjau dan merevisi indikator-indikator Indeks 
Demokrasi Indonesia (IDI) sebagai indikator demokrasi dan pembangunan inklusif 
di tingkat nasional maupun daerah.

b.	Memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas aparatur negara di tingkat nasional 
maupun daerah tentang pengarusutamaan GEDSI dalam proses kebijakan, serta 
upaya penyelenggaraan audit GEDSI di lembaga-lembaga pemerintah di tingkat 
nasional maupun daerah.

c.	Memfasilitasi upaya pelembagaan isu inklusi sosial di partai politik melalui pening- 
katan kapasitas politisi dan partai politik di tingkat nasional maupun daerah ten-
tang isu-isu GEDSI. Melalui peningkatan kapasitas ini, partai politik perlu diyakinkan  
bahwa isu-isu inklusi sosial adalah isu strategis yang dapat digunakan untuk 
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memperoleh dukungan elektoral dan memperkuat legitimasi partai politik di mata 
publik.

d.	Memfasilitasi upaya peningkatan kapasitas aktivis OMS dan kelompok marginal 
dalam melakukan pemetaan isu eksklusi serta penguatan pengetahuan terkait 
proses pembuatan dan implementasi kebijakan di area kerjanya masing-masing.  
Hal ini diperlukan guna memperkuat partisipasi OMS dan kelompok marginal da-
lam pembuatan dan pengawasan kebijakan inklusif di setiap tahapan proses ke- 
bijakan, termasuk dalam penyusunan dan alokasi anggaran.

e.	Memfasilitasi pembuatan dan pelaksanaan forum multi-pemangku kepentingan, 
baik di tingkat daerah. Penelitian ini menunjukkan bahwa adanya potensi eksklu-
si dan diskriminasi di tataran implementasi kebijakan terjadi karena keterputus- 
an antara lembaga eksekutif, legislatif, dan OMS. Dengan jejaring yang dimiliki ke 
Pemerintah Daerah, Mitra Program, dan akademisi, Sekretariat INKLUSI memiliki  
peran strategis dalam pembentukan forum-forum untuk inklusi sosial yang ber- 
tujuan menemukenali tantangan yang dihadapi masing-masing aktor dalam me-
majukan agenda inklusi sosial serta mendorong kolaborasi lintas sektor dalam 
mendorong kebijakan pro-inklusi sosial.

f.	 Memfasilitasi upaya pendidikan publik terhadap isu inklusi sosial, yang dapat di- 
mulai dengan mengembangkan indikator yang lebih tajam menangkap ting-
kat penerimaan dan dukungan publik terhadap kelompok marginal, mengadopsi  
pendekatan sosial-budaya yang kreatif, kontekstual, dan proaktif dalam upaya  
pendidikan publik, memasukkan kelompok non-marginal atau kelompok yang 
dominan atau mayoritas sebagai sasaran program-program pendidikan publik 
tentang isu inklusi sosial.
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Lampiran 1. Instrumen Review Kebijakan Eksklusif dan Diskriminatif

Aspek Kebijakan Pertanyaan Panduan Analisis

Cakupan kebijakan •	 Kelompok marginal apa yang menjadi subjek yang 
diatur di dalam kebijakan eksklusif/diskriminatif  
atau berpotensi terkena dampak dari kebijakan 
eksklusif/diskriminatif tersebut?

•	 Bagaimana kebijakan eksklusif/diskriminatif terse-
but mendefinisikan kelompok marginal yang disasar 
atau menjadi subjek hukumnya?

•	 Bagaimana kebijakan eksklusif/diskriminatif terse-
but mengatur hal-hal yang dilarang dan diper- 
bolehkan untuk dilakukan oleh kelompok marginal 
yang disasar atau menjadi subjek hukumnya?

•	 Bagaimana kebijakan eksklusif/diskriminatif terse-
but (berpotensi) membatasi, mengabaikan, atau 
bahkan melanggar hak kewargaan kelompok mar-
ginal yang disasar atau menjadi subjek hukumnya?

•	 Apakah kebijakan eksklusif/diskriminatif tersebut 
menyertakan rujukan pada kebijakan lain di tingkat 
provinsi atau nasional?

Mekanisme enforcement •	 Apa konsekuensi hukum bagi pihak yang dianggap 
melanggar kebijakan eksklusif/diskriminatif terse-
but?

•	 Siapa saja aktor negara yang diberi wewenang 
untuk mengimplementasikan kebijakan eksklusif/
diskriminatif tersebut?

•	 Bagaimana kebijakan eksklusif/diskriminatif terse-
but mengatur langkah-langkah implementasi kebi-
jakan?

Atribusi tanggungjawab •	 Siapa saja aktor non-negara yang diharapkan kon-
tribusinya terhadap implementasi kebijakan eksklu-
sif/diskriminatif tersebut?

•	 Apa tanggung jawab aktor non-negara dalam men-
dukung implementasi kebijakan eksklusif/diskrimi-
natif tersebut?

Bingkai moral •	 Apakah kebijakan eksklusif/diskriminatif tersebut 
menggunakan bingkai moral?

•	 Bagaimana kebijakan eksklusif/diskriminatif terse-
but menggunakan bingkai moral?
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Informasi tambahan •	 Kapan kebijakan eksklusif/diskriminatif tersebut 
disahkan dan siapa yang mengesahkannya?

•	 Apakah ada aturan operasional yang disahkan un-
tuk menindaklanjuti kebijakan eksklusif/diskriminatif 
tersebut?

•	 Siapa saja yang menjadi pengusul kebijakan eksklu-
sif/diskriminatif tersebut?

•	 Siapa pemimpin atau apa partai politik yang se-
dang berkuasa ketika kebijakan eksklusif/diskrimi-
natif tersebut dibicarakan dan/atau disahkan?

•	 Siapa saja aktor negara dan non-negara yang me- 
nyatakan dukungan secara terbuka terhadap kebi-
jakan eksklusif/diskriminatif tersebut?

•	 Adakah naskah akademik yang dibuat untuk men-
dukung pengesahan kebijakan eksklusif/diskrimina-
tif tersebut? Siapa penulisnya?
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Lampiran 2. Daftar Pertanyaan Wawancara

No. Tahapan /  
Aliran kebijakan

Problem  
kebijakan

Aktor  
kebijakan

Pilihan  
kebijakan

Politik  
kebijakan

1. Pendefinisian 
masalah kebi-
jakan (problem 
definition)

•	Apa latar be-
lakang dari 
pembuatan 
kebijakan ini?

•	Apa tujuan dan 
manfaat yang 
diharapkan dari 
pembu-atan 
kebijakan ini?

•	Apakah kebijak- 
an ini dibuat 
karena sebagai 
turunan aturan 
serupa di level 
nasional? Atau 
apakah kebijak- 
an ini dibuat 
karena terinspi-
rasi dari kebi-
jakan serupa di 
daerah lain?

•	Siapa saja kira- 
kira pihak yang 
berkepenting- 
an atas kebijak- 
an ini?

•	Siapa saja 
kelompok ma- 
syarakat yang 
kira-kira terkena 
dampak kebi-
jakan ini? Apa 
saja dampak-
nya? Adakah 
dampak yang 
merugikan?

•	Apakah inisiatif 
kebijakan ini 
muncul ketika 
ada momen ter-
tentu? Momen 
apakah itu?

•	Adakah konteks 
lain yang men-
dorong inisiatif 
kebijakan ini, 
misal, konteks 
terkait pemilu, 
adat, agama, 
atau fenomena 
sosial lainnya?

•	Mengapa inisi-
atif kebijakan ini 
yang diambil? 
Adakah alterna-
tif lainnya?

•	Adakah pihak- 
pihak yang me-
nentang kebi- 
jakan ini? Siapa-
kah mereka?  
Mengapa me- 
reka menentang 
kebijakan ini?

•	Adakah pihak- 
pihak yang 
mendukung 
kebijakan ini? 
Siapakah me- 
reka? Mengapa 
mereka men-
dukung kebijak- 
an ini?

2. Agenda-setting •	Apa wacana 
yang berkem-
bang di kalang- 
an pemerintah  
dan publik se-
belum proses  
pembuatan 
dimulai?

•	Apakah ada 
perbedaan 
dalam wa-
cana-wacana 
tersebut?

•	Siapa pejabat 
pemerintah 
atau politisi 
yang paling 
aktif bersuara 
tentang inisiatif 
kebijakan ini?

•	Apa yang 
disuarakan? 
Mengapa yang 
bersangkutan 
sangat aktif 
membicarakan 
inisiatif kebijak- 
an ini?

•	Apakah inisiatif 
kebijakan ini 
turut dipe- 
ngaruhi oleh 
kondisi atau 
kepentingan di 
level provinsi 
atau nasional?

•	Adakah konteks 
lain yang men-
dorong inisiatif 
kebijakan ini, 
misal, konteks 
terkait pemilu, 
adat, agama, 
atau fenomena 
sosial lainnya?

•	Kepentingan 
siapa yang 
kira-kira ter- 
akomodasi oleh 
keberadaan i 
nisiatif kebijakan 
ini?

•	Sejauh apa ini-
siatif kebijak- 
an ini dikaitkan 
dengan politik 
daerah?

•	Apakah ada 
aspek moral 
yang dikaitkan 
dengan inisiatif 
kebijakan ini? 
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•	Media apa yang 
aktif mem- 
beritakan ini-
siatif kebijakan 
ini? Apakah 
media komu-
nitas, lokal, 
atau nasional? 
Bagaimana inisi-
atif kebijakan ini 
dibicarakan?

•	Siapa saja unsur 
masyarakat 
yang aktif mem-
bicarakan ini-
siatif kebijakan 
ini? Apa yang 
dibicarakan?

3. Policy  
development

•	Kapan inisiatif 
kebijakan mulai 
dibahas secara 
formal di pe-
merintah atau 
parlemen?

•	Berapa lama 
proses pem-
buatan kebi- 
jakannya?

•	Siapa yang 
mengusulkan 
kebijakan se-
cara formal? 

•	Siapa saja yang 
terlibat dalam 
proses pem-
buatan kebi- 
jakan?

•	Siapa yang 
menulis naskah 
akademik?

•	Apakah meli-
batkan unsur 
masyarakat? 
Jika ya, siapa 
saja? 

•	Apakah pro- 
ses pembuatan 
kebijakan turut 
dipengaruhi 
oleh adanya 
fenomena so-
sial dan politik 
tertentu, seperti 
pemilu, peristi-
wa budaya ter-
tentu, perkem-
bangan politik 
tertentu di level 
nasional?

•	Apakah hal-hal  
tersebut 
menyebabkan 
perubahan isi 
kebijakan?

•	Siapa yang un-
sur pemerintah 
atau non- 
pemerintah 
paling dominan 
dalam proses 
pembuatan 
kebijakan? 

•	Apakah ada 
aspek moral 
yang dikaitkan 
yang menjadi 
landasan pro- 
ses pembuatan 
kebijakan?

4. Implementasi 
kebijakan

•	Kapan kebijakan 
disahkan?

•	Apakah sudah 
ada aturan 
operasional-
nya? Apa saja 
langkah-langkah 
implementasi- 
nya?

•	Siapa saja unit 
pemerintah 
yang diberi we-
wenang untuk 
menegakkan 
kebijakan terse-
but?

•	Apakah imple-
mentasi kebi- 
jakan turut 
dipengaruhi 
oleh adanya 
fenomena so-
sial dan politik 
tertentu, seperti 
pemilu, 

•	Adakah pihak- 
pihak yang 
menentang 
implementasi 
kebijakan ini? 
Siapakah mere-
ka? Mengapa
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•	Apa saja kon-
sekuensi hukum 
bagi pihak yang 
dianggap me-
langgar kebijak- 
an tersebut?

•	Sebelum imple-
mentasi, apakah  
kebijakan per-
nah disosial-
isasikan kepada 
masyarakat, ter-
masuk kelom-
pok marjinal 
yang terkena 
dampak? Jika 
ya, bagaimana 
cara sosial-
isasinya? Jika 
tidak, mengapa?

•	Apakah ter-
dapat koordi-
nasi antara unit 
pemerintah 
terkait yang ter-
kait? Bagaimana 
koordinasinya? 

•	Apa yang men-
jadi tanggung 
jawab masya- 
rakat terkait 
implementasi 
kebijakan terse-
but?

peristiwa bu-
daya tertentu, 
perkembangan 
politik tertentu 
di level lokal 
maupun nasi-
onal?

•	Apakah hal-
hal tersebut 
menyebabkan 
perubahan 
implementasi 
kebijakan?

dan bagaimana 
mereka menyu-
arakan penen-
tangan terse-
but?

•	Adakah pihak- 
pihak yang 
mendukung  
implementasi 
kebijakan ini? 
Siapakah me- 
reka? Mengapa 
dan bagaimana 
mereka menyu-
arakan dukun-
gan tersebut?

•	Apakah ada as-
pek moral yang 
dikaitkan den-
gan implemen-
tasi kebijak- 
an ini? 

5. Evaluasi  
kebijakan

•	Apakah ada 
proses evalu-
asi kebijakan 
setelah imple-
mentasi dilaku-
kan? Kapan 
dan bagaimana 
evaluasi dilaku-
kan? Apakah 
ada sistem 
khusus terkait 
hal ini? 

•	Apa saja poin 
evaluasi yang 
sudah ditindak-
lanjuti? Menga-
pa poin evaluasi 
tersebut perlu 
ditindaklanjuti? 
Bagaimana aksi 
tindak lanjut 
tersebut dilaku-
kan? 

•	Siapa yang 
mengevaluasi? 

•	Kepada siapa 
saja hasil evalu-
asi diberikan?

•	Siapa saja yang 
terlibat dalam 
proses evaluasi 
kebijakan? 

•	Apakah unsur 
masyarakat 
terlibat dalam 
evaluasi kebijak- 
an? Jika ya, 
siapa mereka 
dan apa bentuk 
keterlibatannya? 

•	Apakah eva- 
luasi kebijak- 
an dilakukan 
karena adanya 
fenomena so-
sial dan politik 
tertentu, seperti 
pemilu, peristi-
wa budaya ter-
tentu, perkem-
bangan politik 
tertentu di level 
lokal maupun 
nasional?

•	Sejauh apa 
usulan dari un-
sur masyarakat 
diperhitungkan 
dalam proses 
evaluasi kebijak- 
an dan tindak 
lanjutnya?

•	Apakah hasil 
evaluasi kebijak- 
an dan tindak 
lanjutnya dipub-
likasikan secara 
transparan dan 
disosialisasikan 
kepada publik?

•	Adakah pihak- 
pihak yang me-
nentang evalu- 
asi kebijakan 
ini? Siapakah  
mereka?  
Mengapa dan  
bagaimana 
mereka menyu-
arakan penen-
tangan terse-
but?
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•	Apakah ada 
poin evaluasi 
kebijakan yang 
belum ditindak- 
lanjuti? Menga-
pa belum ditin-
daklanjuti?

•	Adakah pihak- 
pihak yang 
mendukung  
implementasi 
kebijakan ini? 
Siapakah me- 
reka? Mengapa 
dan  bagaimana 
mereka menyu-
arakan dukung- 
an tersebut?

•	Apakah ada 
aspek moral 
yang dikaitkan 
dengan evaluasi 
kebijakan ini? 
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Lampiran 3. Kebijakan Eksklusif dan Diskriminatif di  
Kota Makassar dan Kota Yogyakarta

Jenis Kebijakan Jumlah Total Jumlah Berdasarkan 
Kategori

Subjek Kebijakan

Undang-undang (UU) Makassar: -

Yogyakarta: 1

Eksplisit: - 
Implisit: 1 
Non-implementasi: -

Status daerah 
khusus

Peraturan Daer-
ah Provinsi (Perda 
Provinsi)

Makassar: 6

Yogyakarta: 5

Eksplisit: - 
Implisit: - 
Non-implementasi: 11

Anak-anak, 
perempuan, 
penyandang 
disabilitas, 
transpuan, dan 
masyarakat miskin 
kota

Peraturan Daerah 
Kota (Perda Kota)

Makassar: 5

Yogyakarta: 2

Eksplisit: - 
Implisit: - 
Non-implementasi: 7

Anak-anak, 
perempuan, 
penyandang 
disabilitas, kelompok 
transpuan, dan 
masyarakat miskin 
perkotaan

Rencana Pembangu-
nan Jangka Menengah 
Daerah (RPJMD)

Makassar: 1

Yogyakarta: -

Eksplisit: 1 
Implisit: - 
Non-implementasi: -

Kelompok transpuan

Rancangan Peraturan 
Daerah (Ranperda)

Makassar: 2

Yogyakarta: 1

Eksplisit: 1 
Implisit: 2 
Non-implementasi: -

Anak-anak dan 
kelompok transpuan

Rancangan Peraturan 
Walikota (Ranperwal)

Makassar: 1

Yogyakarta: -

Eksplisit: -

Implisit: -

Non-implementasi: 1

Anak-anak

Peraturan Gubernur 
(Pergub)

Makassar: 2

Yogyakarta: 3

Eksplisit: - 
Implisit: 1 
Non-implementasi: 4

Anak-anak, penyan-
dang disabilitas dan 
masyarakat miskin 
perkotaan

Peraturan Walikota

(Perwal)

Makassar: 12

Yogyakarta: 8

Eksplisit: -  
Implisit: - 
Non-implementasi: 20

Anak-anak, perem-
puan, penyandang 
disabilitas, kelom-
pok transpuan, dan 
masyarakat miskin 
perkotaan
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Kebijakan jenis lain 
(misalnya Peraturan 
Wakil Gubernur, dll.)

Makassar: 1

Yogyakarta: 1

Eksplisit: 2 
Implisit: - 
Non-implementasi: -

Minoritas agama dan 
masyarakat miskin 
perkotaan

Lampiran 4. Demografi Narasumber di  
Kota Makassar dan Kota Yogyakarta

Afiliasi Jumlah 
Informan

Jumlah Informan 
Berdasarkan Umur

Jumlah 
Informan 

Berdasarkan 
Jenis Kelamin

Jumlah 
Informan 

Berdasarkan 
Disabilitas

Makassar

Pemerintah 7 25-34 tahun: -

35-44 tahun: 2

45-54 tahun: 5

55-64 tahun: -

Laki-laki: 4

Perempuan: 3

Transpuan: -

-

CSOs 8 25-34 tahun: 8

35-44 tahun: -

45-54 tahun: 2

55-64 tahun: 3

Laki-laki: 9

Perempuan: 4 

Transpuan: -

3

Akademisi 2 25-34 tahun:

35-44 tahun: 1

45-54 tahun: 1

55-64 tahun:

Laki-laki: 2

Perempuan: -

Transpuan: -

-

Individu (praktisi/
pengamat)

9 25-34 tahun: 2

35-44 tahun.: 2

45-54 tahun: 4

55-64 tahun: 1

Laki-laki: 3

Perempuan: 4

Transpuan: 2

-

Yogyakarta

Pemerintah 13 25-34 tahun: 3

35-44 tahun: 5

45-54 tahun: 5

55-64 tahun: -

Laki-laki: 7

Perempuan: 6

Transpuan: -

-
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CSOs 12 25-34 tahun: 4

35-44 tahun: 4

45-54 tahun: 2

55-64 tahun: 1

Laki-laki: 2

Perempuan: 9

Transpuan: 1

-

Akademisi 3 25-34 tahun: -

35-44 tahun: 2

45-54 tahun: -

55-64 tahun: 1

Laki-laki: 1

Perempuan: 2

Transpuan: -

-

Individu (praktisi/
pengamat)

10 25-34 tahun: 1

35-44 tahun: 3

45-54 tahun: 3

55-64 tahun: 2

Laki-laki: 5

Perempuan: 4

Transpuan: 1

-



92

Lampiran 5. Variasi Karakteristik Sosiodemografi Responden
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Lampiran 6. Sebaran Frekuensi dan Proporsi Indikator  
Persepsi Praktik Demokrasi

Dari segi keragaman budaya atau kelompok masyarakat yaitu kelompok yang berbe-
da etnisitas, bahasa, agama/keyakinan, gender (laki-laki vs. perempuan), disabilitas/
kemampuan fisik, menurut I/B/S yang paling sesuai untuk menggambarkan kondisi di 
daerah ini dalam hal […] adalah:

Kebebasan berpendapat di muka umum Freq. %

Tidak ada kelompok masyarakat yang bebas berpendapat 3 0.6

Sebagian kecil kelompok masyarakat bebas berpendapat 35 7

Sebagian besar kelompok masyarakat bebas berpendapat 64 12.8

Semua kelompok masyarakat bebas berpendapat 398 79.6

Total 500 100

Hak untuk mendapatkan perlindungan yang sama di mata hukum Freq. %

Tidak ada kelompok masyarakat yang mendapat perlindungan 5 1

Sebagian kecil kelompok masyarakat mendapat perlindungan 34 6.8

Sebagian besar kelompok masyarakat mendapat perlindungan 57 11.4

Semua kelompok masyarakat mendapat perlindungan 404 80.8

Total 500 100

Hak atas kepemilikan barang/aset pribadi Freq. %

Tidak ada kelompok masyarakat yang memiliki hak 13 2.6

Sebagian kecil kelompok masyarakat memiliki hak 24 4.8

Sebagian besar kelompok masyarakat memiliki hak 115 23

Semua kelompok masyarakat memiliki hak 348 69.6

Total 500 100

Hak untuk mendapatkan akses terhadap layanan pendidikan Freq. %

Sebagian kecil kelompok masyarakat memiliki akses 13 2.6

Sebagian besar kelompok masyarakat memiliki akses 34 6.8

Semua kelompok masyarakat memiliki akses 453 90.6
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Total 500 100

Hak untuk mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan Freq. %

Tidak ada kelompok masyarakat yang memiliki akses 2 0.4

Sebagian kecil kelompok masyarakat memiliki akses 10 2

Sebagian besar kelompok masyarakat memiliki akses 25 5

Semua kelompok masyarakat memiliki akses 463 92.6

Total 500 100

Hak untuk memilih dan mempraktikkan ajaran agama atau keyak-
inan, termasuk dalam membangun rumah ibadah Freq. %

Tidak ada kelompok agama yang bebas menjalankan ajaran agama atau 
kepercayaannya  

4 0.8

Negara mengakui semua kelompok agama, tapi pembatasan kegiatan 
atau acara keagamaan masih umum terjadi  

23 4.6

Kelompok pemeluk agama mayoritas bebas menjalankan ajaran agama 
atau kepercayaannya, tapi kelompok minoritas tidak memiliki kebe-
basan yang sama

39 7.8

Semua kelompok agama bebas menjalankan ajaran agama atau keper-
cayaannya

434 86.8

Total 500 100
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Lampiran 7. Asosiasi Penilaian dan Kepuasan atas Praktik Demokrasi

Asosiasi antara penilaian praktik demokrasi dan kepuasan atas praktik demokrasi de- 
ngan mengontrol variabel usia, jenis kelamin, status pernikahan, aktivitas utama,  
pendidikan, kepuasaan terhadap kondisi ekonomi, serta pernah menjadi simpatisan or-
mas keagamaan dan politik.
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Lampiran 8. Asosiasi antara Toleransi dan Preferensi Politik Pemilih

Catatan:

Nilai koefisien (log of the odds) menunjukkan asosiasi antara total skor toleransi dengan 
kecenderungan mengutamakan calon dengan karakteristik spesifik dengan mengontrol 
variabel usia, jenis kelamin, status pernikahan, aktivitas utama, pendidikan, kepuasaan  
terhadap kondisi ekonomi, pernah menjadi simpatisan ormas keagamaan dan politik. 
** p<0.05
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